
PIAGAM KFRJASAMA 

ANTARA 


PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 


Nomor : 0501 IBAPPEDA/IV/2016. 
Nomor : 53/Mou/RIIV/2016. 

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas, bulan April , tahun Dua Ribu Enam Belas yang 

bertanda tangan dibawah ini : 

1. 	 Dosmar Banjarnahor, SE Bupati Humbang Hasundutan, 


be11indak untuk dan atas nama 


Pemetintah Kabupaten Humbang 


Hasundutan, llntuk selanjutnya disebut 


PIHAK PERTAMA; 

2. 	 Dr. Ir. Sabam Malau Rektor Universitas HKBP Nommensen 


beralamat di lalan Sutomo No . 4A 


Medan, dalam hal ini bertindak atas 


nama Universitas HKBP Nommensen 


Medan selanjutnya disebut PIHAK 


KEDUA 


Bersepakat menjalin kerjasama dalam rangka mengoptimalkan pembangunan yang diperlukan 

oleh masyarakat khususnya di Kabllpaten Hlimbang Hasllndlltan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Pasall 


TUJUAN 


Tujuan kerjasama ini adalah peningkatan kllalitas Slimber Daya Manusia dan penin~ 

pemanfaatanipengelolaan potensi Sum bar Daya Alam khllsusnya yang dimiliki Pemerintahan 

Kabupaten Humbang Hasundutan. 



Pasal2 


RUANG LINGKUP 


Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi : 

1. 	 Bidang Pendidikan; 

2. 	 Bidang Pertanian; 

3. 	 Bidang Kesehatan; 

4. 	 Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; 

5. 	 Bidang Industri; 

6. 	 Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 

7. 	 Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan Pelatihan Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Franchices. 

Pasal3 


PELAKSANAAN 


Piagam keljasama ini merupakan induk dari perjanjian keljasama yang dibentukldisusun secara 

tersendiri untuk setiap bidang keljasama yang akan dilaksanakan. 

Pasal4 


PEMBIAYAAN 


Pembiayaan kegiatan kerjasama akan disusun se~uai program kerja yang disepakati bersama dan 

dibebankan pad a anggaran Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua maupun sumber dana lainnya 

yang bersifat tidak mengikat. 

PasalS 


ORGANISASI 


Organisasi kerjasama ini akan dirinci/disusun untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui 

kedua belah pihak. 



Pasal6 


JANGKA WAKTU 


Kel:iasama ini berlaku lIntuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh 

kedlla belah Pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah 

pihak. 

Pasal7 


PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


I. 	 Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah-pahaman dalam pelaksanaan ke~iasama ini , 

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya seem'a musyawarah dan mufakat; 

2, 	 Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan seeara musyawarah untuk mufakat, maka 

perselisihan dapat diselesaikan seem'a hukum melalui Badan Arbitrasi atal! yang disepakati 

ole'll kedua belah pihak, 

PasalS 


PENUTUP 


1. 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam kerjasama ini , akan diatur kemudian dalam bentuk 

Addendum atas kesepakatan kedlla belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahl<an 

dari Piagam Keljasama ini; 

2. 	 Keljasama ini dilaksanakan seeara kelembagaan dengan menghormati dan mengindabkan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing; 

3. 	 Piagam Keljasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang 

CUkllP, berkekuatan hokum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak 

Kedua. 

Pihak Pertama Pihak Kedua 

.....-~...... erintah Kabupaten Humb~tng Hasundutan 
It 
b 
li 
',rp ' Bupati, 	 Reldor 



NOTAKESEPAHAMAN 

ANTARA 

PEMER 

Nomor 

TAH KABUP A TEN HUMBANG HASUNDUTAN 

DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMEN EN 

: 7& / 1 AHtV I4 101b 

Nomor : od/I<./H6U/W /~6/b.· 

Pada hari ini, Sabtu tanggai Tiga Puluh bulan April tahun Dua Rihu Enam Betas yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

1. 	 Dosmar Banjaroabor, S.E. Bupati Humbang Hasunduta n, bertindak untuk dan atas 

nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, 

berkedudukan di JI. Doloksanggul-Siborongborong 

Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, 

untuk seJanjutnya disebut pmAK PERTAMA: 

2. 	 Dr. Ir. Sabam Malau Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk 

dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, 

berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk 

selanjutnya disebut PIHAK KEDlJA. 

Bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan 

Universitas HKBP Nommensen dalam rangka peningkatan keIjasama yang bermanfaat bagi para 

pihak dengan ketenruan sebagai berikut : 

Pasall 

TUJUAN 

Tujuan Nota Kesepaharnan Inl untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan 

peternakan. 

Pasal2 


RUANG LINGKUP 


Ruang L~;p Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

( 

Pada Masyarakat dalall.1 rangka penillgkatan produksi dan produktivitas pertanian dan petemakan di 

Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Pasal3 

.. PELAKSANAAN 

Nota Kesepa1i~~ merupakan dasar bagi berbagai PeIjanjian KeIjasama yang akan dIsusun 

secara tersendiri untuk setiap bidang keIjasarna yang akan dilaksanakan danJatau ditindakJanjuti 

L1 	 1. 



Pasal4 

PEMB1AYAAN 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemuruan berdasarkan program kerja yang 

disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta 

peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 5 

ORGANlSASI 

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun dl dalam Perjanj ian Keljasama untuk etiap 

kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. 

Pasal6 

JANGKA WAKTU 

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani 

dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. 

Pasal 7 

PENYELESAlAN PERSELISIHAN 

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman irti maka para pihak 

sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

Pasal8 


PENIJTUP 


1. 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebili Ianjut dalam bentuk 

Addendum atas kesepakatan para pihak. dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 

Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan mengbonnati dan mengindahkan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing: 

3. 	 Nota Kesepahaman ini dibubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum 

yang sarna. 

PllfAKPs.RTAMA 	 PllIAK KEDUA 

Rektor Universitas HKBP Nommensen, 

Dr. II. Sabam Malau 

http:PllfAKPs.RT


T T_ K£ P_ IE_IO 'Dl I OF {~'DE TN -DNG) 
ARA 

UNIVERSITN HKBPNOMME SE 
FAKULTAS BAHASA DAN SENI 


PELAKSANA : PROnr BAHASA INGGRIS 

DAN 


AMIK MED 0 - MED 

T NTANG 

KEMITRAAN dan KERJASAMA 

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2015, kami yang bertandatangan dibawah ini: 
1. 	 Dr.lr. abam Malau, Rektor Universitas IlKBP ommensen (UHN ). Alamat Jl.Sutomo No. 4A 

Medun disebut sebagai Pihak Pertama 
2. 	 Bapak Kamson irait, .T Direktur AMlK MEDI OM - MEDAN, alamar J1. Darnt No. 74 Medan 

seLanjutnya dalam Ke epakatan Bersama disebut Piliak Kedua 

Dengan ini ked.ua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk. mengadakan kesepakatan b ama 
dengan ketentuan- ketentuan dan syarat-syarat sebagai tercantum dalam pasal-pasal tersebut djbawah 
1m: 

asall 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adaJah mengimplementa ikan kemitraan antara 
Univer ita l-IKBP ommensen melalui Fakultas bahasa dan Seni Prodi Bahasa Inggri dan AMIK 
MEDICOM - MEDAN 

Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk diadakannya kerjasama untuk saling 
mendukung kegiatan bersama berupa : UHN sebagai Universitas Pembina mengadakan Kerjasarna 
dengan AM1K MEDICOM - MEDAN Wltuk mengadakan TOEFL llreperation Cia dan TO ~ L 
TRY OUT untuk Mahasiswa AMIK MEDICOM - MEDAN. 

Pa al2 

RUANG LI GKUP 


1) UHN melalui Prodi Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sem. menyediakan tenaga Pengajar, 
Bahan ajar. dan mengadakan Assessment pada TOEFL Preparation Class di AM[I( M DIe M­
MEDAN dengan ketenluan yang disepakati. 

(2) Pengadaan 	sarana dan prasarana pendukung daJam kegiatan disediakan AMlK MEDICOM ­
MEDAN 

(3) Lain-lain kegiatan yang erat kaitannya dengan Ke epakatan Bersama ini. 

Kesepakatan B rsama tersebut daLam pasal 2 matas akan diatur secara lebih lanjut seeara termci sesuai 
dengan kerangka aeuan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani keduabelah pihak dan 
mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama 

Pasal ~ 
HAK DAN KEWAJmAN 

Haldan Kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama 

A 
Pasal4 

J GKA WAKTUDANPELAKSANAAN 

(I) Jangka waktu pelaksanaan Kerjasarna ini ditetapkan seJama ] tahun ke depan terhinmg mtl]ai 
tanggal I Agustus 2015 dan dapat ctiperpanjang bilamana kedua belah pihak sepaka{ untuk 
melanjutkannya 

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan in.i akan dilakukan 'a1uasi tiap s m ster 



p. aJ 5 
PEMBIAYAAN 

(1) P mbiayaan kerjasama p ngadaan 	TOEFL Preparation Class dan TOEFL TRY OUT di epakati 
bersama : Course Fee: ebegar Rp: 350.000. per mahasiswa dan Rp.50.000 diperuntukkan bagi 
AMIK MEDICOM - MEDAN, dan Rp.300.000 bagi UHN - da1am hal ini dilaksannkan Prow 
bahasa lnggris - FB MEDAN sebagai pelaksana Pendidikan TOEFL Preperation lass dan 
TOEFL TRY OUT 

(2) BEP (Break event point) adalah 14 siswa. Class akan berjalanl dibuka apabila minimal siswa 1 
kelas 14 orang. 
S gala pembiayaan yang timbul akibat Ke epakatan Bersama ini dc.!ngan rincian pengalokasiannya 
akan diatill Ieb masing - masing pibak. 

(3) Apabila score TOEFL yang di capai mahasiswa belum mencapai 450. Maka mahasiswa tersebut 
diberi kesempatan Ix untuk mengikuti test lagi untuk: mcngulang bersama kelas yang akan 
menjalani TOEFL Test tanpa pungutan bayaran . 

(4) Apabila mahasiswa yang telah meogulang tersebut masihjuga gagaJ be1um memperoleh score 450 
mak.a unruk Test berikutnya kepadanya dikenakan biaya administrasi ebesar Rp.50.000 . 

(5) Bagi mahasiswa yang tetah mencapai score 500, kepadanya disarankan untuk mengikuti TOEFL 
TTP (Institutional Testing Program) di illIN dengan biaya sebe ar RP. 425.000, (terhitung IDulai 
Oktober 2015) 

6) Apabila mahasiswa yang telah mengikuti program ini akan mengikuti program. ingin test kembali 
setelab TOEFL Prediction Score nJ'a kadaluarsa (6-12 bulan), maka mahasiswa tersebut div.(ljibkan 
membayar adrninistrasi sebesar Rp.50.000. dengan menggunakan score tertinggi. setelah test. 

Pa$al6 

PERSELISIHAN 


(I) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pibak mala pada dasarn. a akan diselesaikan secara 
musyawarah dan mufakat. 

(2) Jika ada perselisihan 	yang tidak dapat diseJesaikan secara musyawarab dan mufakat maka dapat 
diselesaikan secara hukum melaJui Badan Arbitrasi atau yang disepakati 01 h kedua belah pihak. 

PasaJ 7 

LAIN-LAIN 


(1) Perubahan naskah ini dapat dilakukan dt:ngan persetujuan k dua belah pihak. 
(2) 	Kesepakatan Bersama clapat dianggap haul bila kedua belah pihak ridak memenuhi ketentuan ­

ketentuan dalam Kesepakatan Bersarna ini . 
(3) Hal-hal yang beturn diatur dan perubahan atas ketentuan yang tercanLum dalam Kesepakatan 

Bersama ini akan dia1ur Iebm lanjut dan dapal dilakukan dengan persetujuan secara lertulis dari 
kedua belah pihak. 

PasalS 

P TlIP 


Kesepakan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedlla belah piliak di Mcdan pada hari dan 
tanggal terse but diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dna) a.sli 1 rangkap untuk Universitas HKBP 
Nommensen dalam hal ini Fakultas Bahasa dan Seni dan 1 rangkap lmtuk AMIK MEDICOM 
bennaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. 

Medan JuJi 2015 

. abam Malau 



Disaksikan oleh ; dari Pihak. I UHN - Mcdan 
J. Wakil Rektor TV : Dr.Hilman Pardede, M.Pd 

2. Dekan FB - Dra.Rotua Ifrida, M.Hurn 

3. 
4. 

Dr.Sondan Manik, M.Hum 

Disaksikan oleh : dari Pihak 11 AMIK MEDICOM 
1. WakiJ Direktur r : Sylvia Hutab..'UaL S.T 

2 

3 


4 Mewakili Ketua Ya asan AMIKMedicorn: Maslan Sihomb' 


.Korn 
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NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


BADAN PENGkAJlAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 


REPUBUK INDONESIA 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


------,-,--
Nomor; 9 ~ / tl/2,01, 

Nomor : 11 /R/MoU/XI/2016 

Pada her; ini ''"(.4'5" ~ tanggal .2 .l.. bulan N~V~Etahun Dua Ribu Enam Belas, karn; 
yang bertanda tangan di bawah in! : 

1. Dr. Bambang Sadono, SH, MH: Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia (MPR RI), bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajlan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan dl Jalan Jenderal Gatot 
Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. Dr. Ir. Sabam 	Malau: Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas 
nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, 
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 
Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA 
PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 

Tujuan 


Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan 
peningkatan program kerja PARA PIHAK. 

Pasal2 

Ruang Ungkup 


Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 
1. Bidang Pendldikan; 
2. Bidang Penelitian; 

1 



3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; 
4. Bidang Pelaksanaan Diskusi Kebangsaan. 
5. Dan lain-lain yang dianggap perlu. 

Pasal3 

Pelaksanaan 


Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun 
untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan 
perjanjian teknis atau Memorandum of Agreement yang disusun secara tersendiri oleh 
berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK. 

Pasal4 

Pembiayaan 


Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja 
yang disepakati bersama dengan mempert imbangkan kemampuan dan anggaran PARA 
PIHAK. 

PasalS 

Organisasi 


Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja 
Sam a/Memorandum of Agreement untuk setiap kegiatan yang disepakatl dan disetujui oleh 
PARA PIHAK. 

Pasal6 

Jangka Waktu 


(1) . Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani 
dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. 

(2). 	Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini 
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-Iambatnya 3 (tiga) 
bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini. 

Pasal7 

Penyelesaian Perselisihan 


Apablla terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan 
mufakat. 

2 



Pasal8 
lain-lain 

1. 	Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam 
Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

Pasal9 
Penutup 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sarna 
bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sarna uhtuk PARA PIHAK. 

~ PIHAK KEDUA 
, Rektor Universitas HKBP 

-000 
ENAI,tAIIU RUPIA H «/ 


1!!!J~II"~~\10no, SH, MH 
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RISTEKDIKTI 
BNNP-SU 

NOTA KESEPAHAMAN 
ANTARA 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, 
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN, 

DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2 DIKTI)I KOPERTIS 
WILAYAH I SUMATERA UTARA 

Nomor : NKll'1tX)/IV/KalBu.02/2018/BNNP-SU 
Nomor : 78/Rektor/MoU/IV/2018 
Nomor 1M IK1.2./KU2018 

TENTANG 


PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN 


PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN 

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 


Pada hari ini, Selasa, tanggal Sepuluh bulan April, tahun Dua Ribu Delapan belas 
(10-04-18) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UT ARA, diwakili 
oleh Drs. Marsauli Siregar, SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan 
Willem Iskandar Pasar V No.1 A Medan Estate 20371, untuk selanjutnya 
disebut sebagai PIHAK PERT AMA. 

2. 	UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN, diwakili oleh Dr. Ir. Sabam 
Malau, selaku REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN dan 
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UNrvERSITAS HKBP 
NOMMENSEN MEDAN sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan 
di Jalan Sutomo Nomor 4 A Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

3. 	LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI/KOPERTIS WILA Y AH I 
SUMATERA UTARA diwakili oleh Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., 
M.Sc.,Ph.D. selaku Koordinator Kopertis Wilayah I Sumatera Utara, dan 
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi/Kopertis Wilayah I Sumatera Utara yang berkedudukan 
di Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA 

- 1 ­



Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, 
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal 
sebagai berikut: 

a. 	 bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 
mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. 	 bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

c. 	 bahwa PIHAK KETIGA adalah Satuan Kerja Pemerintah di wilayah yang 
berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi 
Perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

d. 	 bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan 
secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
berikut: 
1. 	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. 	 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5062); 

3. 	 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 1/PKl1968 tanggal 17 Februari 1968 yang berlaku surut mulai tanggal 
10 Oktober 1967; 

4. 	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Badan Narkotika Nasional. 

5. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 

Berdasarkan hal-hal terse but di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, 
dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA 
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PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sarna dalam bidang pendidikan, 
penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam 
rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui Nota Kesepahaman dengan 
menyatakan beberapa hal sebagai berikut: 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal1 

(1) . 	 Maksud Nota Kesepahamanan ini adalah sebagai landasan kerja sama 
dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada 
masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

(2). Tujuan Nota Kesepahamanan ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dan 
sinergitas dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan serta 
pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh 
PARA PIHAK untuk kepentingan bersama. 

RUANG LlNGKUP 

Pasal2 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 

1. 	 Diseminasi informasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

2. 	 Peningkatan peran serta PIHAK KEDUA sebagai Penggiat Anti Narkoba; 

3. 	 Pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi di bidang 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

4. 	 Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; 

5. 	 Pelaksanaan tes/uji Narkoba di Iingkungan PIHAK KEDUA atas permintaan 
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA; . 

6. Pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
Pasal3 

(1). PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab 
a. 	 Menyediakan narasumber dan materi komunikasi, informasi dan 

edukasi (KIE) untuk penyuluhan bahaya narkoba di Lingkungan 
PIHAK KEDUA, 

b. 	 Memberikan konsultasi secara memadai dalam menyusun materi 
muatan bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan 
pengetahuan dan pemahaman mahasiswa narkoba di lingkungan 
PIHAK KEDUA, 

c. 	 Menyediakan tenaga pelaksana tes uji Narkoba di Lingkungan 
PIHAK KEDUA, 

d. 	 Melaksanakan mapping dan razia narkoba di Lingkungan PIHAK 
KEDUA. 

(2). PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 
a. Memasukkan muatan materi bahaya penyalahgunaan narkoba 

melalui kegiatan kuliah umum, 
b. Menyebarluaskan berbagai literaturl bahan bacaan yang memuat 

materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk 
cetak maupun elektronik, 

c. 	 Menyebarluaskan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba, baik 
dalam bentuk media luar ruang (spanduk, baliho, standing banner) 
maupun media online (website) Perguruan Tinggi Swasta, 

d. 	 Melaksanakan dan mengembangkan program kemahasiswaan yang 
berorientasi pada lingkungan kampus bebas narkoba seperti Dies 
Natalis, PPMB (Program Pembekalan Mahasiswa Baru), 

e. 	 Melaksanakan Tes Urine bagi Mahasiswa Baru dan Tingkat Akhir 
sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Lingkungan 
Perguruan Tinggi Swasta, 

f. 	 Melaksanakan mapping dan razia di lingkungan Perguruan Tinggi 
Swasta, 

g. 	 Mengupayakan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat seperti PPL 
(Program Praktek Lapangan) dan KKN (Kuliah Kerja Nyata) 
berwawasan Anti Narkoba, 

h. 	 Menyiapkan dan menyelenggarakan 'program pelatihan pencegahan 
dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi dosen dan 
mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta, 
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(3). PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
a. 	 Memberikan dorongan dan saran-saran dalam rangka pengembangan 

program P4GN di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Wilayah 
kerjanya, 

b. 	 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan Program 
P4GN pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya. 

PEMBIAYAAN 

Pasal4 

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini 
dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA secara proporsional berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

PELAKSANAAN 

Pasal5 

(1) 	 Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disusun dalam Stan dar 
Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya. 

(2) 	 Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya 
sebagaimana dimaksud pada pasal (3) merupakan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

KERAHASIAAN 

Pasal6 

(1). 	 PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan 
yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan 
dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini. 

(2). 	 Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan 
seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan 
memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PARA 
PIHAK. 
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JANGKA WAKTU 

Pasal7 

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun , terhitung 
sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang 
atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat 
secara tertulis. 

(2). Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, 
PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota 
Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau Rencana 
Imlementasi yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 
(enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. 

(3). Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, 
maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis 
kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka 
waktu Nota Kesepahaman ini berakhir. 

(4). Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila: 
a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang 

bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; 
b. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan 

Pasal 1 (satu) di atas; dan 
c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 (lima) yang 

menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK melangsungkan 
Nota Kesepahaman ini. 

(5) . Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau 
diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka 
pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya 
perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing­
masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini. 
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal8 

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) 
kali dalam 1 (satu) tahun. Dan apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya 
maka Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan dan penyampaian pembatalan 
dilakukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum pembatalan. 

PELAPORAN 

PasalS 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 
dituangkan dalam bentuk laporan bulanan yang ditujukan kepada PIHAK KETIGA 
dan ditembuskan kepada PIHAK PERTAMA, BAN-PT,dan Kemristekdikti. 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 	10 

(1). Perubahan atas Nota Kesepaharnan ini dapat dilakukan berdasarkan 
kesepakatan tertulis PARA PIHAK. 

(2). Hal-hal yang belurn diatur dalam Nota Kesepaharnan ini akan diatur dan 
ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh 
PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman ini. 

(3). Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah 
untuk mufakat. 

PENUTUP 
Pasal11 

(1) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal , 
bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota 
Kesepahaman ini , dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai 
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda 
tangani PARA PIHAK. 

(2) 	 Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 'dengan seman gat kerja sama 
yang untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. 
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Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sarna yang baik, 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK. 

PIHAKP JAMA 

KEPALA BNNP S TERA UTARA 


PIHAK KETIGA 

L2 DIKTI/KOORDINATOR KOPERTIS 


WILAYAH I 


Prof. Dian Armanto. M.Pd.! MA., M.Sc.,Ph. D 
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NOTA KESEPAHAMAN 


ANTARA 


DEWAN PERWAKILAN RAKYA T DAERAH 


PROVlNSI SUMATERA UTARA 


DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


~ / Pf( ( OP~~V I Zj(£ 
Nomor:~5~8--~----o~ ~~~/ R / N-u 7~v~7 -o~ 

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. 	 Ruben Tarigan, SE Pelaksana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan 

Imam Bonjol No.5 Medan Sumatera Utara, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

2. 	 DR. Ir. Sabam Malau Rektor Universitas HKBP Nommensen, 

berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan 

Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Universitas HKBP Nommensen, 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 

Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA 

PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 


Tujuan 


Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan 

program kerja PARA PIHAK. 



2 

Pasal2 


Ruang Lingkup 


Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 

1. Bidang Pendidikan; 

2. Bidang Pertanian; 

3. Bidang Kesehatan; 

4. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; 

5. Bidang Industri; 

6. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 

7. Bidang Kajian Wanita; 

8. Bidang Kajian Perundang-undangan; 

9. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya; 

10. Bidang Sumber Daya Manusia; 

11. Bidang Politik; 

12. Bidang Pertambangan dan Energi; 

13. Bidang Penataan dan Pengawasan serta Pengembangan Wilayah; 

14. Bidang Pemerintahan; 

15. Bidang Keuangan, Perpajakan dan Asset; 

16. Bidang Ketenagakerjaan; 

17. Bidang Agama; 

18. Bidang Transportasi. 

Pasal3 


Pelaksanaan 


Nota Kesepahaman ini merupakan lnduk dari Perjanjian Ke~jasama yang dibentukldisuslln untuk 

setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis 

yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kelja PARA PIHAK. 

Pasal4 


Pembiayaan 


Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati ber~qmfl 

yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHf\J<. 



3 

Pasal5 


Organisasi 


Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci /disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap 

kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK. 

Pasal6 


Jangka Waktu 


Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tahun 2018 terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh 

PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK. 

Pasal7 


Penyelesaian Perselisihan 


Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman 

ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

Pasal8 


Lain-Lain 


1. 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam 

Addendum atas kesepakatan PARA PlliAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 

mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

Pasal9 


Penutup 


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sarna bunyinya, 

bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sarna untuk PARA PIHAK. 

PIHAK PERT AMA 	 PIHAKKEDUA 

DR. Ir. Sabam Malau 



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
(MemoralUfum ofUllderstantihlg) 
Nomor 102IHKBP1UBN1Illf2017 

ANTARA 

H1JRIA KRISTEN DATAK PROTESTAN (HKBP) 


DAN 
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN (UBN) 

TENTANG DIMBINGAl~ BEASISWA TAIWAN, KOREA SELATAN, JEPANG, FILIPINA, 
DAN NEGARA LAINNYA UNTUK PARA PELAYAN DAN ANGGOTA JEMAAT HKBP 

Pada hari ini, Jumat, tanggal 03 bulan Maret tahun 2017, kami yang bertandatangan di bawah ini: 

1. 	 Nama: Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing 
Jabatan: EpboTUs HKBP 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). 
selanj utnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. 	 Nama : Dr. Ir. Sabam Malau 
Jabatan: Rektor Universitas HKBP Nommensen (URN) 
Dalam bal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen 
(UHN). selanjutnya disebut PlHAK KEDUA. 

PllIAK PERTAMA dan PllIAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan peIjanjian kerjasama 
dengan menggunakan jasa PlHAK KEDUA dalam melaksanakan program Birnbingan Beasiswa 
Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina kepada seluruh Pelayan dan Anggota Jemaat HKBP. 
berdasarkan alas pemikiran: 
1. 	 Bahwa dalarn rangka mendukung Program T AlIDN PENDIDIKAN DAN PEMBERDA Y AAN 

HKBP un uk peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia 
umat HKBP guna melahirkan tnsan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan 
secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian unggul, moderat, serta 
peduli terhadap pembangunan HKBP khnsusnya dan kehidupan bangsa dan Negara umumnya, 
PlllAK PERTAMA bermaksud memberikan Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, 
Jepang, Filipina, dan Negara lainnya kepada seluruh Pelayan, dan Anggota Jemaat HKBP yang 
berpotensi untuk studi lanjut ke jenjang Sarjana (SI), Master (S2), dan Dotor (S3) ke Taiwan, 
Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya. 

2. 	 Bahwa PlliAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan Beasiswa 
Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya sebagaimana dirnaksud pada 
angka 1 (satu) di atas dengan menyediakan staf dan tenaga ahli yang berkualitas dengan 
prasarana yang memadai . 

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama ini adalab sebagai berikLlt: 

PasaJ 1 

KETENTIJAN UMUM 


Dalam perjanjian kerja sarna ini yang dimaksud dengan: 
1. 	 Pelayan atau Anggota Jemaat HKBP adalab pelayan atan jemaat yang akan melanjutkan 

pendidikan ke tingkat SaIjana (SI), Master (S2), dan Doktor (S3) tanpa pembatasan USIa. 

2 . 	 Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya adalah 
bimbingan dan pelatihan untuk melengkapi dokumen, pelatihan TOEFL, pendaftaran online, 
dan setiap hal yang berbubungan dengan administrasi beasiswa tersebut. 

Halaman 1 dar; 3 



-

3. 	 Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya adalah beasiswa yang 
disediakan oleh pemerintah Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara tainnya atau 
pihak universitas yang ada di negera tersebut. 

Pasal2 

TUJUAN 


1. 	 Tujuan umum program Bimbingan Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang Fllipina, dan 
Negara lainnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia 
jemaat HKBP yang mendukung percepatan pembangunan HKBP khususnya dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia umumnya. 

2. 	 Untuk mencapai tujuan tersebut, PIHAK PERTAMA menugaskan PmAK KEDUA untuk 
menyelenggarakan proses Bimbingan Beasiswa Taiwan Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan 
Negara lainnya. 

3. 	 PIHAK KEDUA bersedia menerima penugasan tersebut dan bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan proses Bimbingan Beasiswa Tajwan~ Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan 
Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasa! 1 perjanjian kerja sarna ini 

PasaJ 3 
PELAKSANAAN TEKNIS DAN PEMBlAY AAN 

1. 	 Bimhingan Beasiswa Tajwan~ Korea SeJatan, Jepang, dan Filipina, dan negara lainnya yang 
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ditanggung jawabi secara teknis o]eh Kantor Urusan 
Intemasional (KUI) atau Office of lnternational Affairs (alA) dan InternationaJ College (IC) 
Universitas HKBP Nommensen (UHN) 

2. 	 KUI atau alA URN adaJah sebuah Biro yang dipimp~ dinaun~ dan berada di bawah unit 
kerja WakiJ Rektor IV URN. 

3 . 	 Ie UHN adalah sebuah lembaga yang berkedudukall langsung di bawah koordinasi rektor 
dimana pembentukannya telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Universjtas 
HKBP Nommensen pada han Rabu tanggaJ 7 Desember 2016. 

4. 	 Pelaksanaan Blmbingan Beasiswa Taiw~ Korea Selatan, Jepang, FiJipjna, dan Negara lainnya 
dapat dilaksanakan secara langsung di UHN melalui tatap muka (keJas) ataupun secara online 
melalui media sosial seperti email, facehoo~ dan media sosiallainnya 

5. 	 Seluruh biaya untuk pelaksanaan Bimhingan Teknis Beasiswa Taiwan. Korea Selatan, Jepang, 
Filipina, dan Negara lainnya ini dibebankan kepada anggaran belanja KID atau OIA dan IC 
UHN. 

Pasal4 

JENJS BEASISWA DAN BANTUAN HKBP 


J. 	 Beasiswa Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara lainnya secara umum terdiri dari 
5 (lima) jenis, yakni sebagai berikut 
a. 	 Beasiswa Tipe A yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuli~ Biaya SKS, Biaya 

Penelitian, Biaya Seminar, Biaya Asrama, dan Bantuan Biaya Hidup. 
b. 	 Beasiswa Tipe B yaitu beasiswa yang mencakup Biaya l'Uliah, Biaya SKS. Biaya 

Pene] itian, Biaya Seminar, dan Bantuan Biaya Hidup. 
c. 	 Beasiswa Tipe C yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuliah, Biaya SICS, Biaya 

Penelitian, Biaya Seminar, dan Biaya Asrama. 
d. 	 Beasiswa Tipe D yaitu beasiswa yang mencakup Biaya kuliah, Biaya SKS, Biaya 

Penelitian, dan Biaya Seminar. 
e. 	 Beasiswa Tipe E yaitu beasiswa yang mencakup 50% Biaya kuliah, 50% Biaya SKS, 

Biaya Penelitian, dan Biaya Seminar. 
2. 	 Keputusan pemberian jenis beasiswa adalah mutIak ditentukan oleh pihak pemerintab Taiwan, 

Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Negara Jainnya atau pibak kampus yang ada di Negara 
tersebut. 

Hafaman 2 dar; 3 



3. 	 HKBP melalui KUI atau OIA dan Ie UHN akan memberikan bantuan kepada para Pelayan dan 
Anggota Jemaat HKBP berupa pelatihan kursus TOEFL gratis dengan slstem deposit, perslapan 
berkas beasiswa seperti pembuatan rekomendasi, study pla~ proposal riset dan haJ lainnya 
yang berhubungan dengan administrasi persiapan pendaftaran beasiswa tersebut. 

4. 	 Seluruh pembiayaan yang teIjadi pada point nomor 3 di atas dibebankan kepada anggaran 
Belanja KUI atau OIA dan Ie UHN tennasuk penyediaan staf dan tenaga ahli . 

PasalS 

PENUTUP 


1. 	 Petjanjian kerjasama ini dianggap sah.. berlaku dan mengikat kedua belah pihak selama empat 
tahun terhitung sejak ditandatangani. dan akan ditinjau kembali sebelum melakukan 
perpanj angan. 

2. 	 Perjanjian ketjasama ini dibuat rangkap dua asli dlbubuhi meterai yang cukup (menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku), ditandatangani oleh PlDAK PERTAMA dan 
PIHAK KEDUA serta mempunyai kek'Uatan hukum yang sarna, yang untuk kemudian masing­
masing pihak menerima satu rangkap yang asH. 

PIHAKPERTAMA 	 pmAKKEDUA 
Ephorus Rektor 


Huria Kristen Batak Prot ta Universitas HKBP Nommensen 


Saksi 
PlHAK PERTAMA 	 pmAKKEDUA 

Wakil RektoT I 

uruverSi~p Nommensen 

Pdt. 	Dr. Pintor 1M. Sitanggang Dr. Haposan SiaUagan, SH. , MIl 

DirekturKetua 
Kantor U rusan Intemasional 

Universitas P 

Dr. Hilman Pardede, M. Pd 

Halaman 3 dar; 3 



------------------------------------------------------------------------

NOTA KESEPAHAMAN (MoU) 

ANTARA 


IKATAN CITRA ALUMNI TAIWAN INDONESIA (ICATI) 


SUMATERA UTARA 

DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

Nomor : ~-./MoU/I/2017 
Nomor : 11. /R/MoU/I/2017 

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Januari Tahun Duaribu Tujuh Belas, kami ~ 
yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. JOKO DHARMANADI.,B.Sc: Ketua Ikatan Citra Alumni Taiwan Indosesia (ICATI) Sumatera 

Utara, bertindak untuk dan atas nama Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia (ICATI) ~ 
Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Brig. Jend. Katamso Dalam Nomor 56 E Medan­
Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. 	DR. IR. SABAM MALAU : Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan \ A /' 

atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, f'K 
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota ~ 
Kesepahaman tentang Optimalisasi, Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA 
PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 

Tujuan 

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan ~ A . 

peningkatan program kerja PARA PIHAK. -~ 

Pasal 2 

Ruang lingkup 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 
1. Bidang Pendidikan; 

2. Bidang Penelitian; 
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; 
5. Dan Ilain-Iain yang dianggap perlu. 

http:DHARMANADI.,B.Sc


Pasal1 3 

Pel'aksanaan 
Nota Kese~aha~an ini me.rupakan Induk dari Pe.rjanjian Kerjasama y.a~g dibe~tu~jdisusun \\/ 
untuk setlap bldang kerjasama yang akan dilaksanakan atau dltmdaklanJutl dengan ~ 
perjanjian teknis atau Memorandum of Agreement yang disusun secara tersendiri oleh 
berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK. 

Pasal4 
Pemibiayaan 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja \ \ / 
yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran PARA ~ 
P~HAK . 

Pasal 5 
Organisasi 

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian \ I ) 
KerjasamajMemorandum of Agreement untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui b"V 
oleh PARA PIHAK. 

Pasal6 
:-. Jangka Waktu 

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani 
dan dapat diperpanjang atau dipebaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. 

(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengahiri Nota Kesepahaman ini 
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-Iambatnya 3 (tiga) 
bul'an sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini. 

Pasal7 
Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota II 
Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan \'6 
mufakat. 



Pasal8 


Lain-lain 


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam ~ I ~ 
Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan mer'upakan bagian yang tidak terpisahkan ~ 
dari Nota Kesepahaman ini; 

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. ~ 

Pasal9 

Penutup 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama 'lL,,/' 
bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. <1 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

~ersitas HKBP Nommensen 

~~ta:::=~umatera Utara, 
.;1110..111> 

Rektor 



NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

ANTARA 
INSTITUT SENIINDONESIA PADANG PANJANG 

DENGAN 
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

TENTANG 
KERJA SAMA 01 BIDANG TRiDARMA PERGURUAN TINGGI 

Nomor : l.:i.93/1T7/KR/2016 
Nomor : 060/R/MoU!V/2016 

Dengan rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam 
bulan Mel Tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. 	 Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang 
berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama 
lnstitut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini 
disebut PIHAK PERTAMA 

2. 	 Dr. Ir. Sabam Malau, Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jatan 
Sutomo No.4 A Medan, bertindak untuk dan atas nama HKBP Nommensen, untuk 
selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara 
bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju 
mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

PASALI 

TUJUAN KERJASAMA 

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan 
kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan 
kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraaan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

PASALII 

RUANG LlNGKUP KERJA SAMA 

1. 	 Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi : 
a. 	 Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan program pendidikan akademik 

protesional dl bidang ilmu seni dan budaya 



b. 

c. 
d. 
e. 

Pertukaran informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan 
menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi 
Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan kekaryaan seni 
Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan, dan 
Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

saling 

PASAL3 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan 
dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dar; naskah perjanjian kerjasama ini. 

PASAL4 

PEMBIAYAAN 

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan 
dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak. 

2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian 
kerjasama tersendiri. 

PASAlS 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis 
kegiatan yang dilaksanakan. 

PASAL6 

JANGKA WAKTU 

Nota Kesepahaman Ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat dlperpanjang atau 
diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku 
Nota Kesepahaman inl berakhir. 

PASAl7 

PENYElESAtAN PERSEUSIHAN 

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan 
diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat. 

kerjasama ini akan ~A 
'<.l 



----- - - - -------------------r-- . . ....... 
 ---,------------------=,..., 

2. 	 Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapal maka pemutusan 
kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak 
Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya 

3. 	 Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dlmaksud pada ayat 2 (dua) maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui 
oleh para pihak. 

PASAL8 

PENUTUP 

1. 	 Hal - hal yang bersifat melengkapi dan belum dlatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat "addendum" 
tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai 
cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan 
dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat 
perjanjian ditandatangani. 

PlHAK PERTAMA 
\ RektOT lnstitut Seni Indonesia 


Padang Panjang 


esar Jamarun, MS 	 Sabam Malau 



NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

KEMENTERIAN RUKUM DAN HAl{ ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 

TENTANG 

KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR M • HH-01 . liM . 05 .04 TARtJN 2016 
NOMOR 54IR/MoO/IV/2016 

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Enam 
Belas bertempat di Medan, Sumatera Utara yang bertanda tangan eli bawah 
llll: 

1. 	 Yasonna H. Laoly, S.H., .Se., Ph.D, Menteri ukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan ata s 
nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

II . DR. Ir. Sabam Malau, Rektor Universitas HKBP Nornmensen Medan, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 
Nornrnensen Medan, yang selanjutnya elisebut sebagai PIHAK KEDUA. 

Secara bersarna-sama dalam Nota Kesepahaman ini PIHAK PER AMA dan 
PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PlHAK. 

Sebelurnnya PARA PIHAK menerangkan bahwa : 

(1 ) Kementerian Hulrum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah 
kernen erian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pernerintahan eli bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan pernerintahan negara. 



(2) Un iversitas HKBP Nommensen M dan m erupakan lembaga pen didikan 
t inggj yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengkajian, 
penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai dlsiplin ilmu yang 
m emiliki sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas , dan 
penga aman yang lua s berkaitan dengan kegiatan terse but di atas; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat unruk 
mengadakan kerja sama di bidang h u kum dan hak a s a si manusia yang 
berlandaskan kepada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal1 

TUJUAN KERJA SAMA 


Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk: 
1. 	 m enunjang p elaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka 

pen in gkatan p em ahaman dan pemanfaatan bidang hukum dan hak 
asasi manusia; 

2. 	 mengembangkan institu i dan meningkatkan program kerja PARA 
PIHAK; 

3 . 	 m ema n faatkan p otensi sumber daya yan.g dimiliki oleh PARA PIHAK 
untuk m endukung pelaksanaan sistem hukum dan hak asasi manUSIa; 

4. 	 menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan penge'[ahuan 
dan pemahaman m asyarakat di bldang hukum dan hak asasi m anusia; 

5. 	 menyelenggarakan kerja sarna dalarn penyediaan tena ga ahli di bidang 
pembinaan hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, hak asasi manusia, 
dan kekayaan intelektual yang dapal menunjang pelaksanaan tuga ~ dan 
fungsi PARA PlHAK. 

Pasa12 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 


Nota Kesepahaman ini m encakup: 
1. 	 Penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya 

dan w orkshop di bidang hukum dan hak asasi manusia; 
2. 	Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengkajian dan 

pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi 
m anUSIa; 

3. 	Pem anfaatan informasi hukum dan hak asasi m anu ia bagi keperluan 
penelitian, pengemban gan, dan penerapan ilmu pengetahuan; 

4. 	Kegiatan lainnya yang dianggap per u dan disepakati PARA. PIHAK. 



Pasa13 

JANGKA WAKTU KERJA SAMA 


(1) 	 Kerja sarna ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak tanggal dita ndatanganinya Nota Kesepaharnan ini. 

(2) 	 Jangka waktu kerj a sarna tersebut dapat diperpanjangj diperbaharui 
kembali a tas persetujuan PARA PIHAK. 

Pasa14 

PELAKSANAAN KERJA SAMA 


Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan 
menerbitk an perjanjian kerja sarna guna menentukan pelak sanaan 
program kegiatan sebagaimana dia tur dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman 

ini. 

Pasa15 

INDEPENDENSI PARA PIHAK 


Penandatanganan Nota Kesepahaman ini tidak akan m empengaruhi 
independensi PARA PIHAK masing-masing dalarn rnelaksanakan tugas dan 
fungsinya sesuai pera turan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa16 

PEMBIAYAAN 


Biaya yang timbul sebagai akibat keIja sarna ini akan dibebankan kepada 
anggara n PARA PIHAK masing-rnasing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasa17 

EVALUASI 


PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi ter h a dap pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika 
diperlukan. 



Pasal8 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan dalam 
pelaksanaan kerja sarna ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya 
secara rnusyawarah dan mufakat. 

Pasa19 
KETENTUAN LAIN 

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota 
Kesepal1aman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas 
kesepaka tan PARA PIHAK da n merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
da ri Nota Kesepahaman. 

Pasal10 
PENUTUP 

(1) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 [dual asli dan bermeterai 
cu kup m empu nyai kekuatan hukurn yang sarna, 1 (satu) rangkap 
untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA; 

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA, 	 PIHAK KEDUA, 

DR. Jr. Sabam Malau 



ow 

PERJANJIAN KERJASAMA 
antara 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

deogan 


KOPERASI KARYAWAN UBN 


Nomor: ~S IRIMOU/Vl/2015 

Pada hari ini~ Se~ tanggal dua pulub dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas, yang 
bertanda tangan ill bawah ini : 

Nama : Dr. Ir. Sabam Malau 

Jabatan : RektorUHN 

Alamat : JI. Sutomo No.4 A Medan 

TeleponfFax : 061-4522922/4571426 


Untuk selanjutnya bertindak atas nama Universitas HKBP Nommense~ selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK PERTAMA. 

Nama : Drs. Oloan Sirnanjuntak, MM. 

Jabatan ; Ketua Koperasi Karyawan URN 

Alamat :n. Sutomo No.4 A Medan 


Untuk selanjutnya bertindak atas nama Koperasi Karyawan Universitas HKBP Nommensen, 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat 
untuk mengadakan perjanjian pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut: 

PASAL 1 
LlNGKUP PEKERJAAN 

Pillak Pertama memberikan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung kuHah dan kantor­
kantor ill lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan serta kantor Yayasan 
Universitas HKBP Nommensen Medan kepada Pihak Kedua. dengan lingkup peketjaan 
sebagai berikut: 
I. Kantor Fakultas Hukum dan Perpustakaan Lantai I dan 2 
2. Kantor Fakultas Ekonomi dan Perkantoran Dosen Lantai 1 dan 2 
3. Ruang kuliah dan Kantor Gedung I, Lantai I sid 4 
4. Kantor Fakultas Teknik dan FKIP, Ruang Kuliah Gedung L, Lantai I sId 4 
5. Kantor Fakultas Bahasa dan Seni, Lantai I dan 2 
6. Laboratorium Bio Medik Ruang I sid 4 
7. Kantor Yayasan 
8. Kantor dan Ruang Kuliah Pascasarjana 
9. Fakultas Kedokteran 



PASAL2 

RINCIAN PEKERJAAN 

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, tenaga keJja Pihak 
Kedua, diwajibkan untuk: 

1. 	 Membersihkan dan mengepel lantai kantor 
2. 	 Membersihkan alat-alat kantor, meja kelja dan perlengkapan lainnya 
3. 	 Membersihkan kaca-kaca kosen-kosen, langit-Iangit danjelusi bangunan 
4. 	 Membersihkan dan pemberian bahan pewangi kamar mandi/toiletlWC 
5. 	 Membersihkan seJuruh ruangan kuliah dan perlengkapannya 
6. 	 Memberikan pewangi pada ruang kerja tertentu 
7. 	 Membersihkan koridor serta level bangunan 
8. 	 Membuang sampah dari bak-bak sampab yang ada di kantor, koridor atau gedung 

perkuliahan ke tempat sampah yang telah disediakan oleh Pihak Pertama 
9. 	 Membersihkan dinding bangunan dari kertas-kertas dan coretan-coretan 

PASAL3 

PERALATAN DAN BAHAN 

Dalarn meJaksanakan pekerjaan Pihak Kedua diwajibkan untuk menyediakan dan 
menggunakan peralatan dan bah an sebagai berikut: 

I. 	 Peralatan: Alat dan kain pel, penyapu debu, sapu lantai sapu langit-langit, bros closet, 
brus lantai, serok air, serok sampah, semprotan. bulu ayam, selang air, kain lap ember 
sampah, scrub, wiper kaca. vacum cleaner, polisber, mesin scrub, tangga dan warning 
sign. 

2. 	 Bahan: Air fresb, meja. air fTe her AC, kapur barus, karbol, pembersih porselin, 
detergen. pembersib lantai, sabun tangan, sham po Karpel Tissu kotak dan tissu 
gulung di Ruang Kerja Rektor. 

PASAL4 

PELAKSANAAN PEKERJAAN 

-Pelaksanaan pekeljaan pembersihan oleh tenaga kerja Pihak Kedua dilakukan tiap-tiap hari 
keJja: Serrin - Jumat, waktu kerja Pukul 07.00 - 17.00 Will 

Sabtu, Pukul 07.00 - 15.00 Will 
-Semua tenaga kerja Pibak Kedua diwajibkan memakai seragam yang dikeluarkan oleh Pihak 
Kedua. 

-Semua tenaga kerja yang dipakai Pihak Kedua harus sehatjasmani dan rohani dan diketahui 
identitasnya. 

-Pihak Kedua bertanggungjawab atas keselamatan tenaga kerja yang dipekeljakan dan wajib 
menaati peraturan keselamatan kerja yang berlaku. 

-Pihak Kedua diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terdapat 
kerusakan pada areal lingkup pekerjaan tenaga kelja Pihak Kedua 

~ )l r 



PASAL5 

JANGKA WAKTU KERJASAMA, BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN 
1. 	 Perjanj ian Kerjasama ini berlaku sejak. tanggal I Juti 2015 sampai dengan tanggal 30 

Juni 2016. 
2. 	 Biaya pekerjaan borongan adalah sebesar Rp 70.000.000 - (tujuh puluh juta rupiah) 

setiap buLannya. 
3. 	 Pihak Pertama djwajibkan membayar kepada Pihak. Kedua jumlah biaya pekerjaan 

borongan setiap tanggal 1 bulan berikutnya, apabila basil pekerjaan djnyatakan baik 
oleb Pihak Pertama. 

PASAL6 

PENGAWASAN DAN SANKS] 


1. 	 Untuk mengawasi pekerjaan Pihak Kedua menghunjuk penanggung jawab sebagai 
pengawas dan bekerjasama dengan unit Biro Administarsi Umum. 

2. 	 Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan pekerjaan seperti dalam Pasa! 2 
dan hal itu sudah diberitahukan secara lisan atau tertulis oleh Pihak Pertama, maka 
Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 3 % (tiga persen) dari 
harga borongan untuk bulan yang bersangkutan. 

3. 	 Apabila Pihak Pertama lalai membayar setiap tanggal 1, maka Pihak Pertama 
diwajibkan memberi bunga sebesar 0,2% per hari. 

PASAL7 
PERSELISIHAN 

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau peLaksanaan ketentuan 
dari perjanjian ini, Pibak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk terlebih dahulu 
menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. ApabiJa tidak tercapai kata 
sepakat kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yangtetap dan seumumnya 
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di Medan. 

PASAL8 

ADDENDUM 


Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian 
Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh para pihak dan akan 
dituangkan dalam suatu Addendun yang menjadi saw kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari perjanj ian kerjasama ini. 

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam dua rangkap dengan itikad 
bail untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak masing-masing bermaterai 
secukupnya. 

tX Pll-IAK PERTAMA, 	 PlliAK KEDUA, 

Dr. Ir. Sabam Malau 	 Simanjuotak, MM 



---

PERJANJIAN KERJASAMA 


antara 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


Dengan 


KOPERASI KARYAW AN UHN 


Nomor: 61- IRJMoUNIl2016 

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat buJan Juni tahun dua ribu enam belas yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Dr. Ir. Sabam Malau 

Jabatan : RektorUHN 

Alamat :n. Sutomo no 4 A Medan 

TeleponiFax : 061-4522922 14571426 


Untuk selanjutnya bertindak atas nama Universitas HKBP Nommensen. selanjumya disebut 
sebagai PllIAK PERTAMA. 

Nama : Drs. Oloan Simanjuntak, MM. 

Jabatan : Ketua Koperasi Karyawan UHN 

Alamat : Jl . utomo No.4 A Medan 

Untuk selanjutnya bertindak atas nama Koperasi karyawan Universitas HKBP Nommensen, 
selanjumya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat 
untuk mengadakan perjanjian pekeJjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut: 

PASAL 1 

LlNGKUP PEKERJAAN 

Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung yang terOOi atas 

ruang kuliab, kantor, laboratorium dll eli lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan 
kepada Pihak Kedua, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut: 

1. 	 Kantor Fakultas Hukum dan Perpustakaan lantai 1 dan 2 
2. 	 Kantor Fakultas Ekonomi dan Perkantoran Dosen Lantai 1 dan 2 
3. 	 Ruang kuliah dan Kantor gedung ProLDr. Amudi Pasaribu, Lantai 1 sid 4 
4. 	 Kantor Fakultas Teknik dan FK.IP, Ruang Kuliah Gedung Mayjen TNI AE. Manihuruk, 

Lantai 1 Id 4 
5. 	 Kantor Fakultas Bahasa dan Seni Lantai 1 dan 2 On 
6. 	 Laboratorium Bio Medik Ruang 1 sId 4 ~ 



7. 	 Kantor Yayasan 
8. 	 Kantor dan Ruang Kuliah Pascasarjana 
9. 	 Fakultas Kedokteran. 

PASAL2 

RINClAN PEKERJAAN 

DaJam me1aksanakan pekeIjaan sebagaimana tersebut pada PasaJ 1 di atas, tenaga kerja 
Pihak Kedua, diwajibkan untuk: 

1. 	 Membersihkan dan mengepel Iantai bangunan gedung 
2. 	 Membersihkan alat-alat kantor, meja keIja dan perlengkapan Lainnya 
3. 	 Membersihkan kaca-kaca, kosen-kosen, langjt-langit dan jelusi bangunan 
4. 	 Membersihkan dan pemberian bahan pewangi kamar mandi/toiletlWC 
5. 	 Membersihkan seluruh ruangan bangunan 
6. 	 Memberikan pewangj pada ruang keIja tertentu 
7. 	 Membersihkan koridor serta level bangunan 
8. 	 Membuang sampah dari bak-bak sampab yang ada di kantor, koridor atau gedung 

perkuliahan ke tempat sampah yang teLah disediakan oleh Pihak Pertarna 
9. 	 Membersihkan dinding bangunan dari kertas-kertas dan coretan-coretan. 

PASAL3 

PERALATAN DAN BAHAN 

DaJam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan uotuk menyediakan dan 
menggunakan peralatan dan bahan sebagai berikut: 

1. 	 Peralatan: Alat dan kain pel penyapu debu, sapu lantai, sapu langi-Iangit, brus closet, 
brus lantai, serok air serok sampah, semprotan, bulu ayam, selang air, kain lap, ember 
sampah, scrub, wiper kaca, vacum cleaner polisher, mesin scrub, tangga dan warning 
sign. 

2. 	 Bahan: Air fresh, meja, air fresher AC, kapur bams karbol pembersih porselin, detergen, 
pembersih lantai, sabun tangan shampo karpet. Tissu kotak dan tissue gulung di Ruang 
KerjaRekor. 

PASAL4 

WAKTU PENGERJAAN 

Dalam melaksanakan pekerjaannya pihak kedua wajib melakukan pembersihan setiap jam 
dalam masa jam kerja pihak pertama berlangsung. 



PASALS 

TEMPAT-TEMPAT UTAMA 

Pihak kedua wajib membersihkan tempat-tempat utama setiap jam yaitu : 

a. 	 Koridor setiap gedung perkuJiahan, kantor dan Laboratorium 
b. 	 Tangga 
c. 	 Toilet 
d. 	 Kipas angin 
e. 	 Papan tulis 
f. 	 Ruang kuliah, laboratorium dan kantor 
g. 	 Kaca-kaca ruang gedung 
h. 	 Sudut-sudut bangunan dekat kaca dan jelusi 
1. 	 Plafon (langit-langit) 

PASAL6 

PELAKSANAANPEKERJAAN 

Pelaksnaan peketjaan pembersihan oleh tenaga kerja Pihak Kedua dilakukan tiap-tiap 
hari kerja: Senin - Jumat, waktu kerja pukul 07.00 - 17.00 wm 

Sabtu, FukuI 07.00 - 15.00 wm 
Semua tenaga kerja Pihak Kedua diwajibkan memakai seragam yang dikeluarkan oleh 
Pihak Kedua. 
Semua tenaga kerja yang dipakai Pihak Kedua harus sehat jasmani dan rohani dan 
diketahui identitasnya. 
Pihak Kedua bertanggungjawab atas keselamatan tenaga kerja yang dipekerjakan dan 
wajib menaati peraturan keselamatan kerja berlak.u. 

- Pihak Kedua diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Pihak: Pertama apabiJa terdapat 
kerusakan pada arealliogkup pekerjaan tenaga kerja Pihak Kedua. 

PASAL7 

JANGKA WAKTU KERJASAMA, BIAY A DAN CARA PEMBAYARAN 

1. 	 Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggall Juli 2016 sampai dengan tanggal30 Juni 
2017. 

2. 	 Biaya pekerjaan borongan adalah sebesar Rp 75.0,00.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) 
setiap bulannya. 

3. 	 Pihak Pertama diwajibkan membayar kepada Pihak Kedua jumlah biaya pekerjaan 
borongan setiap tang gal 1 bulan berikutnya, apabila hasil pekerjaan dinyatakan baik oleh 

Pihak Pertama ~ 



PASAL8 

PENGAWASAN 

I . 	 Untuk mengawasi basil pekerjaan pibak kedua, pibak pertama menghunjuk Biro 
Admiknistrasi Umum sebagai pihak pengawas yang dapat menegur dan menilai basil 
pekerjaan. 

2. 	 Untuk mengawasi pekerjaan, Pihak Kedua mengbunjuk penanggung jawab sebagai 
pengawas. 

PASAL 9 

PERSELISIHAN 

Apabila dikemuelian hari teIjaeli perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan 
dari peIjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk terlebih dahuJu 
menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeJuargaan. Apabila tidak tercapai kata sepakat 
kedua belah pibak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan eli Medan. 

PASAL 10 

SANKS} 

1. 	 Pihak pertama dapat membatalkan perjanjian ini dengan sepihak dan sewaktu-waktu 
apabila pihak kedua tidak dapat melaksanakan pekeIjaannya dengan baik , sebagaimana 
tercantum daJam PasaJ 1 s.d. 6 dan pihak kedua dikenakan sanksi bempa pemotongan 
sebesar 3 % (tiga persen) dari barga bOTongan untuk bulan yang bersangkutan. 

2. 	 Apabila Pihak Pertama laJai membayar setiap tanggal 1, maka Pibak Pertama diwajibkan 
memberi bunga sebesar 0,2% per bari. .k 

~ 



PASAL 11 

ADDENDUM 

Segala perubahan dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama 
ini, akan di bicarakan secara musyawarah oleh para pihak dan akan dituangkan dalam satu 
Addendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 
kerjasama ini. 

Demikian perjanj ian in.i dibuat oleh kedua belah pihak dalam dua rangkap dengan itikad baik 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak masing-masing bermaterai secukupnya. 

Plli~ KEDUA,~PIHAKPERTAMA~ 
... /Itt 

6'.G 

Dr. Ir. Sabam Malau 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SUMATERA UTARA 


DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN 


PERIHAL 
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 


MELALUI 

PEMANFAATAN RUMAH PINTAR PEMILU 


SEBAGAI PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH 


NOMOR: 139/KPU Prov-002/IX/2016 
NOMOR: Ob1- I n. / mol,) I \'1 I z. ))(, 

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan September, Tahun 
Dua Ribu Enam Belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini : 

1. Mulia Banurea Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi Sumatera Utara 
berkedudukan di Jalan Perintis 
Kemerdekaan No. 35 Medan, 
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman 
ini disebut PIHAK PERTAMA. 

2. DR. Ir. Sabam Malau Rektor Universitas HKBP Nomensen 
dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Universitas HKBP 
Nomensen berkedudukan di Jalan Dr. 
Sutomo No. 4A, Medan, selanjutnya 
dalam Nota Kesepahaman ini disebut 
PIHAK KEDUA. 



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, 
memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sarna lain dalam Nota 
Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal 
sebagai berikut: 

DASAR HUKUM 

Pasall 


Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah : 

1. 	 Dasar Hukum Pihak Pertama 
a. 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

b. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

c. 	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

d. 	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

e . 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

f. 	 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
layanan Informasi Publik; 

g. 	 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 

h. 	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar 
Layanan dan Prosedur Penyelesaian' Sengketa Informasi Pemilihan 
Umum; 

1. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum. 



2. 	Dasar Hukum Pihak Kedua: 
a. 	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

b. 	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
PengeIolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); 

d. 	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sarna Perguruan Tinggi; 

e. 	Statuta Universitas HKBP Nommensen Nomor 44jSKjPn­
UHNjIHj2009. 

PENGERTIAN 
Pasa12 

(1) 	Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang 
dilakukan meIaIui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau 
bangunan khusus untuk melakukan seIuruh program-aktifitas kegiatan 
pendidikan pemilih. 

(2) 	Pendidikan Pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang 
berkaitan dengan PemiIujpemiIihan dan demokrasi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, kepada warga negara yang telah memenuhl 
syarat sebagai pemilih dalam PemiIujpemiIihan atau potensial pemilih 
dalam rentang waktu kemudian. 

TUJUAN DAN SASARAN 
Pasa13 

Tujuan dan Sasaran : 
(1) 	Umum : 

a. 	Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun 
kuantitas dalam seIuruh proses penyelenggaraan PemiIujPemiIihan; 

b . 	Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat informasi 
kepemiluan dan demokrasi; 

(2) 	Khusus 

a. 	Mendidik masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi 
dengan cara : 

• 	 Memperkenalkan niIai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi kepada 
kelompok masyarakat pra pemiIih; 



• 	 Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi kepada 
seluruh segmen pemilih; 

• 	 Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi kepada seluruh 
segmen pemilih; 

• 	 Menjadi wadah komunikasi bagi komunitas peduli Pemilu dan 
demokrasi (penggiat Pemilu) . 

RUANG LINGKUP 
Pasa14 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan , Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut: 
(1 ) Menjadikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai 

Soko Guru Demokrasi. 
(2) 	 Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sumatera Utara sebagai laboratorium Demokrasi, sebagai tempat untuk 
berdiskusi dan tempat pembelajaran tentang Pemiluj Pemilihan dan 
demokrasi. 

(3) 	 Melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan dengan 
menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat utama kegiatan. 

(4) 	 Menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, mahasiswa, 
dan generasi muda mengingat generasi muda adalah calon pemimpin di 
masa yang akan datang. 

(5) 	 Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai wadah ataupun sarana bagi 
masyarakat umum atau komunitas penggiat PemilujPemilihan untuk 
membangun gerakan berdemokrasi, serta melahirkan gagasan 
pembaruan dan perbaikan proses politik dan demokrasi. 

(6) 	 Menyelenggarakan, dan menyisipkan pendidikan berdemokrasi baik 
dimasukkan dalam Sistem Kredit Semester (SKS) maupun diluar Sistem 
Kredit Semester (SKS). 

KEWAJIBAN PARA PIHAK 
Pasa15 

(1) 	 Pihak pertama dan pihak kedua dalam batas-batas kemampuan, 
wewenang, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan 
menyediakan staf, sarana prasarana dan dana untuk kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 . 

(2) Dalam melaksanakan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
kedua belah pihak akan saling membantu dalam batas sumber daya 



yang tersedia tanpa rnengganggu pelaksanaan fungsi kelernbagaan 
rnasing-rnasing. 

PASAL 6 

PELAKSANAAN KEGIATAN 


(1) 	 PARA PIHAK, rnernpunyal tugas dan tanggung jawab untuk 
rnengernbangkan dan rnengirnplernentasikan Nota Kesepaharnan ini 
dalarn unit kerja di lingkungan rnasing-rnasing. 

(2) 	 Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan 
dituangkan dalarn suata Perjanjian Kerja Sarna (PKS) yang disusun 
tersendiri untuk setiap bidang kerja sarna dan disetujui PARA PIHAK 
dengan rnengacu pada Nota Kesepaharnan ini serta disesuaikan dengan 
surnber daya yang dimiliki PARA PIHAK. 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasa17 


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan 
melalui musyawarah dan rnufakat. 

MASA BERLAKU 

Pasa18 


(I) 	Nota Kesepaharnan ini berlaku selarna 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani 
oleh PARA PIHAK. 

(2) 	 PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk 
periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling 
lambat 30 (tiga puluh hari) sebelurn Nota Kesepahaman ini berakhir. 

(3) 	 Dalarn hal salah satu PIHAK berrnaksud rnengakhiri Nota Kesepaharnan 
ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara 
tertulis kepada pihak lainnya selarnbat-larnbatnya diterima 6 (enam) 
bulan sebelumnya. 

PENUTUP 

Pasa19 


(1) 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur 
kemudian dalarn bentuk ADDENDUM atas kesepakatan PARA PIHAK 



dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepaharnan 
ini. 

(2) 	 Nota Kesepaharnan ini dilaksanakan secara kelernbagaan dengan 
rnenghorrnati dan rnengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku 
di lern baga masing-rnasing. 

(3) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua) dan rnasing rnasing 
dibubuhi rnaterai secukupnya, berkekuatan hukurn yang sarna, rnasing­
rnasing untuk PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Rektor 

Provinsi Sumatera Utara, niversitas HKBP Nomensen, ~ 

nurea 	 DR. Ir. Sabam Malau 



NOTA KESEPAHAMAN 

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 


ANTARA 

KOPERSI SIMPAN PINJAM PENGEMBANGANPEDESAAN (KSP3) 


NIAS - SUMATERA UT ARA 

DAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMEN EN MEnAN 


Nomor: 197/P.KSP3.NIAS/MOU/VIIi/2016 

Nomor : 065 /R/MoU/V111/2016 

Pada har inl, Sabtu Tanggal, 27 Bulan, Agustus, Tahun Duaribu Enambelas. 

Yang bertanda tangan di bawah lnl : 

1. ANTONIUS ZAI, AMK DAN Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Koperas i simpan Pinjam 

FAOLI WARUWU Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, dalam hal ini masing-masing 

bertlndak untuk dan atas nama KSP3 Nlas, berkedudukan d i Kota 

Gunungsitoli I Ja lan Yos Sudarso Nomor: 18B, Km. 3,4 Saewe, Kota 

Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara, selanjut nya d isebut: PIHAK 

KESATU. 

2. Dr.lr. SABAM MALAU Selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen 

Medan , berkedudukan di Medan , Jalan Sutomo No. 04 A Medan 

Sumatera Utara, selanjut disebut: PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-:sama dl sebut: PARA PIHAK. 

PARA PIHAK terleblh dahulu menerangkan : 

a. 	 Bahwa PIHAK KESATU adalah Perusahaan Swasta yang dlbentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam, dengan Akta Pendirlan " ­

Nomor : 26/BH/KWK-II/XI/2002 tanggal 20 November 2002 yang dl keluarkan oleh Kantor Oinas 

1 




Koperasi dan Usaha Keeil Menengah Propins i Sumatera Utara, yang memili ki komitmen dan 

program dalam mensejahtrakan anggota / masyarakat. 

b. 	 Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Perguruan Tlnggi yang menye lenggarakan Tridharma 

Perguruan Tinggi sebagai t ugas pokok yang me liputi Pend id ikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

Berdasarkkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangan i Nota 

Kesepa haman (Memorandum of Understanding), sebagai bentuk Kerja Sama yang saling 

menguntungkan PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Bersepakat membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Koperasi Simpan 

Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias - Su matera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen 

Medan dalam rangka Pen ingkatan Kerja Sama yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Pasall 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 	 Maksud dan Tujua n Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) int adalah sebagai 

Landasan bagi KerJa Sama Operasiona l (Memorandum of Agreement) dalam rangka peningkatan 

Kualitas Sumber Oaya Manusia (SOM) balk yang di lingkungan Koperasi Slmpan Pinjam 

Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias, maupun Masyarakat serta, Perguruan Tinggi. 

(2). Tujuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini adalah untuk Meningkatkan 

Kapasitas Instit us i dan Sumber Oaya Manusia (SOM) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

Kelembagaan PARA PIHAK. 

Pasal2 
RUANG LlNGKUP 

Ruang Lingkup Nota Kesepahama n (Memorandum of Understanding) Inj mel iputi sebagai beriku t: 

a. Bidang Rekruitment Tenaga Kerja di KSP3; 

b. Bidang Pendid ikan dan Pelatihan; 

e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK; 

Pasal3 
PELAKSANAAN 

(1). Nota Kesepahaman (Memorand um of Understanding) ini dlmaksudkan sebagal Ookumen yang 

terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai Oasar PARA PIHAK 

mengadakan Kerja Sama Agreement; 

(2). 	 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) in;' seeara hukum tidak menimbulkan Hak 

dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan leblh 

lanjut mengenai Tekhnis dari Kerja Sama (Memorandum of Understanding) ini akan dituangkan ~ 
da la m Perjanj ian Kerja Sama (Memorandum of Agreement ) antar PARA PIHAK, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman (Memorandum of understantin~ ~ 
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(3). 	 Hal-hal yang be lum cukup diatur da lam Nota Kesepa haman (Memorandum of Understanding) ini, 

akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. 

Pasal4 
PEMBIAYAAN 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarka n Program Kerja yang 

disepakati bersama PARA PIHAK dengan mempertimbangkan Kemampuan dan Anggaran PARA PIHAK 

serta Peraturan Peru ndang-undangan yang berlaku. 

PasalS 
JANGKA WAKTU 

(1). 	 Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) 

Tahun, terhitung sejak tangga l ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas 

kesepakatan PARA PIHAK; 

(2). 	 Dalam ha l salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) in i sebelum jangka waktu sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1), maka pihak 

tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak La innya, se lambat-Iambatn ya 3 (Uga) 

bu la n sebe!um diakhirinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini; 

(3). 	 Dalam ha l tldak diketahul atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan yang 

menyebabkan tldak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 

in!, maka Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding) ini, akan diakhiri sejak diketahui dan 

atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan dimaksud tanpa te rkait ketentuan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasallni; 

(4). 	 Dalam hal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini berakhir dan t idak 

diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena Perm intaa n Tertu lis salah satu Pihak atau ka re na alasan 

Ja in, maka Pengakhiran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, tidak 

menyebabkan berakhirnya Perjanj ian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) yang telah dibuat 

berkait an dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, sampai 

selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-mas ing pihak sesuai Perjanjian Kerja Sarna 

(Memorandum of Agreement). 

Pasal6 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabi la timbu l Perbedaan Pendapat dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of.! 

Undestanding) ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meyelesa ik·annya secara Musyawarah dan Mufakat. \ \ 

-Ie- ()!vJY 
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Pasal7 
PENUTUP 

(1) . 	Ha l-hal yang be lum diatur da lam Nota Kesepahaman (Memorand um of Understanding) ini , akan 

dlatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum atas Kesepakatan PARA PIHAK dan akan merupakan 

bagian yang t idak te rpisahkan dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) in i; 

(2). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, dilaksanakan dengan menghormati dan 

mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku di fembaga maslng-~ 

masing. 

(3). 	Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) in;, dlbubuhi Meterai dan dibuat rangkap 2 

(dua) dengan kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KESATU : PIHAK KEDUA : 
Ketua Umum Pengurus Sekretaris Umum Rektor Universitas 't\" 

KSP3 Nias, KSP3 Nias, HKBP Nommensen, 

DR. IR. SABAM MALAU 
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NOTA KESEPAlIAMAN 
(MoU) 

ANTARA 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN - MEDAN 

DENGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA 

TENTANG 

KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAY A MANUSIA 

MAHASISWA DARI KABUPATEN NIAS UTARA 01 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 


Nomer: 49/MeUIIRlIXl2015 
Nemor: 180 I I Tahun 2015 

Pad a hari Kamis, tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua Ribu Lima belas (17-09­

2015), bertempat di Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan, yang bertanda tangan 

di bawah ini : 

1. 	 Dr. Ir. Sabam Malau : selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 

Nommensen Medan, berkedudukan di jalan Sutomo Ujung 

Nomor 4A Medan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. 	 Edward Zega selaku Bupati Nias Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Utara, berkedudukan di 

lotu, Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42, Kabupaten Nias 

Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing masing disebut PIHAK, dan secara bersama­

sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat untlJk mengadakan kerjasama secara 

lembaga dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tampa mengurangi tug as pokok 

masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasa/-pasal di bawah ini : 

PasaI1... 
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PASAL1 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam 

peningkatan kualitas SOM mahasiswa dari Kabupaten Nias Utara di seluruh program studi 

yang ada di Universitas HKBP Nommensen. 

PASAL2 

TUGAS DAN WEWENANG 

1) 	 PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang 

tersedia akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dalam mengikuti program 

pendidikan sarjana (S-1) di Universitas HKBP Nommensen. 

2} 	 PIHAK PERTAMA akan memberlkan pelayanan akademik kepada mahasiswa yang 

mendapat beasiswa dari Pemerintah Oaerah Kabupaten Nias Utara di seluruh 

program studi universitas HKBP Nommensen mulai Tahun Akademik (T.A) 

2015/2016. 

PASAL3 

PEMBIAYAAN 

1) 	 PIHAK KEDUA menyediakan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang meliputi : 

Uang Kuliah. Uang Ujian Skripsi, dan Uang Wisuda yang besarannya diatur dengan 

Keputusan Rektor Universitas HKBP Nommensen. 

2) 	 PIHAK KEDUA memberikan biaya hidup bagi setiap mahasiswa selama menempuh 

pendidikan di Universitas HKBP Nommensen Medan yang besarannya ditentukan 

dengan Keputusan Bupati. 

PASAL4 

MONITORING DAN EV ALUASI 

1) Prestasi akademik setiap mahasiswa untuk setiap semester akan dikirimkan oleh 

PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA 

2} PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan prestasi 

mahasiswa setiap semester. 

2) .... 
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PASAL5 

JANGKA WAKTU 

1) Nota Kesepahaman in; berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. 

2) 	 Pemutusan Ke~asama dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa PIHAK yang 

mengusulkan pemutusan harus memberitahu secara tertulis kepada PIHAK LAIN 

paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya. 

PASAl6 

PENUTUP 

1) 	 Nota Kesepahaman in; dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK untuk 

saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing 

dengan sebaik-baiknya. 

2) 	 Segala sesuatu yang menyimpang dan kesepakatan ini akan diselesaikan secara 

musyawarah. 

3) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, 

bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

4) 	 Nota Kesepahaman ini berlaku sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK. 

5) 	 Hal-hal yang beJum diatur tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih 

Janjut daJam bentuk addendum sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK 

PIHAK KEDUA 
PEMERJNTAH DAERAH 
KABUPATEN NIAS UTARA 
Supati Nias Utara, 

EdwardZega 
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NOTA KESEPA.HA.MAN 

AliTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BAHAT 

DAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

Nomor : 800/ /DINKES/2016 

Nomor :o6/ R/MoU/Vill/2016 

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan tujuh tahun dua ribu enam 
belas, yang bertanda tangan dibawah ini: 
I. 	 FADUHUSI DAELY, S.Pd, selaku Bupati Nias Barat dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Barat, 
berkedudukan di Jl. Onolimbu - Lahomi Kabupaten Nias Barat, 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

II. 	 Dr. Ir. SABAM MALAU, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, 
bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, 
berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama­
sarna disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan: 
a. 	 Bahwa PIHAK. KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, yang 
diresmikan pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Menteri Dalam Negeri atas 
nama Presiden Republik Indonesia yang memiliki komitmen dan 
program untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

b. 	 Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi yang 
menyelenggarakan Tridanna Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok

..>­
yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Berdasarkan pertirobangan di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan 
menandatangani Nota Kesepahaman, sebagai bentuk keIjasama yang saling 
menguntungkan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasall 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 	 Maksud Nota Kesepabaman sebagai landasan bagi kerjasama ~ 
operasional dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 



baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat serta Perguruan 
Tinggi. 

(2) 	 Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi 
dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
kelembagaan PARA PIHAK. 

Pasa12 

RUANG LINGKUP 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman :ini meliputi sebagai berikut : 
a. 	 Bidang Kedokteran dan Profesi . 
b. 	 Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK. 

Pasa13 

PELAKSANAAN 


(1) 	 Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari 
ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai 
dasar PARA PIBAK mengadakan keIjasama. 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan 
kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat 
bahwa peJaksanaan lebib lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini 
akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar PARA PIHAK yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

(3) 	 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. 

Pasa14 

PEMBIAYAAN 


Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian 
berdasarkan program kerja yang disepakati bersama dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta 
peraturan perundang-undangan. 

Pasa15 
JANGKA WAKTU 

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau 
diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. 

(2) 	 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota 
Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis 
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebe1um 
berakhirnya Nota Kesepahaman ini. 

(3) 	 Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya Nota Kesepahaman ini, 

maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau \t 
diberJakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa 
terkait ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. 



(4) 	 Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak cliperpanjang lagi 
atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau 
karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak 
menyebabkan berakhirnya PeIjanjian KeIjasama yang telah clibuat 
berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Inl sampai 
selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai 
PeIjanjian Kerjasama. 

Pasal6 
(1) 	 Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan 

dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan 

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK. 
(2) 	 Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) PeIjanjian KeIjasama ini tidak tercapai, PARA PIHAK 
sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal7 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

(1) 	 PARA PlHAK clibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau 
kegagalan dalarn memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam 
Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau cliakibatkan oleh 
kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK. 

(2) 	 Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam 
Perjanjian KeIjasama ini adalah bencana alarn, wabab penyakit, 
kebakaran, perang, blokade, peledakan, revolusi, pemberontakan, 
huru hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonorni 
dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama ini serta dikeluarkannya Peraturan Perundang­
undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi 
dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini. 

(3) 	 Dalam hal teIjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di 
atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu 
PIHAK, maka PlHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk 
memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak terjadinya Keadaa.n Memaksa tersebut untuk 
diselesaikan secara musyawarah. 

(4) 	 Apabila PlHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai 
untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu 
sebagaimana ditentukan dalarn ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini, 
maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul 
menjadi beban dan tanggung jawab PllIAK yang mengalami Keadaan 
Memaksa tersebut. 



PasalS 

PENUTUP 


(I} 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepaharnan ini, akan diatur 
Iebih lanjut dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku eli lernbaga masing-rnasing. 

(3) 	 Nota Kesepahaman ini dibubuhi materai dan dibuat rangkap 2 (dua) ~ 
dengan kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KESATU 	 PlHAKKEDUA 

~ektor Universitas HKBP Nomrnensen,,,-

Dr. Jr. SABAM MALAU 

Disaksikan oleh: 

Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, 

Jr. NITEMA GULO, M.Si 



NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

ANTARA 	 t. 
PEMERINTAHKABUPATEN NlAS SELATAN 


DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 


Tentang 

Kerja Sama di Bidang Tri Dharma Pergurnan Perguruan Tinggi 

(peneiilian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakllt, 


don Kegistan Pengembangan Lainnya) 


Nomor : 0741 IBUP/2019 

Nomor: 105IRfMoUIXIII2019 


Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (17­
12-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. 	Dr. HiJarius DOOa, S.H.,M.IL : Selaku Bupati Nias Selatan, berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3597 tanggal 21 April 2016 berkedudukan di_\ . 
Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Lagundri Km.5 Kecamatan Fanayama Kabupaten' 

Nias Selatan yang seLanjutnya disehut PIHAK PERTAMA 

2. Dr. Raposan Siallagan, S.H., M.B. : Selaku Rektor Universitas HKBP Nomme~en yang 
diangkat berdasarkan Surat Kepurusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SKfPn­
UHKBPNIXllI2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk: dan alas X. 
nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A " 
Medan yang selanjutnya dalam dalam. Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding) ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara 
bersama-sama djsebut PARA PlHAK. Seterusnya PARA PIHAK menyatakan sepakat dan \~ 
setuju mengadakan keIja sarna Wltuk saling menunjang peLaksaruum tugas masing-masing 
PIHAK dengan ketentuan sebagaimana diuraikan berikut: 

Pasall 
TUJUAN KERJA SAMA 

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin dan membina hubungan ~ 
kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan ~ 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta hal lain yang dianggap perIu. 

http:S.H.,M.IL


PasaJ 2 

RUANG LINGKUP 


Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Perutidik~ Peneliti~ dan tM 
Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Oaya Manusia J\ 
pada masingMmasing PIHAK. 

Pasal3 
PELAKSANAAN 

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun 
dan dituangkan dalarn Naskah Kerja Sarna (Memorandum ofAgreemenJ) yang disetujui oleh 
pARA pm~ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Naskah Nota \ 
Kesepahaman serta menjadi dasar bagi berbagai Perjanjian Kelja Sama yang akan disusun 
secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sarna (Memorandum ofAgreementfMoA) yang 
akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oJeb PARA PUIAK di lingkungan masing­
masing. 

Pasal4 
PEMBlAYAAN 

(1) 	 Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan 
dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK, h 

(2) 	 Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam peJjanjian kerja l-w 
sarna tersendiri (Memorandum ofAgreement). 

PasaJ 5 
KORESPONDENSI 

Setiap dan selurub pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sebubungan \..: 
dengan ketentuan-ketentuan daIam Peljanjian, wajih memberitabukan secara tertulis melalui ~" 
Jasa kurir dan/atau Pos dengan tanda terima yang jelas di aJamat masing-masing pihak 
sebagai berikut: 
a. 	 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan : 

Nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. 
Jabatan Bupati Nias Selatan 

Kontak ob..r..3l Y'<:J.J 'fJ") : 08~/CO~t}JC9~ ~ . 
Alamat JaJan Ai'ah Lagundri Km.5 Kecamatan Fanayama Kabupaten l" 

Nias Se1atan 

b. 	 Universitas HKBP Nommensen: 
Nama Dr. Haposan Siallagan, S.H .• M.H. 
Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen 
Kontak 061 - 4522922 ; 4522831 ; 4565635 . 4571426 (fax) 
AJama! JaJan Sutomo No.4A, Kecamatan Medan Timur, Kota ~. 

Medan, Sumatera Umra. 



Pasa16 
HAK DAN KEWAJl8AN 

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai l, 
dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan dalarn PeIjanjian KeIja ~ 
Sarna (Memorandum ofAgreement). 

Pasal7 
JANGKA WAKTU 

Nota Kesepahaman ini bedaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal \ .. 
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA pmAK. i\" 

PasalS 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini timbul perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian L· 
pendapat di antara PIHAK PERTAMA dan PIBAK KEDUA, maka akan diselesaikan ~\ 
dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

Pasal9 
PENUTUP 

(1) 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebm lanjut dalam tt: 
bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan merupakan bagian yang 1,\ 
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

(2) 	Nota Kesepaharnan ini dilaksanakan dengan menghonnati dan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; 

(3) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup 
mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani dan dibubuhi Cap lembaga 
masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini 
ditandatangani. 

PIHAKKEDUA 
,universitas HKBP Nommensen, 

Dr. Hilarius Duha, S.H,M.H. Dr. BapoS8n Siallagan, S.R. M.H. 
Bupati Rektor 



NOTA KESEPAHAMAN 
Antara 

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS 

Dengan 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

TENTANG 


KERJASAMA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS 

DI BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN 


Nomor 03 
Nomor 57/R/MOU/IV/2016 

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, 
eli Medan yang bertanda tangan eli bawah ini : 

I. Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM : Berkedudukan dan berkantor di Desa 
Ononamolo I Lot, selaku Bupati NIAS, 
bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah KABUPATEN NIAS, untuk 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA. 

II. Dr. Ir. SABAM MALAU : Berkedudukan dan berkantor eli Jalan 
Sutomo No. 4A Medan, selaku Rektor 
Universitas HKBP Nommensen, 
bertindak untuk dan atas nama 
Unversitas HKBP Nommensen, untuk 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama 
disebut sebagai PARA PlliAK. 
PARA PlHAK bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Kabupaten Nias 
dengan Universitas HKPB Nommensen dalam rangka Peningkatan KeIjasama 
yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai beriktu: 

Pasall 
TUJUAN 

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk Peningkatan Produksi dan 
Produktivitas di bidang Pertanian dan Peternakan. 

Pasal2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan produksi dan 
produktivitas Pertanian dan Petemakan di Kabupaten Nias. 

Pasal3 
PELAKSANAAN 

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar berbagai PeIjanjian KeIjasama yang 
akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang keIjasama yang akan 
dilaksanakan danI atau ditindaklanjuti oleh Satuan Ketja Perangkat Daerah-LA 
(SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nias dan Universitas HKBP Nommensen. \&J 

1 




Pasal4 

PEMBIAYAAN 


Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan setiap bidang keIjasama akan disusun 
kemudian berdasarkan program keIja yang disepakati bersama dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah pihak serta sesuai 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PasalS 
JANGKA WAKTU 

Nota Kesepahaman ini berlaku untukjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas 
kesepakatan PARA P[HAK. 

Pasal6 

PENYELESAIAN PERSELISlHAN 


Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini 
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan 
mufakat. 

Pasal7 

PENUTUP 


1. 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini baik perubahan 
atau penambahannya akan dituangkan dalam suatu addendum yang 
disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku 
di lembagaj institusi masing-masing. 

3. 	 Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asH bermaterai cukup, 
masing-masing sarna bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna 
dan telah diterima oleh PARA PlHAK pada saat Nota Kesepahaman ini 
ditandatangani. 

PIHAK PERTAMA 
BUPATI NIAS, 

Dr. Ir. SABAI'd MALAU 
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NOTAKESEPAHAMAN 


ANTARA 


PEMERINTAR KABUPATEN SAMOSIR 


DAN 


UNIVERSIT AS HKBP NOMMENSEN 


Nomor : ................................ . 

Nomor: 581RfMoUIlV120J6 

Pada hari ini Sabtu tanggal tujub bulan Mei tahuD dua ribu eDam belas yang bertanda tangan di 

bawah ini : 

I. 	 Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM, selaku Bupati Samosir dalam hal ini bertindak untuk 

daJl atas nama Pemerintab Kabupaten Samosir berkedudukan dj Pangunrran Kabupaten 

Samoslr, Jalan Raya Rianiate KM 5,5, selanjutnya di ebut PlHAK KESATlJ . 

II. 	 Dr. Ir. SABAM MALAU. selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen., bertindak 

untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di lalan Sutomo 

No.4A Medan~ untuk seLanjutuya disebllt PllIAK KEDUA. 

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, seJanjlltnya secara bersama-sama disebllt PARA 

PlHAK, terlebib dahulu menerangkan: 

a. Bahwa PIHAK KESATU adalab instansi pemerintah yang dibeDtuk berdasarkan Undang­

undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 

Serdang Bedagai di Provinsi Sllmatcra Utara, yang diresmiican pada tanggal 7 Januari 2004 

oteh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik lndonesia yang memilik:i kom:itmeD 

dan program dalam mensejabterahkan masyrakat 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tridarma 

pergw-uan tinggi sebagai tugas pokok yang me iputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARAPIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota~ 

Kesepallaman. ebagai bentuk keIjasama yang saling mell~mtungkan, dengan ketentuaJl sebagai \,~. 
berikut 



Bersepakat membuat Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan 

Universitas HKBP Nommensen dalam rangka peningkatan keIjasama yang bermanfaat bagi para 

pihak dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasal ! 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 	 Maksud Nota Kesepahaman sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik di lingkungan Pemerintah maupun 

masyarakat serta Perguruan Tinggi; 

(2) 	 Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya 

Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keJembagaan PARA PIHAK 

Pasal2 

RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut : 

a. 	 Bidang Pariwisata; 

b. 	 Bidang Pertanian, Perikanan dan Petemakan 

c. 	 Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 

d. 	 Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

e. 	 Bidang Perindustrlan dan Perdagangan 

f. 	 Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

g. 	 Bidang Pennungkiman dan Prasarana Wllayah 

h. 	 Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK 

Pasal3 

PELAKSANAAN 

(1 ) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dokwnen yang terdiri dari ketentuan­

ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PlHAK 

mengadakan kerjasama; 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun~l ~ , 

kepada PARA PlHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Iebih lanjut\~ . ~\ 



mengenai teknis dari kerj asama ini akan dituangkan daJam Perjanjian Ketjasama antar 

PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

(3) 	 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan 

diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. 

Pasa] 4 

PEMBIAYAAN 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program ketja 

yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah 

pihak serta peraturan perundang-undangan. 

PasalS 

JANGKA WAKTU 

(1) 	 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tabun terhitung sejak tanggal 

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK; 

(2) 	 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1, roaka pihak terse but wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-Iambatnya 3(tiga) bulan 

sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini; 

(3) 	 Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang 

menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota 

Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan 

perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

pasal ini; 

(4) 	 Dalam hal Nota Kespahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhlri baik 

karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, roaka pengakhiran Nota 

Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhimya Perjanjian Ketjasama yang telah dibuat t1 
berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan ~\ 1f 
kewajiban masing-masing pihak sesuai Perjanjian Ketjasama. 



Pasal6 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Wi maka para Pihak 

sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

Pasal7 

PE UTUP 

(1) 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam 

bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak: dan akan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Nota Kesepaharnan ini; 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-rnasing. u; 
(3) 	 Nota Kesepahaman ini di bubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan ~ ~ 

hukum yang sarna. 

PlHAK KESATU 
~pati Kabupaten Samosir ;...-"I~n...")".or Universitas HKBP Nommensen 

'So 

Dr. Jr. SABAM MALAU 

Menyaksikan .. Ketua DPRD Samosir 

RISMAWATI SIMARMATA, Dipl. HotHer 



NOTA KESEPAHAMAl~ 


ANTARA 


PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 


DAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


Nomor: 4 ~-:)... 1 ~ ~~41 :;2 C) rf · 
Nomor: -.,q- I R/ t--'\OI) ( Vl / ;LO tr 

Pada hari ini , Jumat Tanggal D ua Bwan Jlmi Tabun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda 

tangan di bawab ini : 

1. 	 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI selaku Bupati Tal)anuli Tengah dalam bal jill 

bertindak ulltuk dan atas nama Pemerintab K abupaten Tapanuli Tengah, berkedadukaI 

di Pandan Kabupaten Tapanuh T engah, Jalan DL Ferdinan Lumbanrobing o. 18, 

selanj utnya disebut PlliAK CESATU. 

II. Dr. Ir. SABAM MALAU selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak 

unt1.lk dan atas nama Uni ersitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutom o 

No. 4A Medan, lmtuk selanjutnya disebut PIHAK KEDU . 

pmAK KESATU DAN PDIAK KEDUA, selanjutn a secara ber ama-sarna disebut PARA 

PIHAK, terlebih dahulu m eneran",kan: 

a. 	 Bahwa PIHAK KESATU adalab instansi pemeI1.ntah yang dibentuk berdasarkan 

Undang - Uudang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otouom 

Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah P:wvinsi SlITIlatera Utara, yang memiliki 

komitmen dan program daJam mensejahterakan masyarakat. 

b. 	 Bahwa PIRAK KEDUA adalah lemhaga pergmuc n tinggi yang menyelenggarakan 

TIi Dham1a Pergl.lruan Tin gi sebagai tugas pokok yano- meliputi pendidikan~ peuelitian dan 

pellgabdian kepada masyarakat. 



Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PlHAK sepakat membuat dan menandatangani 

Nota Kesepahaman, sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Pasall 


MAKSUD DAN TUJUAN 


(1) 	 Maksud Nota Kesepahaman sebagai landasan bagi kerjasama operasional dalam rangka 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik di lingk'llllgan Pemerintah maupWl 

masyarakat selia Perg-uruan Tinggi; 

(2) 	 Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas institusi .dan Sumber Daya 

Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsikelembagaan PARA PlHAK. 

Pasal2 


RUANG LINGKUP 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sebagai berikut : 

a. 	 Bidang Perencanaan; 

b . 	 Bidang Pariwisata; 

c. 	 Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 

d. 	 Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 

e. 	 Bidang Kehutanan dan Perkeblman; 

f. 	 Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 

g. 	 Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

h. 	 Bidang Permukllnan dan Prasarana Wilayah; 

1. 	 Bidang lainoya yang disepakati PARA PIHAK 



Pasal3 


PELAKSANAAN 


(1) 	 Nota Kesepahaman ini dirnaksudkan sebagai dokumen yang terdiri dari ketentuan­

ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PlHAK sebagai dasar PARt\. PlHAK 

mengadakan keljasama; 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun 

kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut 

mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian KeIjasama antar 

PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

(3) 	 Hal-hal yang behun cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan 

diputuskan secara musyawarah oleh PARAPlHAK. 

Pasal4 

PEM BlAYAAN 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja 

yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran kedua belah 

pihak serta peraturan penmdang-undangan. 

Pasal5 

JANGKA W AKTU 

(1) 	 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK; 

(2) 	 Dalam hal salall satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3(tiga) bulan 

sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini; 

(3) 	 Dalam hal diketahui dan atau diberlal'Ukannya perahtran perundang-undangan yang 

menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepabaman ini, maka Nota 

Kesepallaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan 

perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

pasal ini ; 



I 

(4) 	 Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik 

karena pennintaan tertulis salah satu pihak atau karen a alasan lain, maka pengakhiran Nota 

Kesepahaman ini tidak menyebabkall berakhirnya Peljanjian Kerjasama yang telah dibuat 

berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan 

kewajiban masing-masing pihak sesllai PeIjanjian Kerjasama. 

Pasal6 


PENYELESAlAN PERSELISIHAN 


Apabila timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka para Pihak 

sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

Pasal 7 

PENUTUP 

(1) 	 Hal-hal yan~ belum diatlU" dalam Nota Kesepaha111an in i, akan diatur lebih lanjut dalam 

bentuk Addendum atas kesepakatan para p ihak dan akan merupakan bagia11 yang tidak 

terpisahkan dari Nota Kesepahaman lLl i; 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakao dengan menghormati dan mengindahkan peraturan 

penmdang-undangan dan ketentuan yang berlakll di le111baga masing-masing. 

(3) 	 Nota Kesepahaman inj dibubuhi meterai dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan 

hukll m yang sarna. 

PIHAK KESATU 



NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 

PEMERINTAD KABlJPATEN TOBA SAMOSIR 


DENGAN 

UNlVERSlTAS HKBP NOMMENSEN 


Nomor : ................................. 
II. 
Nomor: 0551R1MoUIIV/2016 

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu enam belas yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

1. 	 Ir. Darwin Siagian, Bupati Toba Samosir bertindak untuk dan atas nama Kabupaten 

Toba Samosir berkedudukan di Jalan Sutomo Pagar Batu No.1, Balige Kabupaten 

Toba Samosir, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

2. 	 Dr. fr. Sabam Malau Rektor Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan 

atas nama Universitas HKBP Nommensen, betkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A 

Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PlliAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 

Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan DaJam Peningkatan Program Kerja PARA 

PIHAK. dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 
TUJUAN 

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan 

program kerja PARA PIHAK. 

Pasa12 

RUANG LINGKUP 


Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 

1. 	 Bidang Pendidikan; 

2. 	 Bidang Pertanian; 

j) 




3. Bidang Petemakan; 

4. Bidang Kesehatan; 

5. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; 

6. Bidang Industri 

7. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

8. Bidang Kajian Wanita 

9. Bidang Kajian Perundang-undangan 

10. Bidang Sosial Ekonomi, dan Budaya; 

11. Bidang Sumber Daya Manusia' 

12. Bidang Politik; 

13. Bidang Pertambangan dan Energi; 

14. Bidang Penataan dan Pengawasan Serta Pengembangan Wilayah; 

15. Bidang Pemerintahan; 

16. Bidang Keuangan, Perpajakan, dan Assat; 

17. Bidang Tenagakerjaan; 

18. Bidang Agama; 

19. Bidang Transportasi. 

Pasa) 3 

PELAKSANAAN 


Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari PeIjanjian Kerja Sarna yang dibentukldisusun 

untuk setiap bidang keIja sarna yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan peYjanjian 

teknis yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di liogkungan kerja PARA PIHAK. 

Pasal4 

PEMBIAYAAN 


Segala biaya untuk peJaksanaan kegiatan disusun sesuai program ketja yang disepakati 

bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PllfAK. 

PasalS 

ORGANISASI 


Organisasi Nota Kesepallaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja Sarna untuk 

setiap kegiatan yang disepakati dan rusetujui oleh PARA PIHAK. 



Pasal6 
JANGKA WAKTU 

Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tabun 2018 terhitung sejak tanggal penandatanganan 

oleb PARA PIHAK dan clapat diperpanjangldiperbaharui kembali atas kesepakatan PARA 

PlHAK. 

Pasal7 

PENYELESAIAN PERSELISmAN 


ApabiJa terjadi perbedaan penclapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota 

Kesepahaman ini, PARA Pll-IAK sepakat untuk menyelesaikannya seeara musyawarah dan 

mufakat. 

Pasa18 

LAIN-LAIN 


1. 	 Hal-bal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam 

Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghonnati dan 

mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

Pasa) 9 

PENUTUP 


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat claJam rangkap 2 (dua) masing-masing sarna 

bunyi Dy~ bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sarna untuk PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

Bupati Toba Samosir \f-ektor Universitas HKBP Nommensen 

II. Darwin Siagian Dr. Ir Sabam Malau 



PT F J RSIIDllla 5 DRY 

NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum of UOdCnlHOdlng) 

ANTARA 

PT. FAJAR SURYA SWADAYA 

KABUP A TEN PENAJAM PASER KALIMANTAN TIMUR 


DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 
TENTANG 

CAMPUSRECRurnMENT 

Nomor: o~~ I fSS- Hl!gMoUIXJ/2017 
Nomor : 079/RlMoU1XII20 17 

Pada hari ini, Semn, Tanggal Dua Puluh, Bulan Nopember, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang 
bertandatangan di bawah ini : 

I. 	 ARINA SARI : HRD Manager PT. Fajar Surya Swadaya, yang berkedudukan di JaJan 

Aipda KS Tubun Raya Nomor 66C - Kabupaten Penajarn Paser Utara - Kalimantan 

Timur 11410 Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT. Fajar Surya Swadaya, 

Kabupaten Penajam Peser Utara - Kalimantan Timur- Indonesia, selanjutnya dalam 

Perjanjian keda sarna ini, disebutPIHAKPERTAMA. 


2. 	 Dr. Jr. SABAM MALAU : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan eli 

Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 

Nommensen, untuk selanjutnya ill dalam peJjanjian kerja sama ini, disebut PIHAK 

KEDUA. 


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PlliAK dan secara 
bersama-sama djsebut PARA PIHAK. PARA pJDAK menyatakan sepakat dan setuju 
mengadakan kerja sarna untuk saling menunjang pe\aksanaan tugas masing-masing PIHAK 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

PASALAL 1 
TUJUAN KERJA SAMA 

Dengan temp mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
PARA PIHAK untuk saling membantu dalam peoyelenggaraan pendidikan, penelitian, Oan 
pengabdian kepada masyarakat ~ 

~ fl5 



PASAL 2 

RUANG LINGKUP KERJA SAMA 


Ruang Jjngkup kerja sarna, meliputi: 
I. 	 Pemasangan TkIan di Kampus Universitas HKBP Nommensen dan di Kota Medan; 
2. 	 Career Center, UHN sebagai Pusat Penerimaan Lamaran Kerja dan Penyaringan CV;dan 
3. 	 Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

PASAL3 

PELAKSANAAN 


Pelaksanaan secara rinei dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam 
Naskab Perjanjian Kerja sarna (Memorandum of AgreementIMoA) yang disetujui oleh PARA 
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sarna ini. 

PASAL4 
PEMBIAYAAN 

1. 	 Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan 
dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK, 

2. 	 Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalarn Perjanjian Kerja 
sarna tersendiri (Memorandum ofAgreemen tfMoA). 

PASALS 

HAK DAN KEWAJIBAN 


Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk: dan 
jenis kegiatan yang dilaksanakan. 

PASAL6 

JANGKA WAKTU 


Nota Kesepaharnan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tabun terhitung sejak 
penandatanganan dan apabila masa berlakunya telah berakhir dapat diperpanjang atau diakbiri 
atas persetujuan PARA PIHAK, paling lambat 30 (tiga puluh) han kalender sebelum masa 
berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir. 

PASAL7 

PENYELESAlAN PERSELrSIHAN 


1. 	 PerseHsihan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerja sanla Lni, akan cliseJesaik3» P.4R..4 
PlHAK secara musyawarah dan mufakal, 

2. 	 Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka, pemutusan 
kesepakatan dapat dHakukan secara sah, cukup dengan pemberitahuan dan PIBAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan SEBALIKNYA, 



3. 	 Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua), maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan 
PARAPIBAK.. 

PASAL8 
PENUTUP 

1. 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" 
tersendiri yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepabaman ini~ 

2. 	 Nota kesepahaman ini dibuat daJam rangkap 2 (dua) asLi, masing-masing bermeterai 
cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani dan 
dibubuhi cap lembaga masing-masing serra diberikan kepada PARA PmAK pada seat 
perjanjian ditanda tangani. 

rsitas HKBP Nommensen 

Rektor 



NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY 

MID 1'1 SUGAR r.-:DUSfR\ 

DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

Nomor : 083/MSI/MoU/VI/2016 

Nomor : 061lR/MoU/V1/2016 


Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Juni Tahun Duaribu Enambelas, kami yang bertanda 
tangan di bawah ini : 

1. 	RICKY TAN, selaku Kuasa Direktur PT. Medan Sugar Industry, berkedudukan di Jalan 
Pulau Tanah Masa KIM II Mabar-Saentis Deliserdang, Sumatera Utara, selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

2. DR. IR. SABAM MAlAU, bertindak. untuk. dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, 
berkedudukan di Jalan Sutoma Namar 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut 
PIHAt( KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 
Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA 
PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 
Tujuan 

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan instansi dan peningkatan 
program kerja PARA PIHAK. 

Pasal2 
Ruang Llngkup 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 
1. Bidang Pendidikan; 
2. Bidang Penelitian; 
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; 
4. Praktek Kerja Lapangan (Pemagangan); 
S. Perekrutan mahasiswa semester akhir; 
6. Perekrutan Alumni dan; L\,/' 
7. Bldang lain yang relevan. \ \ \ 



-

Pasal3 
Pelaksanaan 

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun 
untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan 
perjanjian teknis atau Memorandum of Agreement yang disusun secara tersendiri oleh 
berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK 

Pasal4 
Pembiayaan 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program 
kerja yang dlsepakati dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran PARA PIHAK. 

PasalS 
Organisasl 

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja 
sarna/Memorandum of Agreement untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh 
PARAPIHAK 

Pasal6 
Jangka Waktu 

1. 	Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat 
diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. 

2. 	 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini 
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (i), maka pihak tersebut wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan 
sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini. 

Pasal7 
Penvelesaian Persellsihan 

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan 
mufakat. 

Pasal8 
Lain·Lain 

1. 	Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam ~ f 
Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ~\ 


dari Nota Kesepahaman Ini. 




2. 	Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara lernbaga dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

Pasal9 
Penutup 

Dernikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-rnasing sarna \V/ 
bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. ,' J 

PIHAK PERTAMA 
f~~~~~~ HKBP Nornmensen 



PT. SELTECH UTAMA MANDIRI 

Jl. Sisingamangaraja KM. 7,2 No. 170 MEDAN 20147 - INDONESIA 
Tel (Hunting) : (061) 7862123 
Fax : (061)7861940 
Email: sales@seltech-utama.com 

SURAT PERJANJIAN KONTRAK 
Ref. No. 2007IP.KlVII/2016INOMMENSENIELV 

/ / / 	 / 

Tentang ; Perawatan dan Pemeliharaan Penh,tan Lift di Fakultas Kedokteran 
Univer itas HKBP Nommensen 

Pada han ini Rabu tanggal Dua Pulub bulan Juli tahun DuaRibu Enam BeJas, kami pihak - pihak 
yang bertanda-tangan di bawah mi, yaitu : " " 

1. Nama : Dr. Ir. Sabam Malau 
Jabatan : Rektor Universitas HKBP Nommensen, 
AJamat : JI. Sutomo No. 4A ~ 

daJam hal jn i bertindak untuk dan ata nama Universitas HKBP Nommensen, seJanjutnya dalam 
perjanjian ini disebul sebagai Pibak Pertama. / 

2. 	 Nama : lr. lrwan Muslan ,-
Iabatan : Lift & Esc. Manager #" 

A lam at : .n.Sisingamangaraja Km . 7,2 No. 170 Medan , 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Seltec.h lTtama Maodiri, selanjutnya dalam 
perjanjjan ini disebut sebagai Pibak Ked DO. ~ 

Masing-masing pihak tersebut di atas menyatakan sama dan sepakat untll.k membuat Perjanjian Kerja 
dalam hal Perawatan dan Perneliharaan 2 ( dua ) unit Lift yang berada di Gedung Faknltas 
Kedokteran Universitas HKBP Nommensen deogao alamat Jl. Sutomo No. 4A - Medao , dengan 
ketentuan yang telah disepakati oleb kedua belah pillak sebagairnana yang diuraikan dalam pasal­
pasal di bawab ini. 

PASA L I 
Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan service dan pemeliharaan Lift milik Pibak Pertama 
yang berada di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommenseo - Medao deogan 
model Lift sebagai berikut : 

I. Lift Model Dil-PAll (750)-CO-60-6/6,. 
2. 	 Lift Model IRISNV-PAII (750)-CO-060-6/6 ' 

PASAL II 
Biaya pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan pada Pasal I sebesar Rp. 11 .550.000,- ( sebelas 
juta lima Tatus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10% untuk 2 unit Lift sebanyak 6 K'ali service 
selama satu tahun, belum tennasuk suku cadang yang diganti· seperti oli gear box, overhaul, 
pemotongan steel wire rope, penggulungan eJeIctro motor, kornponen elektronik yang rusak, 
pengurusan perpanjangan izin pemakaian Lift, penyettingan ulang beban Lift, dan lain-lainnya. 

~ 1!JI 
® ~~ECA ,.L~'I'rnu C~U ~) LIANG CHI ~,.,m,oa ,_SIGMA$- WATER HEATER AIR COMPRESSOR _/ COOLING TOWER 

Commercia l & Indu<trlal Fan 
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PT. SELTECH UTAMA MANDIRI 

Jl. Sisingamangaraja KM. 7,2 No. 170 rvrnDAN 20147 - INDONESIA 
Tel (Hunting) : (061) 7862123 
Fax : (061)7861940 
Email : sales@seltech-utama.com 

SURA T PERJANJIAN KONTRAK 
Ret No. 2007/P.KlVIIJ2016INOMMENSENIELV 

Apabila terdapat panggilan dalamjam kantor di luar jadwal service, Pihak Pertama akan dikenakan 
biaya tambahan transportRp. 82.500,- per kaJi kunjungan (sudab tennasukPPN 10%). ,. 

Apabila terdapat panggilan di luar jam keIja Pihak Kedua, maka Pibak Pertama akan dikenakan 
biaya transport sebesar Rp. 99.000,; per kali , upah keIja sebesar Rp. 181.500,- dan ditambah biaya 
lembur Rp. 66.000,- per jam per 2 orang teknjsi ( sudah termasuk PPN 10%). ' 

PASAL m 
PekeIjaan yang lertera dalam Pasal [dilakukan padajam keIja, dan dilaksanakan ~ bulan sekali untuk 
1 unit Lift Model Dil-PA11(750)-CO-60-6/6 & 1 unit Lift Model IRISNV-PAI 1(750)-CO-060-6/6 
dan setiap pekerjaan yang dilakukan akan diperincikan seperti pada check list yan~andj tanda 
tangani bersama . 

PASAL IV 
Surat Perjanjian Perawatan dan Pemeliharaan Lift ini berlaku untuk masa satu tahun sejak tanggal 
20 bulan Juli tahun dua ribu en am belas o[eh karena itu akan berakhir pada tanggal 19 bulan Juli 
tabun aua ribii tujuh belas dan dapat diperpanjang dengan ketentuan musyawarah dan muiakat kedui" 
belah pihak. 

PASAL V 
Pihak Kedua dengan ini menjarnin bahwa pekerjaan yang tertera dalam Pasal I dilaksanakan sebaik­
baiknya, dan apabiJa terjadi kerusakan, Pihak Kedua akan mengajukan penawaran terpisah kepada 
Pibak Pertama. 

PASAL VI 
Pihak Pertama, akan membayar uang panjar 25% atau sebesar Rp. 2.887.500,- pada walw 
penandatanganan kontrak ini, sedangkan sisa 75% atau sebesar Rp. 8.662.500..1- un(uk selanjutnya 
dibagi sebanyak 6x atau masing-masing sebesar Rp. 1.443.750,-.. yang dibayar setiap selesai 
melaksanakan pekeljaan service rutin yang dibuktikan dengan serah terima pekeIjaan. 

PASA L vn 
Semua masalah yang timbul dengan adanya perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pibak 
dengan musyawarah dan sepakat. . 

illTr:1I CSu (.g.) LIANG CHI @iiA ('SIGMA 
WATER HEATER AIR COMPRESSOR _/ COOLING TOWER 

8 
Commerc:ial & Industrial Fan 
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PT. SELTECH UTAMA MANDIRI 

JI. Sisingarnangaraja KM. 7,2 No. 170 MEDAN 20147 - INDONESIA 
Tel (Hunting) : (061) 7862123 
Fax : (061)7861940 
Email: sales@seltech-utama.com 

SURAT PERJANJIAN KONTRAK 
Ref. No. 20071P.KlVII/20161NOMMENSENIELV 

PASAL VIII 
Surat PeIjanjian ini ditandatangani oJeb kedua beJah pihak dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari 
pihak: manapun, dan dibuat dalam rangkap dua dan bemlaterai cukup, masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sarna. 

Di tetapkan di : Medan ./ 
Pada Tanggal : 20 Juli 2016 " 

c:!Pihak Pertama, '- Pihak Kedua., ",. 
Universitas HKBP Nommensen ' PT. Scltech Utama Mandiri ,/ 
Rektor Universitas HKBP Nommense&' Lift & Esc. Manager 

", 

Jr. Irwan Muslan ", 

~J. TI1:!:u CSu (2) LIANG CHI 
® @i~A (.SIGMA 

WA"J"ER HEATER AIR COMPRESSOR COOLING TOWER 
Commen:ial & Inclustrlal Fan 
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PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk KONTRAK BERLANGGANANTelkom 
Indonesia Divisi Business Service SUBSCRIPTION CONTRACT 

K.TEL. 11581HK.B10/R1W-1A46000012017Nemor ID Pelanggan Nemer Kentrak 
Customer 10 Number Contract Number 

1. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM) 
Sebuah perusahaan penyedla jasa dan jaringan telekomumkasi yang dibentuk dan dld.rikan berdasarkan hukum Republik 
Indonesia. berkedudukan di JaJan Japati Nomor 1 Bandung, Indonesia 40133. 
A telecommumr,a/ion service and network provid r eJ tabli lIed af/d mcorporateci wIder lfle la ~ of Republic Indonesta, 118v'ng 
Its leglstered office al J Ian apati N 18 ndung. IndonesIa 40133 
Oiwaklli secara sah oleh : Dwy replf1senred I'Y • 
Nama Name MOHAMMAD SYIBLI 
Jabatan Duty GENERAL MANAGER 
Unit Umt TELKOM WITEL MEDAN 

2. PELANGGAN CUSTOMER 
Identrtas Perusahaanllnstitusl Companyllnslltutlor Ide(/rlt~ 

Nama Name UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
Alamat Address JL Perintis Kemen:lekaan No 23, Perintis, Medan Tim I Kota M dan 

Su a 'CI U"IM Kode Pos Po.~ ~~:;c2::::0~2::.:1~8.---..---r---r---'_..--.--"__ '--"'---'-----.----'-----'---'-----'st~8,;-1 Code
NPWP Tax Registered Number IT ! . I I I I . I I . I - I I . ! I ] 

Olwakil i secara sah olel1 : Duly represented b} 

Nama Name Dr Ir. SABAM MALAU 

Jabatan Duty REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


3. LAYANAN SERVICES 
l<.inl1 01 Sf'fVI s) mark if needed 

Astlnet 1 Sambungan Link 
Wfi 10 Managed Service 8 Sambungan Unk 
IndiHome 2 Sambungan Link 

Jamlnan Layanan ServIce Level Guarantee ( LG) 

Tingkat Availability Aval7ability Level Astinet 99%, Win 10 95%, IndiHome 95% 

Waktu Instalasi Installation Time Asfinet 7Hari, Wif; 10 30 Han, IndlHome 30 Han 

Waktu Tanggapan Response Time 30 Men;( 

Walctu Perbalkan Recovery Time 5 Jam, 1-3 Hari (sedang) , 3-5 Hari (berat) 


Rinclan Layanan Detail of Serllle;es 
I Lokast Biaya 
~ Location Chsfqes 

Layanan . BiayallNo 
Services I Alamat Instalasi Instalasl Bulanan

i Instalation Abonemen 
: (Monthlv) 

1 ASTINET ~ I 100 Mbps I 2.500.000 41 .818.182,­

f--f-- --- I JL Penntis Kemerdekaan I-----+-------4------4 
2 WIFI 10 MANAGED II No 23 Perintis Medan I

I!' 

20 Mbps _ _ 
I SERVICE SILVER Tnn.,Kota Medan tW(8AP)_ -I-_____-I-____ _ 

3 INOIHOME I 100 Mbps _ _I (2551) 

Jumlah 2..500.000,­ 41 .818.182,­

PPN 10% 4.181 818.­250 000.­i 
Total 2.. 750.000,­ 46.000.000,-

Kelerangan 
Remarks 

PIC PARULIAN 
(081370661804) 

Apabila rincian layanan tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan diluangkan daJam Lamplran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. If the detail of serWces not completely mentioned in this part shall be 
described In Appendix I ofas Inseparable part of this Subscription Contract \ 



PELANGGAN akan diberikan masa uji coba layanan selama 12 (dua bela) han kalender terhitung sejak tan9gal aktivasi yang 

dituangkan dalam Benta Acara Siap Operasi (BASO). Untuk masa uji coba layanan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja harus 

dibuatkan Berita Acara Jeda. 

TELKOM shall presented a free trial to customer for 12 (twelve) days sjnce date of fink activation as stipufated in the Minutes of 

Commencement Operation. For a trial period the service IS more than 12 days must be made interlude minutes of agreement. 

Tanggal mulai penag.han disebutkan lebih larlJut dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO). 

The beginnmg date of invoice shall be described m the Mmutes of Commencement Opera bon 
4 BIAYA-BIAYA CHARGES (Rupiah lOR) 
Siaya rnstalasi Installation Charge 2.500.000,-
Biaya Bulanan Monthly Charge 41.818.818,­
Biaya-biaya tersebui di etas belum lermasuk PPN 10%. Charges as above is not mcluded 10% VAT. 

5. TAT A CARA PEMBAYARAN METHODS OF P YMEN7 
TELKOM akan mengirim invoice (tagihan) seiambat-Iambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap burannya ke ala mat kontak person 
PELANGGAN. 
TELKOM shalf dispatch the billing Invoice maximum by 1dh (tenth) day of the month to address, fax or emaIl of contact person of 
CUSTOMER. 
Pembayaran dilakukan oleh PELANGGAN paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya (Tanggal Jatuh Tempo), 
dengan cara transfer ke rekening TELKOM di ~ 
CUSTOMER shall make the payment in maximum by 2d" (twentieth) day of the month (due date) by means of transfer to 
TELKOM account at ; 
Bank Bank MANDIRI 
Cabang Branch Perintis Kemerdekaan, Medan 
Nomor Rekening Account Number 106-000-4651769 
Atas Nama Name PT. Telkom Divre I Sumatera (Persero), Tbk 

REKG SEK A UCC I 
Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN Transferfee at the expense of CUSTOMER. 

6: JANGKA WAKTU TFRM 
Jangka waktu ber1angganan Term ofsubscnbe []]]] bulan months 10m tahun yea~ 

berlaku sejak taoggal ditandatanganinya 8erita Acara Siap Operasi (BASO) 
effective afterthe Minutes of Commencement Operation has been SJgned by Patties 
Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diputus berdasarkan kesepakatan antara TELKOM dan PELANGGAN, dan 
PELANGGAN dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada TELKOM tenJang perpanjangan atau pemutusan 
Kontrak ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhimya. 
That period may be extended or termination by agreement between TELKOM and the CUSTOMER, and CUSTOMER may 
deliver notice in writing to TELKOM of an extension or termination of thiS Subscnption Contract at least 30 (thIrty) days prior to 
expiration 
Apabila jangka waktu telah berakhir tanpa ada perpanjangan atau permintaan putus layanan dan PELANGGAN maka jangka 
waktu akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun atau paling lama sama dengan jangka waktu bertangganan 
yang disebutkan di atas. Seterah perpanjangan otomatis berakhir, PELANGGAN harus mengajukan perpanjangan layanan 
secara tertulis dan selanjutnya akan dibuatkan Amandemen terhadap Kontrak Berlangganan 1Oi. 
ff the period has expired without any extensIon or any termmatJon order from CUSTOMER, the period may be extended 
automatically for 1 (one) year or m8Jumum equal with term of subscribe as mentioned above After the automatic extension has 
expired CUSTOMER shall apply the extension period for the use of services In written and shaJl be accommodated in 
Amendment of this Subscription Contract 

7 KONTAK PERSON CONTJ1.rT PERSON 
T E KOM THKOM 

Nama Name YESSICA SARDINA PURSA Nama Name LYANIE NOVRIOHA 
Jabatan Duty ACCOUNT MANAGER Jabatan Duty MANAGER BUSINESS SERVICE 
Telepon Telephone 08116430092 Telepon Telephone 08116040911 
Faksimil FaCSimile Faksimll Facsimile 
Email Email yessica.purba@telkom.co.id Email Email lyanie@telkom.co.ld 

PELANGGAN rL!:lTOMER 
Nama Name PARULIAN Nama Name Dr.lr. Sindak Hutauruk, MSEE 
Jabatan Duty STAF PSI Jabatan Duty Kepala PSI 
T elepon Telephone 081370661804 Telepon Telephone 081397936205 
Faksimil FaCSimile Faksimil FaCSimile 
Email Email liansirait@gmail,com Email Email Sindak4S@gmall.com 

8 LAIN-LAIN MISCFUANEOUS 
Ketentuan Lain-lain yang tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran-Iampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. Olher Miscellaneous terms that not completely mentioned in 
this part shall be described m Appendix as Inseparable part of thiS Subscnptiof} Contract. 

Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan inj, karoi menyatakan bahwa seluruh data yang dibenkan di sini adalah benar 
dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagalmana diuraikan di belakang yang 
merupakan bag ian yang 'dak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. 

http:CONTJ1.rT


By signmg this Subscription Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the ferms and 
conditions of subscriptIon as stipulated overleaf as inseparable part of th,s Subscnpbon Contract. 

Medan, 12 JULI 2017 
TELKOM TELKOM ~::::;::=::::~ CUSTOMER PELANGGAN 

Nama Name MOHAMMAD SYIBLI Nama Name Dr. Ir. SABAM MALAU ~ . 
Jabatan Duty REKTORJabatan Duly GENERAL MANAGER 



LAMPI RAN 
KONTRAK BERlANGGANAN PT TElEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Telkom APPENDIX OFDivisi Business Service Indonesia THE SUBSCRIPTION CONTRACT 

Nomor Kontrak K.TEL 1158 fHK.81 OIR1W-1 A460000/2017 

Customer 10 Number Contract Number 
Nomor 10 Pelanggan 

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BERLANGGANAN 


Pasal1 

PENGERTIAN 


1. 	 TELKOMSolulion adalah layanan total solusl dari TELKOM yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (private) dan 
Intemet unluk PELANGGAN. 

2 	 Tingkat Availability adalah IIngkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamm TELKOMSolulion berdasarkan Kontrak 
Berlangganan ini sesuai dengan kualrtas teknis yang distandarkan. 

3. 	 Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat terintegrasikannya 
layanan T ELKOMSolution berdasarkan Kontrak 8erlangganan ini. 

4. 	 Biaya langganan Sulanan adalah sejumlah biaya yang ha s dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PELANGGAN kepada TELKOM 
atas pemakaian TELKOMSolullon berdasari<an Kontrak 8erlangganan ini. 

5. 	 Penglsoliran adalah pemutusan sementara TELKOMSolution sehingga sambungan lersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana 
mesttnya. 

6. 	Pencabutan adalah pemutusan berlangganan TEl KOMSolution. 
Pasal2 

RUANG UNGKUP 
TELKOM menyedlakan T ElKOMSolution untuk PELANGGAN sebagalmana PElANGGAN menggunakan TELKOMSolutlon tersebut sesual 
ketentuan yang tercanlum dalam Konlrak Berlangganan ini. 

Pasal3 
HAK DAN KEWAJIBAN 

1. 01 _amping hak yang dlatur pada pasallaln Kontrak Be.r1angganan ini. hal-ha! berikut menjadi hak TELKOM : 
1 .1. Melakukan pemeriksaan penggunaan TElKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan in i 
1.2 Menerlma pembayaran dan PELANGGAN sebagalmana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini. 

2. Oi samping kewajiban yang diatur pada pasal lam Kontrak Berlangganan Ini. hal-hal berikut menJadi kewajlban TELKOM . 
2.1 . Menjaga agar TELKOMSolution berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak . 
2 .2. Melakukan perbaikan L madap gangguan pada TELKOMSolution berdasarkan Konlrak Berl "gganan inl 
2 .3 ~ Membentahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TElKOM akan melakukan tindakan Jain 

yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya alau terganggunya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini 
sekurang-kurangnya 1 (satu) han sebel.um hari pelaksanaan 

3. Oi samping hak yang diatur pada pasal lain Konlrak Berlangganan inL hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN : 
3.1. Mendapatka dan memanfaatkan TElKOMSolution berdasark.an Kontrak Bertangganan inl selama 24 jam sehari . 7 han seminggu. 
3 .2. Memperoleh Reslitusi apabila TELKOMSolution tersebut mengalami gangguan. yang syarat dan besamya ditenlukan sesuai dengan 

Pasal 5 Kontrak Berlangganan inl 
3.3. 	 Memperoleh laporan kine ria dari TElKOMSolutlon berdasal1l.an KonlTak Berlangganan ini atas permintaan PELANGGAN setiap 

bulan, laporan mana sedik.rtnya memberlkan uraian tentang Tlngkat Availability unluk setiap lokasi. 
4. Oi samping kewajiban yang diatur pada pasallain Konlrak 8erlangganan Inl, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN . 

4.1. Melakllkan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Kontrak 8erlangganan ini. 
4.2. Menyediakan, memasang, memelihara , dan memperbaikl Instalasi Kabel Ged ng (IKG) dan Customer Premises Equipment (ePE) 

dan harus sesuai dengan spesffikasi tekms TELKOM agar layanan TELKOMSolutlon dapat berfungsi dengan baik. 
4.3. 	Menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Konlrak Berlangganan rni hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan 

untuk lerminasi Iraffik illegal, tidak akan disewakanldirelailkan tidak dijual alau dipindahtangankan dengan cara apapun baik 
sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga Ianpa persetujuan tertulrs dari TElKOM. 

4.4. Menaatl ketentuan yang be(laku berkeitsn dengan pelaksanaan layanan. 
Pasal4 


TATA CARA PEMBAYARAN 

1. 	 Biay InstaJasi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biays Langganan Bulanan bulan pertama unluk layanan/sambungan yang 

bersangkutan. Siaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorala sesuai jumlah hari pada bulan tersebut 
2~ 	 Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi Ianggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
Pasal5 

RESTITUSI 
1. 	 Apabila TELKOMSolution berdasarkan Konlrak Berlangganan ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana 

meslinya sesual dengan tingkat Availability, maka untuk 10kas; yang mengala,ml gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh 
RestitusilGanti rugl , dengan perhftungan sebagal berikut : 

Restltusl = [(A-Av) I CJ x B 

A =jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan 

Av = [(100% - Ti gkat Availability) x Jumlah jam bulan gangguanl 

B = Blaya Langganan Bolanan 

C = lumlah jam dalam bulan gang9uan. 


2. 	 TELKOM membentahukan secara tertuhs kepada PELANGGAN besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian Iagihan. Restitusi 
dlmaksud seesra otomatls akan mengurangi lagihan bulan tersebut. 

3. 	 Restitllsi tidak berlaku apabUa gangguan teriadi di luar ruas TElKOMSolution yang menJadi langgung jawab TElKOM dan/alau te~adi 
gangguan yang bukan merupakan kelalaian TELKOM. 

4. 	 Selain Restitusl dimaksud Pasal ini, TELKOM dlbebaskan daTi langgung jawab alas kerugian dalam bentuk apapuTl yang mungkin atau 
telah dlderita oleh PELANGGAN. balk kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagal akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya 
TELKOMSolulion berdasaTkan Kontrak Berlangganan Ini. 

http:berdasal1l.an
http:berdasark.an
http:sebel.um


Pasal 6 
SANKSI-SANKSI 

1. 	 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TElKOMSo ution yang ditagihKan secara bulanan dltetapkan pada tanggal 20 alau akhir bulan - N 
atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam KontrakiAmandemenlSide letter dan/alau P yment Agreement engan Pelanggan. 

2. 	 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolutlon yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (Dua butanan, Triwulanan, 
dan periode lalnnya) ditettapkan pada langgal 30 setiap bulan jaluh tempo atau akhlr bulan jaluh tempo alau sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam KontraklAmandemeniSide Letter dan/alau Payment Agreement dengan Pelanggan. 

3. 	 Perhitungan besaran denda ketertambatan dan pengenaan sanksi pemutusan tayanan untuk produk TELKOMSolution berdasarkan batas 
akhlr pembayaran yang telah tertuang dalam KontraklAmandemenlSide Letter dan/atau Payment Agreement yang ditetapkan. 

4. 	 Dilakukan Reminding pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang TanggaJ Jatuh Tempo (due date) untuk memperingatkan batas 
waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi plutang. 

5. 	 Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau me!ewati Tanggal Jatuh Tempo (due date) , sesuai kesepakatan 
yang dltuangkan dalam KontraklAmandemen/Side Leiter danJatau Payment Agreement maKa PELANGGAN dikenakan sanksi sebagai 
berikut : 
a. 	 Denda dihilung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran. dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 %0 (satu 

perse ribu) dari tota l tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima perseratus) terhadap totallunggakan. 
b. 	 Dilakukan penyampaian reminding letter pertama untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan skhir bulsn N+1. sebagai 

dasar peringstsn kelerlsmbatan pembayaran dan konfirmasi piutang. 
c. 	 Dilakukan penyampaian reminding letter Icedua untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar 

peringatan ketertambatan pembayaran dan konfirmasi piutang. 
d. 	 Selama masa reminding letter satu dan dua, PELANGGAN tidak dikenakan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai bulir 

a. 	Pasal ini dan tarit biaya Iangganan bulanan sebesar 100% (seratus perseratus). 
e. 	 Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PELANGGAN. maka akan disarnp8.lkan reminding 

letter I<etiga selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan dlisolir 
pada akhir bulan N+3. 

f . 	 Apabifa melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PELANGGAN, 
maka daJam 7 (tujuh) han kalender TELKOM c.q inance Billing Collection Center akan dilak.ukan eksekusi pencabutan layanan. 

6 . 	 Penyambungan kembali TELKOMSolution dapat dilakuKan apabila PELANGGAN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan. 
7. 	 Penyambungan kembali layanan TELKOMSolullon sebagai akibat Pencabutan akan dikenakan biaya pasang kembali sebagai berlkut : 

a. 	 ApabHa PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya kurang dart 3 (liga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabul. maka 
dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50% (lima puluh perseratus) darl Blaya Instalasi. 

b. 	 Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya !ebih dan 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolulion dicabut, make 
dlkenakan biaya pasang kembali sebesar 100% (seratus perseratus) dari Siaya Insta!.asi. 

8. 	 Dalam hal Pelanggan memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan Inl secara sepihak dan/alau mengundurkan dirt sebelum 
jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka Pelanggan wajib membayar denda 30% (tiga puluh perseratus) darl Biaya Langganan 
Bulanan dikallkan jumlah sisa jangka waktu Kontrnk Berlangganan yang belum dijalani sampai dengan jangka waktu kontral< tersebut 
be.rakhir. 

Pasal7 

FORCE MAJEURE 


1. 	Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para 
Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini. meliputi : ben can a alam seperti gempa 
bumi. angin taufan. banjir besar, kebakaran basar, tanah longsor. wabah penyakit. dan pemogokan umum, huru hara, perang. sabotase, 
pemberonlakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrlk umumJ PLN dl luar kemampuan Para Pihak untuk 
mengalasinya. kebijakan pemerinlah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Plhak. 

2. 	 Dalam hal teljadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal in;, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahuken 
meralui media massa atau secara secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waklu paling lambat 14 (empat belas) hart 
kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure. 

3. 	 Semua kerugian dan blaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibal telladinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi 
tanggung-jawab Pihak lainnya. 

PasaJS 

PEMUTUSAN KONTRAK 


1. 	 Kontrak Berlangganan inJ secara sah dapal dlputuskan secara sepihak oleh masing-maslng Pihak tanpa adanya satu ketentuan luntutan 
apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak Jainnya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan banu sehingga 
Kontrak Bertangganan ini tldak mungkin dilaksanakan. di sam pin hal-hal lain yang lelah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak. 
Berlangganan ini. 

2. 	 Apabila pada saat Kontrak Bertangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapal diselesaikan oleh Para 
Pihak. maka kelenluan-ketentuan dalam Kantrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kawajiban Para Pihak. 

3. 	 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya kelentuan Pasal 12.66 KUHPerdata terhadap Kontrak Ber!angganan ini, 
sehingga pencabulan TELKOMSolution ! pemu! san Kontrak Berlangganan Inl dapat dllakukan tanps perlu lerlebih dahulu menunggu 
keputusan dari Hakim. 

Pasal 9 

PENYELESAfAN PERSEU SIHAN 


1. 	 Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Bertangganan ini, sejauh mungkin 
Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah 

2. 	 ApabUa musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri 
setempat. 

3. 	 Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian. maka TEl KOM dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan 
kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini. 

Pasal 10 

PENUTUP 


1. 	Apabila terjadi penambahan. pengurangan atau penubahan layanan. akan dibual secara tertulis dalam amandemen dan menupakan 
bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini. 

2. 	 Konlrak Berlangganan Inl dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. apabila terdapat perbedaan penafsiran 
maka yang berlaku dan mengikat adalah versi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. 

3. 	 Dalam melaksanakan Kontrak Bertangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan­
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Bertangganan ini. 



NOTA KERJASAMA 

ANTARA 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

DENGAN 


SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MANOKWARI 


Nomor : 068/RektorlXl2016 
Nomor: lOIPKlSTm-MI(WIXII2016 

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

I. 	 Dr. lr. Sabam Malau : Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di 
Jalan Sutomo No.4 A Medan. Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut PillAK 
PERTA.MA; 

2. 	 Filep Wamafma, SH., M.Hum. : Ketua Sekolah Tinggi IImu Hukum Manokwari 
berkedudukan di Jalan Karya ABRJ Sanggeng Manokwar~ Papua Barat, dalam hal ini 
bertindak untuk dan ata nama SekoJah Tinggi Hmu Hukum Manokwari untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, 

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka Pertukaran Maha iswa Tanah 
Ail' Nusantara dalam Program PERMAT A tahun 2016 dengan mengoptimalkan prinsip 
kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut : 

Passll 

Pokok Pekerjaan 


1. 	 PIHAK PERTAMA meougaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah 
perkuliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima sejumlab mahasiswa 
untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada PIHAK 
KEDUA 

2. 	 Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa 
sebagaimana Pasal J ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing 
pihak. 

3. 	 Pada bagian akhir kerjasarna. kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasH 
studi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan 
capaian terse but untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa. 

Pasal2 

Tujuan 


Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk : 

1. 	 Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTS 
se Indonesia 

2. 	 Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se­
ndonesia. 
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3. 	 Mempersiapkan pemirnpiD hangsa yang memiliki karakter nasional yang herwawasan 
kebangsaaan NKRI. 

4. 	 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas 
pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan. 

5. 	 MemperkeciJ kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se lndonesia 

Pasal3 

Ruang Lingkup 


Ruang Iingkup Perjanj ian Kedasama ini meliputi ; 

1. 	 Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA 
2. 	 Pengirirnan rnahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertarna ke PTS Pihak Kedua 
3. 	 Penerimaan mahasiswa PERMA T A dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua 
4. 	 Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran maha i wa 

di PTS tujuan 
5. 	 Pengirirnan kem bali mahas iswa PERMATA ke PTS asal 
6. 	 Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa pennata di PT nuuan 
7. 	 Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu 

Pasal4 

Bak dan Kewajibao Para Pihak 


I. 	 Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan 
menjamin kuaLifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMA TA dengan 
baik 

2. 	 Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi 
oleh pihak Pertama 

3. 	 Pihak Kedua wajib memhantu peserta PERMATA memperoleh pemondokanJasrama 
selama mengikuti program PERMA T A 

4. 	 Pihak Kedua wajih membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses 
pembelajaran dan kegiafan ekstra kurikuler dj PIS tujuan 

5. 	 Pibak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang 
melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan. 

6. 	 Pihak kedua wajih menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran 
peserta PERMATA 

7. 	 Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta pennata untuk 
dicantumkan pada transkrip nilai ijazah. 

PasaJ 5 

Pembiayaan 


Skema dan umber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan 
PERMAT A adalah ; 

1. 	 Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMA TA dan dibayarkan di 
PTS asal masing-masing 
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2. 	 Biaya Perjalanan dan PIS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas 
ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kemristekdikti. 

3. 	 Bantuan biaya hidup tambahan sebesar Rp. 7.500.000, per mahasiswa per semester 
ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdlkti. 

4. 	 Biaya asrama/pemondokan peserta PERMAT A ditanggung oleh Pihak kedua (PTS 
tujuan) apabiJa sarana terse but tersedia 

Pasal6 

Jangka Waktn 


Perjanjian Kerj a sam a ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan 
berakhir dengan sendirinya apabiJa kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya 
dikerjakan. 

Pasal7 

Penyelesaian Perselisihan 


Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini 
PABA PIHAK sepakat unruk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

Pasa] 8 
Penutup 

1. 	 Ha l-hal yang belum diatuI dalam Perjanjian KeJjasama ini akan diatur kemudian 
dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Perjanj ian Kerjasarna ini; 

2 . 	 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan seeara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; 

3 . 	 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan 
masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sarna, masing 
masing untuk Para Pihak. 

Ditandatangani oleh: 	 Ditandatangani oleh: 
.........::;;;...;;w;~, STIH Manokwari, 

~HJI,aIIlDa, S8., M.Hum. 

Rektor Universitas HKBP Nomrnensen 
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PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAIRI 

DENGAN 

REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

TENTANG 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

PENDALAMAN TUGAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN 


DAIRI TABUK 2015 


Nomor: 309/SETWAN/2015 

Nomor: 04/LPPM/IX/2015 

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu lima belas, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. 	Nama : Drs. Wesly P. Manullang, MSi 
NIP : 19590831 198503 1 004 
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IVIe) 
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Dairi 
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 170 Sidikalang 
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA 

2. Nama : Dr. Ir. Sabam Malau 
Jabatan : Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan 
Alamat : Jalan Sutomo No. 4A Medan 
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA 

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan kesepakatan untuk mengadakan 

Perjanjian kerjasama dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendalaman Tugas 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2015, yang diatur dalam 

pasal-pasal sebagai berikut: 

Pasall 

DASARBUKUM 

1. 	Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 160 huruf g menyatakan bahwa Anggota 

DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. 



2. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2013 tentang perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2011 tentang pedoman 

orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten j Kota serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Domor 

900j6975jSJ tentang penghematan anggaran orientasi dan pendalaman 

tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD. 

Pasa12 

SYARAT PELAKSANAAN 

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini para pihak sepakat : 

1. 	Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama 

Penyelenggaraan Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Dairi. 

2 . 	Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang 

berlaku yang dike1uarkan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah 

Daerah atau instansi lain yang berwenang terkait dengan Pelaksanaan 

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Pasal3 

MAKSUD DAN TUJUAN 

1. 	 Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau 

memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, 

berdasarkan hak dan kewajiban setara. 

2. 	 PeIjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk Iebih meningkatkan 

hubungan kelembagaan antar kedua belab pihak baik dalam pembinaan, 

asistensi, fasilitas dan supervisi dalam penyelenggaraan orientasi dan 

pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dam tahun 

2015. 

Pasal4 

PESERTA 

Peserta Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi, yang jumlahnya pada setiap 
kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD Kabupaten Dairi. 

PasalS 


KEWAJlBAN 


1. 	Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah Menyediakan biaya penyelenggaraan 
orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Dairi. 



2. 	Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain : 
a. 	Koordinasi surat menyurat ke Barlan Diklat Kemendagri; 
h. 	 Proses Pembelajaran; 
c. 	 Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar (narasumber) /moderator 

/pendamping tenaga pengajar; 
d. 	Penyediaan akomodasi dan konsumsi; 
e. 	 Penyediaan seminar kit; 
f. 	 Menerbitkan dan Menandatangani Sertiflkat; 
g. 	 EvaJuasi dan Pelaporan. 

Pasal6 


WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN 


Waktu dan tempat penyelenggaraan Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan 
dan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2015 akan ditentukan kemudian 
sesuai dengan kebutuhan. 

Pasal7 


JANGKA WAKTU PERJANJIAN 


PeIjanjian keIjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 
berakhirnya kegiatan PendaJaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Dairi tahun 2015. 

PaulS 


PEMBIAYAAN 


Bia..va Penyelengaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) 
Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015. 

Pasal9 

KETENTUAN LAIN 

1. 	Apabila teIjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau 
kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak 
tidak dapat memenuhi kewajibannya (Force meJure), seperti huru-hara, 

peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, 
banjir, badaijangin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan 
kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakanjaturan 
Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan 
memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan 
peIjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau 
kembaJi Perjanjian Kerjasama ini. 

2. 	Apabila ada salah satu atau lebih dari satu anggota DPRD tidak mengilruti 
sepenuhnya atau sebahagian dari kegiatan dimaksud, maka jumlah uang 
Kontribusi Anggota DPRD yang bersangkutan dikembalikan ke Kas Daerah 
Kabupaten Dairi dan Anggota DPRD yang bersangkutan tidak berhak 
mendapat sertifikat. 

3. 	Segala perubahanjpembatalan terhadap Surat PeIjanjian KeIjasama ini 
hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK. 

4. 	Bahwa mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, 
akan diberikan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari PeIjanjian ini. 



PasaltO 


PENUTUP 


Demikian surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh 
PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas 
dalam 2 (dua) rangkap dan berrnaterai cukup oleh karenanya sah serta 
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. 

Ditetapkan di Medan 

Pada tanggal 7 September 2015 

PIHAKKEDUA 

~REKTOR "JJ 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN'f 

Dr. Ir. SABAM MALAU 

PIHAK PERTAMA 

SEKRETARIS DPRD 

~UP~T7D~ 

Drs. 'WESLY P MANULLANG. MSi 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19590831 198503 1 004 



NOTA KERJASAMA 

ANTARA 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

DENGAN 


SEKOLAH TINGGI JLMU SOSIAL DAN ll.MU POLITIK 

AMAL ILMlAH YAPIS WAMENA 


Nomor : ~1hlRektorllXl2017 
Nomor: . \;/ o£'''f /\41;02:0lIx/,:)O\1 

Pacia hari ini Senin tanggal empat bulan September tallUn dua ribu tujuh belas yang bertanda 
tangan di bawah ini : 

1. 	 Dr. fr. Sabam Malau : Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di. Jalan 
Sutomo o. 4 A Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut PllIAK PERTAMA; 

2. 	 Dr. H. Rudihartono Islmail M.Pd. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan IImu 
Politik (STISIP) Amal IImlah Yapis Wamena Papua berkedudukan di Jalan Trikora 
Hom-Hom Wamena Kabllpaten Jayawijaya Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama STISIP Ama1 I1miah Wamena Wltuk selanjutnya disebu PlHAK KEDUA. 

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka Pertukaran Mabasiswa Tanah Air 
Nusantara dalam Program PERMAT A tallUD 20 17 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan 
yang saling rnemberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berik'Ut : 

PasaJ 1 

Pokok Pekerjaan 


1. 	 PIHAK PERTAMA menugaskan 1 (sam) orang mahasiswa untuk mengikuti se.ilunlah 
perlmliaban selama satu semester, dan sebaliknya menerima l(satu) orang mahasiswa 
untuk meugilmti sejumlah perkuliaban selama satu semester dari dan kepada PIHAK 
KEDUA 

2. 	 Keabsahan penugasan mabasiswa beserta pencapaian hasil studi mallasiswa 
sebagaimana Pasall ayat I diatas ditetapkan melalui surat togas masing-masingpihak. 

3. 	 Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar basil studi 
sesuai dengan capaian mahasiswa yang dihlgaskan dan mengakui keabsahan capaian 
tersebut tmtuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazab mahasiswa. 

PasaJ 2 
TujuBn 

Tujuan Perjanjian KeIjasama in:i adalah untuk : 

1. 	 Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalw pertukaran mabasiswa PTS se 
Indonesia 

2. 	 Meuingkatkan integritas, solid aritas , dan perekat kebang aan antar-mallasiswa se­
Indonesia. 

3. 	 Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang benvaw8s8n 
kebangsaaan NKRI. k 

::::--­



4. 	 Memberi ke empatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas 
pendidikan dan soasana akademik di PTS tujuan. 

5. 	 Memperkecil keseojangan motu pendidikan antar PTS se Indonesia 

Pasa) 3 

Ruang Lingkup 


Ruang lingk'up Perjanjian Kerjasama ini meliputi : 

1. 	 Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERtv1AT A 
2. 	 Pengiriman mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak Kedua 
3. 	 Penerimaan mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Piliak kedua 
4. 	 Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di 

PTS tujuan 
5. 	 Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke PTS a.al 
6. 	Penerbitan dan pengesahan hasil studi mabasiswa pennata di PTS tujuan 
7. 	 Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu 

Pasal4 

Hak dan Kewajibao Para Pihak 


1. 	 Piliak Pertama berllak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMA T A dan 
menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMA T A dengan 
baik 

2. 	 Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMAT A yang dinyatakan lulus seleksi 
oleb piliak Pertama 

3. 	 Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama 
selama mengilllti program PERMAT A 

4. 	 Piliak Kedua wajib membantu peserta PERMAT A mengikuti selurub proses 
pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di PTS tujuan 

5. 	 Piliak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang 
melakukan pelanggaran bukum., akademik dan kesusilaan. 

6 . 	 Piliak kedua wajib menerbitkan kartu hasil studj sesuai pencapaian pembeJajaran 
peserta PERMA TA 

7. 	 Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan basil studi peserta permata uotuk 
dicantLUnkan pada transkrip nilai ijazah. 

Pasal5 

Pembiayaan 


Skema dan sumber pembiayaan yang te]ab disepakati untuk pelaksanaan kegiatan 
PERMATA adalah : 

1. 	 Biaya SPP ililanggung oleh masing-masing peserta PERMA T A dan dibayarkan di 
PTS asal masing-masing 

2. 	 Biaya PerjaJanan dari PTS asa] ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas 
ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemallasiswaan OI_.i~ 
Kemristekdikti. ~ :---­



3. 	 Bantuan biaya hidup per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti yang besarnya sesuai dengan 
ketentuan Kemristekdikti 

4. 	 Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedua (PTS 
tujuan) apabila sarana tersebut tersedia 

Pasal6 

Jangka Waktu 


Petjanjian KeIjasama im berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan 
berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya 
dikeIjakan. 

Pasal7 

Penyelesaian Perselisihan 


Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam PeIjanjian KeIjasama mi, 
PARA PIHAK sepakat untuk menye\esaikannya secara musyawarah dan mufakat. 

Pasal8 

Penutup 


1. 	Hal-hal yang belton diatur dalam Petjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam 
bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak 
terpisallkan dari Perjanjian Keljasama in.i; 

2. 	 PeIjanjian KeIjasama in] dilaksanakan secara ke\embagaan dengan mellghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku d.i lembaga masing-masing; 

3. 	PeIjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dlla) sesuai kebutuhan dan 
masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan bulmm yang sarna, masing 
masing uotuk Para Pihak. 

gani oleh: Ditandatangani oleh: 
IP Amal IImiah Wamena ~ Rektor Universitas HKBP Nommensen 

y . 

~ ,..---­
Dr.lr. Sabam Malau 



NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

ANTARA 

SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA HKBP PEMATANGSIANTAR 


DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


TENTANG 

KERJASAMA 01 BIOANG TRIOARMA PERGURUAN TINGG) 


Nomor ; 554/A.16/AK-STI /MeU/1l1/2017 
Nomer; 074/R/MeU/III/2017 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada Hari ini Rabu, Tanggal Delapan, Bulan Maret Tahun Dua 
Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 Pdt. Dr. Victor Tlnambunan, MST: Ketua Sekolah TInggi Theologia HKBP berkedudukan di 
Jalan Sangnawaluh, NO.6 Pematangsiantar, bertindak untuk dan atas nama Sekelah TInggi 
Theologia HKBP, selanjutnya dalam perjanjian kerja sarna inl disebut PIHAK PERTAMA 

2. 	 Dr.lr. Sabam Malau : Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jatan Sutomo 
No.4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, untuk 
selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama 
dlsebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk 
saling menunjang pelaksanaan tugas maslng-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut: 

PASAL I 

TUJUAN KERJASAMA 


Oengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagl 
PARA PIHAK, naskah perjanjian kerja sama Ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan 
peningkatan kualltas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PARA 
PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraaan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

PASAL II 

RUANG LlNGKUP KERJASAMA 


1. Ruang lingkup nota kesepahaman inj melJputi : 
a. 	 Penyelenggaraan, pembinaan serta pengembangan keahlian profesional di bldang ilmu 

penelitian bersama. 
b. 	 Penyelenggaraan seminar, pelatihan. 
c. 	 Penyelenggaraan, kegiatan psikotes untuk penerimaan mahasiswa baru, dan 
d. 	 Kegiatan-kegiatan lain yang dlanggap perlu. 



PASAL III 
PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kerja sarna secara rlncl dalam bldang-bldang tertentu akan disusun dan dituangkan 
dalam naskah perjanjian kerja sarna (Memorandum Of Agreement) yang disetujui oleh PARA PIHAK 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sarna ini. 

PASAL IV 
PEMBIAYAAN 

1. 	 Kegiatan-kegiatan yang akan dllaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman inl akan dlbiayai dari 
dana yang relevan dari PARA PIHAK. 

2. 	 Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama 
tersendirl (Memorandum of Agreement). 

PASAL V 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis 
kegiatan yang dilaksanakan. 

PASAL VI 
JANGKA WAKTU 

Nota Kesepahaman Ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 
penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau dlakhiri 
atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku 
Nota Kesepahaman inl berakhir. 

PASAL VII 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. 	 Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sarna ini akan diselesaikan oleh 
PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat. 

2. 	 Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapal maka pemutusan kesepakatan 
dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberltahuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEDUA dan atau sebaliknya. 

3. 	 Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dlmaksud pada ayat 2 (dua), maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan 
PARAPIHAK. 

PASALVIII 
PENUTUP 

1. 	 Hal - hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat "addendum" 
tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan 
keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditanda tangani dan dibubuhl cap lembaga 
masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjian ditanda tangani. 



PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
Universitas HKBP Nommensen 

PIHAK PERTAMA 
Sekolah Tlngal Theologia HKBP 

Pematangsiantar 

~-
Wakil Ketua I 

Pdt. Dr. Apeliften Sihombing 

Wakll Ketua IV 


Rektor 

SAKSI 

PIHAKKEDUA 
Universitas HKBP Nommensen 

M 

Dr. Hilman Pardede. M.Pd 
Wakll Rekt IV 

Deltan Fakultas Pslkologi 



NOTA KERJASAMA 

ANTARA 


UNIVERSITAS HKBP NOMl\fENSEN 

DENGAN 


UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA 


Nomor: 04IRektorllXl2017 
Nomor: 793IR/UKAW/SWS.21X.2017 

Pada hari ini Senin tanggaL tujuh bulan Agustus tabun dua ribu tujuh betas yang bertanda 
tangan dibawah ini : 

1. 	 Dr. Jr. Sabam Malau : Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di Jalan 
Sutomo No.4 A Med~ Swnatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk. dan atas nama 
Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 

2. 	 Frankie ,an Salean, SE., MP. : Rektor Universitas Kristen Artha Wacana 
berkedudukan di Jalan Adisucipto No. 147, Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 
dalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Artha Wacana untuk 
selanjutllya disebut PlHAK KEDUA. 

Bersepakat menjalin KeIjasama Kemitraan dalam rangka Pertukaran Mahasiswa Tanah Air 
NUBantara dalam Program PERMATA tahun 2017 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan 
yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 

Pokok Pekerjaan 


1. 	 PIHAK PERT AMA menugaskan 1 (satu) orang mahasiswa untuk mengikuti sejumlah 
perkuliahan selama satu semester, dan sebali1cnya menerima l(satu) orang mahasiswa 
untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada PIHAK 
KEDUA 

2. 	 Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa 
sebagaimana PasaJ 1 ayat 1 diatas ditetapkan rnelalui surat tugas masing-masing pihak. 

3. 	 Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi 
sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian 
tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa. 

Pasal 2 

Tujuan 


Tujuan PeIjanjian KeIjasama ini adalah untuk : 

1. 	 Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa PTS se 
Indonesia 

2. 	 Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se­
Indonesia 

3. 	 Mempersiapkan pemiropin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan 
kebangsaaan NKRI. 



4. 	 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas 
pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan. 

5. 	 Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se Indonesia 

Pasa13 

Ruang Lingkup 


Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : 

1. 	 Rekruitmen dan seleksi calon peserta PERMATA 
2. 	 Pengiriman mahasiswa PERMAT A dari PTS piliak Pertama ke PTS Pihak Kedua 
3. 	 Penerimaan mahasiswa PERMATA dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua 
4. 	 Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswadi 

PTS tujuan 
5. 	 Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke PTS asa1 
6. 	 Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa pennata di PTS tujuan 
7. 	 Hal-hal lain yang reJevan dan dianggap perIu 

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban Para Pihak 


1. 	 Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMAT A dan 
menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan 
baik 

2. 	 Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMA T A yang dinyatakan lulus seleksi 
oleh pihak Pertama 

3. 	 Pihak. Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokanJasrama 
selama mengikuti program PERMATA 

4. 	 Pihak Kedua waj ib m embantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses 
pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di PTS tujuan 

5. 	 Pihak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang 
melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan. 

6. 	 Pihak kedua wajib menerbitkan kartu basil studi sesuai pencapaian pembeJajaran 
peserta PERMATA 

7. 	 Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta permata untuk 
dicantumkan pada transkrip nilai ijazah. 

Pasal5 

Pembiayaan 


Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan 
PERMATA adalah : 

1. 	 Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMAT A dan dibayarkan di 
PTS asa1 masing-masing 

2. 	 Biaya Petjalanan dari PTS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas 
ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kemristekdikti. 



3. 	 Bantuan biaya bidup per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kernristekdikti yang besarnya sesuai dengan 
ketentuan Kemristekdikti 

4. 	 Biaya asramalpernondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedna (PTS 
tujuan) apabila sarana tersebut tersedia 

Pasal 6 

J angka Waktu 


Perjanjian Kerjasama ini b rlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PlHAK dan akan 
berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya 
dikerjakan. 

Pasal7 

Penyelesaian Perselisihan 


Apabila timbu lperbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama mi, 
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara rnusyawarah dan mufakat. 

Pasal8 

Penutup 


1. 	Hal-hal yang belum matur dalam Perjanjian Kerj asama ini akandiatur kernudian dalam 
bentuk: Addendum atas kesepakatWl Para Pihak dan meropakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; 

2. 	 PeIjanj ian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Jembaga rnasing-masing; 

3. 	 PeIjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dna) sesuai kebutuhan dan 
masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sarna, masing 
masing untuk Para Pihak.. 

Ditandatangani oleh: 

RektQr Universitas HKBP Nommensen 


i 
: 

~----'.. 
~n Saleao. SE., MP. ~=====~ . Ir . Sabam Malau 



--

NOTA KERJASAMA 

ANTARA 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
DENGAN 

UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA 

Nomor : 067lRektorlMoU/l0l2016 
Nomor: MoU.44S/REK-UKiP/l0I20J6 

Pada bari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu eDam belas yang bertanda 
tangan djbawah ini : 

1. 	 Dr. lr. Sabam Malau : Rektor Universitas HKBP Nommensen berkedudukan di 
Jalan Sutomo No. 4 A Medan Sumatera Utara., daJam hal ini bertindak untuk dan alas 
nama Universitas HKBP Nommensen untuk selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA; 

2. 	 Dian Mega Erianti Renouw, SU., MH. : Rektor Universitas Kristen Papua 
berkedudukan ill Jalan F. Kalasual Malanu, Sorong Papua Barat dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Papua untuk seJanjutnya disebut 
PDIAK KEDUi\. 

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan daLarn rangka Pertukaran Mabasiswa Tanab 
Air Nus8ntara dalam Program PERMATA tahun 2016 dengan mengoptimalkan prinsip 
kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 

Pokok Pekerjaan 


1. 	 PIHAK PERTAMA menugaskan sejumJab mahasiswa untuk mengikuti sejumlah 
perkliliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima sejumlah mahasiswa 
untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada PIHAK 
KEDUA 

2. 	 Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mabasiswa 
sebagaimana Pasal I ayat I diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing 
pihak. 

3. 	 Pada bagian akhir kedasarna, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil 
tudi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan 

capaian tersebllt untuk dicantllmkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa. 

Pasal2 

Tujuan 


Tuj uan Pedanjian Kerjasama ini adalah untuk : 

1. 	 Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mabasiswa PTS 
se Indonesia 

2. 	 Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mabasiswa se­
Indonesia. 
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3. 	 Mempersiapkan pemlmpin bangsa yang memi I iki karakter nasional yang berwawasan 
kebangsaaan NKRl. 

4. 	 Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk meTa akan dan memanfaatkan fasilitas 
pendidikan dan suasana akademik di PTS tujuan. 

5. 	 Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar PTS se Indonesia 

Pasal3 

Ruang Linglrup 


Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : 

1. 	 Rekruitmen dan seleksi cal on peserta PERMA T A 
2. 	 Pengiriman mahasiswa PERMA T A dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak Kedua 
3. 	 Penerimaan mahasiswa PERMAT A dari PTS pihak Pertama ke PTS Pihak kedua 
4. 	 Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembeJajaran mahasiswa 

di PTS tujuan 
5. 	 Pengirirnan kembali mahasiswa PERMATA ke PTS asal 
6. 	 Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa permata di PIS tujuan 
7. 	 Hal-ballain yang relevan dan dianggap perlu 

Pasal4 

Oak dan Kewajiban Para Pibak 


I. 	 Pihak. Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan 
menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMAT A dengan 
baik 

2. 	 Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMA T A yang dinyatakan lulus seleksi 
oJeh pihak Pertama 

3. 	 Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama 
selama mengikuti program PERMA T A 

4. 	 Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses 
pembelajaran dan kegiatan ekstra k.·urik1.l1er di PTS tujuan 

5. 	 Pihak kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang 
melakukan pelanggaran hukum akademik dan kesusilaan. 

6. 	 Pihak kedua wajib menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran 
peserta PERMA T A 

7. 	 Pihak pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta pennata untuk 
dicantumkan pada transkrip nilai Uazah. 

PasalS 

Pembiayaan 


Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan 
PERMA T A adalah : 

1. 	 Biaya SPP ditanggung oIeh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di 
PTS asa1 masing-masing 
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2. 	 Biaya PerjaLanan dari PTS asal ke PTS tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas 
ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelll:iaran dan Kemahasiswaan 
Kemristekdikti. 

3. 	 Bantuan biaya hldup tambahan sebesar Rp. 7.500.000, per mahasiswa per semester, 
ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti. 

4. 	 Biaya asramaJpemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak kedua (PTS 
tujuan) apabila sarana tcrsebut tersedia 

Pasal6 

Jangka Waktu 


Perjanjian Kerjasarna ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PmAK dan akan 
berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya 
dikerjakan. 

Passl 7 

Penyelesaian Perselisihal1 


Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesaJahpabaman dalam Perjanj ian Kerjasama ini. 
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakal 

Pasal8 

Penutup 


1. 	 Hal-hal yang belurn diatur daJam Pe~anjjan Kerjasama ini akan diatur kernudian 
dalam benhlk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan rnerupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Perjanj ian Kerjasama ini; 

2. 	 Perjanjian Kerjasama inj djlaksanakan secara kelembagaan dengan rnengbormati dan 
rnengindahkan peraturan dan ketentuan yang berJaku di lembaga masing-masing' 

3. 	 Pe~anjian Kerjasarna ini djbuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan 
mas ingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sarna, masing 
masing untuk Para Pihak. 

Ditandatangani oleb: 	 Ditandatangani oleh: 
Rektor Univp;~~ Rektor Universitas HKBP Nommensen 

a~~ 

,SH., MH. 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

Antara 

Akademi Keperawatan HKBP Balige 

Dengan 

Universitas HKBP Nommensen Medan 

Tentang 

Kerja Sarna Di Bidaog Tri Darma Perguruao Perguruao Tinggi 

(PeDelitian, Pendidjkan, daD Pengabilian Kepada Masyarakat, 


dan KegiataD Pengembangan Lainoya) 


Nomor : 118 !MoU/1X/2019 

NomoT : 0991R1MoU/lXJ2019 


Pada han ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan 
Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 Netty Panjaitan, .K.M.~ M.Kes. : Jabatan Direktur Akademi Keperawatan HKBP 
Balige yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Nomor: ~ ? 
101/SKlYK-HKBP/XIJ2016 berkedudukan di JaJan Gereja No. 17 Kecamatan BaJige iI\ 
Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi 
Keperawatan HKBP Balige, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PlHAK 
PERTAMA. 

2. 	 Dr. RaposaD Siallagan! S.H., M.H. : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nomrnensen 
Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan RektoI Nomor: 
066/SKIPn-UHKBPNIXIJJ2018 tertanggaJ 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak\J 
untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di lalan " 
Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai 
PIHAK KEDUA. 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut 
PARA PmAK danmasing-masing disebut PIHAK. 

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kelja Sarna untuk saling \ 
menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut 

Pasal ! 
Tujuan Kerja Sarna 

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi \ 
PARA PIHAK, Nota Kesepahaman ini diboat dalam rangka pengembangan kompetensl dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara 
PARA PIHAK untuk saling membantu daJam penyelenggaraan pendidikan, peneJitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
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PasaJ 2 
Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1 . 	 Penyelenggaraan~ pembinaan serta pengembangan keahl ian profesional dalarn ilmu 

peneHtian bersama; 
2. 	 Penyelenggaraan seminar, pelatihan; 
3. 	 Penyelenggaraan kegiatan psikotes untuk: penerirnaan mahasiswa barn, dan \I
4. 	 Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

Pasa] 3 
Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja sarna secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan 
dituangkan dalam Naskah Peljanjian Kerja Sarna (Memorandum of Agreement) yangL 
disetujui oleb PARA PIBAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Naskah \' 
Nota Kesepahaman (Memorandum 0/Understanding) ini. 

Pasal4 
Pembiayaan 

(1) 	Kegiatan-kegiatan yang akan diLaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan ~ l 
dibiayai dari dana yang reLevan dan PARA PIRAK, 'Y 

(2) 	 Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam Perjanjian Kerja 
Sarna tersencti ri (Memorandum ojAgreement). 

Pasal5 
Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai 
dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam PeIjanjian KeIja 
Sarna (Memorandum o/Agreement . 

Pasa16 
Jangka Waktu Pelaksanaan 

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktl1 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal \ ~ 
penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau ~ 
diakhiri atas persetujuanPARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 
masa berJaku Nota Kesepahaman ini berakhir. 

Pasal7 
Penyelesaian PerseUsihan 

(1) Apabila 	 dalam pelaksanaan kesepakatan kelja sarna ini, teIjadi perselisihan atau hI 
ketidaksesuaian pendapat antafa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEnUA maka akan ~v 
disele aikan secara musyawarah dan mufakat. 
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(2) Apabila penyelesaian perselisihan 	 tidak dapat diselesalkan seeara musyawarah dan t­

mufakat. maka pemutusan kesepakatan dapat dilalcukan eeara sab cukup dengan ~ f 
pemberitahuan dari PffiAK PERTAMA dan atau sebaliknya. ~ 

(3) Apabila teljadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas 
persetujuan PARA PDlAK. 

Pasa18 
Penotop 

(1) 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belurn diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIDAK dan akan dibuat 
'addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Nota 

Kesepahaman ini. \) 
(2) 	 Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-rnasing bermeterai "'\ 

cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani dan 
dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIBAK pada saat 
Nota Kesepahaman ditandatangani. 

pmAK PERTAMA PlHAKKEDUA 
Akademi Keperawatan HKBP niversitas HKBP Nommensen 

Balige, Medan 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

ANTARA 


BADAN PELAYANAN MARTURIA (BPM) HKBP DISTRIK-X MEDAN-ACEH 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
Nomor : / /BPM/MoU/tI/2018 


Nomor : 02/ R/MoU/Ii/2018 


Dengan Rahmat Tuhan Vang Maha Esa, pada harllnl Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan Pebruarl, Tahun 
Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dl bawah 101 : 

1. Pdt. Sunggul P. Sirait.,S.Th.,MM: Praeses HKBP Dlstrlk X Medan - Aceh, berkedudukan 
di Jalan Uskup Agung Sugiopranolo Nomor 6 Medan - Sumatera Utara, bertlndak untuk dan 
am nama Praeses HKBP Distrik X Medan - Aceh, selanJtnya dl dalam perjanjian kerJa sarna ini, 
dlsebut PIHAK PERTAMA. 

2. Dr. Ir. Sabam Malau : Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan 
di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 
Nommensen, untuk selanJutnya dl dalam perjanjian kerja sarna Inl, dlsebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendlrl-sendlrl disebut PIHAK dan secara bersama-sama 

disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerja sarna untuk saling 
menunjang pelaksanaan tugas masing-maslng PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasall 
TUJUAN KERJA SAMA 


Dengan tetap menglndahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA 


PIHAK, naskah kerja sarna Ini dlbuat dalam rangka pengembangan kompetensl dan penlngkatan 


kualltas Sumber Daya Manusia serta membina hubungan kelembagaan antar PARA PIHAK untuk 

saling membantu dalam penyelenggaraan pendfdikan, penefltfan dan pengabdian kepada masyaraka. 


Pasalll 
RUANG lINGKUP KERJA SAMA 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Inl meUputf: 
1. Pendidikan 
2. Penelitian dan 
3. Pengabdlan Kepada Masyarakat 



2. 	Nota Kesepahaman inl dibuat dalam rangkap 2 (dua) asll, maslng-masing bermeteral cukup dan 
keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, dltanda tanganl dan dlbubuhl cap lembaga 

maslng-maslng serta diberlkan kepada PARA PIHAK pada saat perjanjlan ditanda tangan!. 

PIHAK PERTAMA 

Rektor 

SAKSI: 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
Pengurus BPM HKBP DIstrlk XMedan-Aceh Universitas HKBP Nommensen 

-
Cst. Dr. Hilman Pardede., M.Pd. 

Ketua Umum 	 Wakil Rektor IV 

DIKETAHUI: 

Kepala Departemen Marturia HKBP 

J}! 
Pdt. Dr. Anna~Ch. Pangaribuan 

Kadep 

tas HKBP Nommensen 

arihot Sitan 



PERJAN.llAN KERJASAMA 

ANTARA 


PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

TENTANG 


PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA 


Nomor : 39S~ -WADKlKC/o1f2018 
Nomor 

Pacia hari ini SeDin~ tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu DeJapan Belas, (09-07-2018), 
bertempat di Med~ yang bertandatangan dibawah Uri: 

1. 	 Yosrif Mulyadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Persero), Tbk. Medan Putri 
Hijau, bertempat di Jalan Putri Hijau No 2 Medan, dalam hal ini bertindak daLam jabatannya 
tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kua a Khusus No. 15 tanggaJ 20 Mei 2 15 yang 
dibuat dihadapan Emi Susilowati,S.H. , Notaris di Jakarta, oJeh karena itu berdasarkan Anggaran 
Dasar Perseroan yang dimuat dalam Aleta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan 
Fathiah Helmi, S.H., Notaris ill Jakarta cian telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 
tanggaJ 25 Agusros 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah , perubahan 
Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. I tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan 
Fatbiab Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasamya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Admjnistrasi Badan H ukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 
April 20] 5 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353 bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat 
Indonesia (PeTsero) Tbk ber'kedudukan di Jakarta, Jalan lenderal Sudirman No 44-46 Jakarta Pusat 
10210, selanjutnya disebut PlRAK PERTAMA. 

2. 	 Dr.lr. Sabam 'Malau, selaku Rektor Universitas HKBP Nonunensen, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, seLanjutnya disebut sebagai PIDAK 
KEDUA. 

PllIAK PERTAMA dan PlliAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK 
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 

1. 	 Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Mil ik Negara yang bergerak di bidang 
perbankan dengan alah satu kegiatan usahanya adalah memberikan Kredit kepada debitur 
berpenghasilan tetap. 

2. 	Babwa PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan. 

3. 	Babwa PARA PIBAK bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pe~f t 



fasilitas kredit BRIGUNA oleh PIHAK PERTAMA kepada Pegawai PIHAK KEDUA. 

Sebubungan dengan bal-hal tersebut diatas, maka PARA PlliAK sepakat untuk membuat 
PeIjanjian Kerjasarna tentang Pemberian Fasilitas Kred it BRIGUNA (selanjutnya disebul 
Perjanp an) dengan angsuran bulanan melalui pemotongan gaji pegawai di lingkungan keJja 
Univer itas HKBP Nommensen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 

Pasa I 1 
RUANG LINGKUP KERJASAMA 

1. 	 PllfAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRlGUNA kepada para pegawai tetap di 
lingkungan keJja PlHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan 
oleh PIHAK PERTAMA. 

2. 	 PIHAK KEDUA bersedia untuk membayarkan Gaji para Pegawai PIHAK KED UA melalui 
Rekening Tabungan yang ada pada PIHAK PERTAMA. 

3. 	 PlliAK KEDUA bersedia untuk membantu PIHAK PERTAMA untuk membukakan Rekening 
Tabungan kepada para Pegawai PIHAK KEDUA sebagai tempat penampungan Gaji masing­
masing Pegawai. 

4. 	 PlliAK KEDUA sanggup dan bersedia lIntk: membantu PlliAK PERTAMA menagih Pegawai 
PlHAK KEDUA atas adanya Angsuran maupun Tunggakan Angsuran yang harus dibayar oleh 
Pegawai Pll-IAK KEDU A 

Pasa] 2 
PENGERTIAN 

1. 	 PEGAWAl atau disebut pula debitur adalah pegawai tetap di lingkungan PIHAK KEDUA yang 
memperoleb fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. 

2. 	 KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasiJan 
tetap, baik yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu 
instansi/perusalman, maupun pensiunan atau jandanya dan suatu instansi/perusahaan, yang 
mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan 

3. 	 ANGSURAN adalah angsuTan bulanan (pokok + bunga) yang dipotong daTi penghasilan dan hak­
hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upab., 
pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerirnaan Jainnya. 

4. 	 DAFTAR NOMINATIF TAGIRAN adalah daftar nominatif tagiban angsuran Kredit BRfGUNA 
yang berisi nama-nama pegawai dari PiliAK KEDUA yang menerima tasil itas Kredit BRIGUNA 
dari Pihak Pertama, yang terdiri daTi : Nomor Urut, Nomor Rekening, Nama Pegawai, dan Jumlab 
Angsu.ran. 

5. 	 SURAT KUASA POTONG GAll untuk selanjutnya disingkat SKPG adaJah Surat Kuasa 
benneterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pemotong Gaj ilUang Pensiun 
yang Ditunjuk daTi PlliAK KEDUA didalam memotong gaji para pegawai dari PIHAK KEDUA 
setiap bulannya guna keperlu.an angsuran Kredit BRIGUNA kepada Pll-IAK PERTAMA, yang 
mas. berl.kunya Sur.t Ku.s. tersebut sampai dengan Kredit BRlGUNA dari peg• ~_

b 
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bersangkutan lunas. 

6. 	 SORAT KUASA DEBET REKEN G adalah Surat Kuasa bennaterai cukup yang dibuat oleh 
Pegawai yang menerima Fasilitas Kredit BRIGUNA (DEBITUR) dan diberikan kepada PIHAK 
PERTAMA, untuk mendebet Rekening Simapanan Pegawai sebesar Angsuran Kredit BRlGUNA 
setiap bulannya ampai Kredit 1tmas. 

7. 	 AUTOMA77C FUNDS TRANSFER (AFT) adalah fasilitas pemindahbukuan dari Rekening Sumber 
Dana ke Rekening Tujuan Dana secara otomatis oLeh sistem dengan jumlah nominal dan priode 
tertentu . 

8. 	 AU[OMATIC GRAB FUNDS (AGF) adalah fusilitas menarik dana dari Rekening Tabungan atau 
Giro yang dipergunakan untuk pembayaran Angsuran Pinjaman. 

9. 	 JASA PEMOTONGAN GAJIlUANG PENSTUN adalah imbalan yang diberikan atas jasa 
pemotongan gaji/pensiun untuk pembayaran angsuran fasi litas Kredit BRlGUNA kepada PlliAK 
PERTAMA. 

Pasal3 
KEWA.JIBAN PIHAK KEnUA: 

1. 	 PlliAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada pegawai di lingkungan keJjanya yang 
memerlukan fasihtas Kredjt BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun pegawai yang dapat 
direkomendasikan adalah sebagai berikut : 

a. 	Pegawai tetap dari PlliAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SKPengangkatan Pegawai 
Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 

b. 	Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite ba~ 

c. 	Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmatilmenerima fasilitas kredit, baik daTi bank 
lain, koperasi maupun pihak lain manapun; 

d. 	 ApabiJa karena sesuatu hal yang tidak dapat dihindari pegawai yang bersangkutan 
dipindahtugaskan (mutasi din as), ke daerah/wiJayah lain atau instansi lain atau pegawai yang 
bersangkutan berhenti dari instansi/perusahaannya, malm PIHAK KEDUA wajib 
rnenginformasikan hal tersebut kepada PlliAK PERTAMA pada kesempatan pertama. 

e. 	Pegawai yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk membuat Surat Pernyataan benneterai 
cukup yang berisl kesediaannya untuk mempergunakan terlebih dahulu uang pensiunnya Uika 
berhak pensiun atau jika di lingkungan Pihak Kedua terdapat aturan pensiun bagi para 
pegawamya), uang pesangon maupun segala peDerimaan hak lainnya yang diterima oleh 
pegawai yang bersangkutan sebagai pembayaran atau pelunasan kreditnya kepada PlliAK 
PERTAMA, jika pegawai tersebut temyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK.) 
atau berhenti bekerja atas pennintaan pegawai sendiri sebelum fasilitas Kredit BRIGUNA yang 
diperoleh dari PlliAK PERTAMA ctimaksud lunas; 

f 	 Serta memenuhi persyarataniketentuan Kredit BRIGUNA Laiunya yang berlaku dan ditetapkan 
oleh PlliAK. PERTAMA. 

2. 	 PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PlHAK PERTAMA daftar pegawai yang mengajukan 
permohonan fasililas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PlHAK~Al 1 



tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing pegawai kelengkapan berkas pennohonan Kredit 
BRIGUNA, meliputi : 

a. 	Foto copy KTP suamilisteri dan Kartu Keluarga. 

b. 	 Asti SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisisr 
oleh pimpinan instansj/perusahaan tempat calon debitur bekeIja. 

c. 	 Rekomendasi dari pirnpinan instansilperusahaan. 

d. Daftar Perincian Gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian gaji 
tersebut. 

e. 	 Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kepada pihak lain yang diperoleh pegawai, elain 
yang diperoleh dari PlliAKPERTAMA. 

f. 	 Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Pemotong GajiJUang Pensiun yang Ditunjuk yang 
menyatakan tentang kesanggupan untuk memo tong gaji pegawai setiap bulannya sebagai 
angsuran, dan selanjutnya menyetorkannya ke PlliAK PERTAMA sebagai angsuran. 

g. 	 Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG). 

h. 	Surat Kuasa Debet Rekening. 

1. 	 Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. 

3. 	 Dalam hal SK rnilik pegawai hilang sebingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat 
menyerahkan asli SK untuk mernenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerabkan SK Pengganti 
yang dapat berupa tindasanltembusan atau seJenis Surat Pemyataan dari Pibak Kedua mengenai 
kebenaran hiJangnya SK pegawai yang ber angkutan. 

4. 	 PIHAK KE UA memberikan keterangan yang sebenar-benamya mengenai segal a sesuatu yang 
berhubungan dengan keadaan pegawai hak-hak pegawai (hak pensiun, cuti, perumahan hari tua 
dll), termasuk keterangan ji a terdapat pinjaman pegawai terse but pada Koperasi, Bank maupun 
lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari PllfAK PERTAMA 

5. 	 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepeouhnya terhadap kelancaran pengembalian Kredit 
BRIGUNA dan keseJuruhan pegawainya kepada PlliAK PERTAMA, tennasuk pula keterbban 
dan kelancaran pernotongan gajl oleh Pemotong GajifUang Penslun yang ditunjuk untuk 
selanjutnya disetorkan kepada Pll-IAK PERTAMA sebagai angsuran setiap bulannya sampai 
dengan k:redit lunas. 

6. 	 PIHAK KEDUA berts.ngguog jawab sepenubnya bahwa Pemotong GajilUang Pensiun yang 
Ditunjuk: akan selaJu memotong setiap bulannya gaji para pegawai yang menikmati fasilitas Kredit 
BRIGUNA tanpa terkecuali sebagai angsuran, termasuk ketertiban kelancaran penyetoran 
angsuran tersebut setiap bulannya kepada PIHAK PERTAMA. 

7. 	 PllIAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab b~wa Pegawai yang menikmati Fasilitas 
Kredit BRIGUNA akan menyampaikan ural Pernyataan bermeterai cukup kepada PffiAK 
PERTAMA, yang menyatakan : 

a 	 Kesanggupan dan Kesediaan Pegawai untuk dipotong gaji setiap bulannya yang berada pada 
Rekenig Simpanannya untuk Pembayaran angsuran Kredit BRIGUNA. 

b. 	Kesanggupan dan Kesediaan Pegawai untuk mempergunakan Uang Pensiun, u.n~;, 1 



maupun segaJa penerimaan Hak lainnya yang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan terlebih 
dahulu untuk Pembayaran Angsuran maupun Pelunasan Kredit BRIGUNA 

8. 	 PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila pegawai penerima fasilitas 
Kredit BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas 
pennintaan pegawai sendiri, maka akan mendahulukanimempriorita kan penerimaan pensiun, uang 
pesangon maupun segal a penerimaan bak lainnya yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan 
untuk diperhitungkan dengan sis a kreditnyaJsisa kewajibannya yang masih ada di PlHAK 
PERTAMA. 

9. 	 PfHAK KEDUA memberikan ~jin kepada pegawai yang ber angkutan (jika memang diperlukan 
ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Ash 
SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama pegawai yang bersangkutan untuk: disimpan d.i PlliAK 
PERTAMA sampai dengan kredit lWlas. 

10. PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif pegawai instansi yang bersangkutan, maupun 
perubabannya. Daftar nominatif diketahui o]eh KepaIa instansilperusahaan atau pejabat yang 
berwenang. 

11. 	 PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan 
PiliAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para 
pegawainya, termasuk pula mengij inkan kepada PlliAK PERTAMA untuk. meneliti 
keadaanlkondisi dari masing-masing pegawai dimaksud apabila PffiAK PERTAMA 
memerlukannya. 

12. PTIIAK KEDUA menginstruksikan kepada para pegawai pemohon Kredit BRlGUNA untuk 
membuat Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) bcrmeterai cukup dan memenuhi ketentuan yang 
berlaku yang selanjutnya diberikan kepada Pemotong GajilUang Pensiun yang Ditunjuk guna 
keperluan pemotongan gaji para pegawai tersebut setiap bulannya sebagai angsuran sampai 
dengan kredit lunas. 

PA AL4 
HAK-HAK pmAK KEDUA 

Mengetahui disetujui atau alasan ditolaknya permobonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI 
PllIAK KEDUA oleb PIHAK PERTAMA. 

PASAL5 

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 


1. 	 Memberitabukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para pegawai 
pemobon Kredit BRIGUNA dilingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal 
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PffiAK K~D()A dan/atau para pegawainya ter ebut 
berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA . 

2. 	 Memproses setiap pennohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para pegawai di lingkungan 
PTIIAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan 
persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleb pam pegawru f 
dimaksud. ~l · 



3. 	 Mengirimkan kepada PlliAK KEDUA Daftar Nominatif Tagihan Angsuran Kredit BRlGUNA 
daTi para pegawai dj lingkungan PlliAK KEDUA setiap bulannya. 

PASAL6 
HAH-BAR PIHAK PERTAMA 

] . 	 Menyetujui atau menolak permobonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telab ruajukan oleh 
pegawru di lingkWlgan Pll-IAK KEDU A 

2. 	 Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk: peninjauan langsung ke lapangan) terbadap 
kebenaran data para pegawai pemohon Kredit BRIGUNA ru lingkungan PIHAK KEDUA serta 
meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenaj keadaan 
para pegawai dimaksud. 

3. 	 Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Krerut BRIGUNA, baik persyaratan yang 
diberlakukan kepada PIRAK KEDUA maupun kepada para pegawainya sesuai ketentuan yang 
berlaku di PlHAK PERTAMA. . 

4. 	 Mendapatkan prioritas utama dan pertaIna untuk memperoleh p mbayaranlpelW1asan Krerut 
BRIGUNA dari masing-masing pegawai di lingkungan PIRAK KEDUA yang menerima fasilitas 
Kredit BRIGUNA , maupun menetapkan Iangkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam 
rangka kelancaran pembayaran/peJunasan Kredit BRlGUNA tersebut apabila terjadi kondisi 
seperti yang tersebut pada pasal 3 ayat (8), Perjanjiao Kerjasama ini, maupWl terjadinya 
keadaaanikondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan 
PIHAK PERTAMA atas angsuran !<redit BRlGUNA daTi pegawai ru lingkungan PlliAK KEDUA. 

P SAL7 
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT BRIGUNA 

1. 	 Pada masing-masing rekening tabungan Pegawai PlliAK KEDUA yang ada pada PllIAK 
PERTAMA yang merupakan rek Ding penampungan pembayaran gaji dari PIHAK KEDUA akan 
dipasang fasilitas AFT atau AGF dengan persetujuan dari pemjIik rekening (pegawai) yang 
dibuktikan dengan Surat Kua a Debet Rekening. 

2. 	 Dengan dipasangnya fasilitas AFT atau AGF di masing-masing Pegawai, maka pembayaran atas 
angsuran Kredit Briguna masing-masing Pegawai akan terdebet secara otomatis setiap bulannya. 

3. 	 Jumlab nominal pendebetan otomatis atas angsuran Kredit BRIGUNA Pegawai adalah sesuai 
dengan Daftar Nominatif Tagihan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PlllAK 
KEDUA 

4. 	 Apabila angsuran Krerut BRIGUNA telab dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, PlliAK 
KEDUAJdebitur diberikan tanda terimalBukti Setoran Angsuran Pinjaman sebagai bukti 

pembayaran angsuran !Credit BRIGUNA. b-/ f 



PASAL8 
JASA PEMOTONGAN GAJIIUANG PENSIDN 

1. 	 PIHAK PERTAMA memberikan Ja5a Pemotongan Gaj ilUang PensiuD kepada PEMOTONG 
GAJIlUANG PENSIUN YANG DITUNJUK atas pembayaran angsuran fasilitas Kredjt 
BRTGUN kepada PIRAK PERTAMA. 

2. 	 Besamya Jasa Pemorongan Gajil Uang Pensiun dan tata cara pembayaranoya tunduk kepada 
peraturan dan ketentuan yang berJa1.'U di PIHAK PERTAMA dan disetorkan ke rekening 
Universitas HKBP Nommensen Cq Dana Pensiun Dosen dan Pegawai No. Rekening BRI : 0053­
01-003925-30-9. 

PASAL9 
JAMINAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN 

Yang dijadikan jaminan dan agunan Kredit BRIGUNA adalah : 

a. 	 Penghasilan debitur berupa gajiJupah, hak-hak lainnya selaku pegawailpekerja yang diterima setiap 
bulannya oleh masing-masing debitur. 

b. 	 Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh debitur dan Pll-IAK KEDUA dalarn hal debitur 
pensiun, dipercepat pensiunnya atau diberbentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai 
sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan 
masa kerja. 

c. 	 Penghasilan dan hak-bak lain milik debitur. 

d. 	 Apabila djperJukan dapat pula dimintakan jaminan tambahan berupa antara lain kendaraan 
bennotor, tanah , tanah dan bangunan mitik pegawai yang bersangkutan, namun hal ini bukan suatu 
keharusan. 

Dalam mendukung peJayanan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit 
BRIGUNA , antara lain : 

a. 	 Asli SK Pengangkatan Pertama Pegawai dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan masing-masing 
pegawai tersebut, maupun SK/Surat Kepegawaian lainnya yang dianggap periu oleh PIHAK 
PERTAMA yang untuk selanjutnya masing-masing Asli SK Kepegawaian dimaksud disimpan eli 
PlliAK PERTAMA sampai dengan kreelit lunas. 

b. 	 Tindasan Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dari masing-masing pegawai tersebut yang aslinya 
diberikan dan disimpan oJeh Pemotong GajilUang Pensiun yang Ditunjuk yang bersangkutan. 

PASALIO 
TANGGU G JAWAB KER GlAN 

1. 	 Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUAdaiam hal ini oleh debitur, 
Pemotong Gaj i/Uang Pensiun yang Ditunjuk maupun Piliak Kedua Jainnya menjadi tanggung 
jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan seJak 
terjadinyaltimbulnya kerugian. ~ 1 



2. 	 Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertaIna menjadi tanggungjawab PTHAK 
PERTAMAdan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinyaltimbulnya 
kerugian. 

3. 	 Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalajan Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing­
masing pihak sesuai dengan bobot keJalaian dan akan ctitentukan ecara mLlsyawarah. 

PASALIO 

TANGGUNG JAWAB KERUGlAN 


1. 	 Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PlliAK KEDUAdaiam hal ini oleh debitur, 
Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk maupun Pillak Kedua lainnya menjadi tanggung 
jawab masing-masing yang bersanglrutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
teJjadinyaitimbulnya kerugian. 

2. 	 Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian pihak pertama menjadi tanggungjawab PiliAK 
PERTAMAdan harus diselesaikan paling Lambat I satu) bulan sejak terjadinyaltimbulnya 
kerugian. 

3. 	 Kerugian yang timbuJ sebagai akibat kelalaian Para Pibak akan menjadi tangguog jawab rnasing­
rnasing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan seeara musyawarah. 

PASALI 

PENYELESAIANKREDIT BRIGUNA BERMASALAH 


Apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya 
sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama seperti terlambat idak melimpahkanlmenyetorkan 
ang uran Kredit BRTGUNA kepada PffiAK P RTAMA , maka akan ditempuh langkah-Iangkah 
sebagaj berikut: 

a. PlliAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedurltata cara penyelesaian 
tunggakan Kredit BRIGUNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PrnAK PERTAMA. 

b. Dalam hal pemberian fasilitas kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban 
turnt mengupayakan penyelcsaianan kewajiban sesuai yang tclah dipeljanjikan berdasarkan 
perjanjian ini sampai dengan berakhimya kewajiban masing-masing pihak. 

P SAL12 

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA 

1. 	 Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhltung sejak ditanda tangani 
oleh Para Pihak, dan berakh.i.r apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh. PlHAK 
PERTAMA kcpada para pegawai di lingkungan PIHAK 'KEDUA telah lunas danlatau dinyatakan 
1 unas secara tertulis oleh Pihak Pertama. 

2. 	 Apabila salah satu pihak bennaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasamaini, maka pihak 
yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak 
lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 hulan sebelum tanggal pemutusan PeIjanjian 
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Kerjasarna yang diinginkannya. 

3. 	 Pernutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif 
setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak Jainnya. 

4. 	 Perjanjian KeIjasarna ini dapat berakbir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan 
perundang-undangan danlatau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan 
berlangsungnya Perjanjian Kerjasarna ini . 

5. 	 Dalam hal PeIjanjian KeIjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pibak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dirnaksud dalam ayat 4 diatas, 
maka pengakhiran PeIjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing­
masing pihak yang belwn diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum PeIjanjian 
KeIj asama ini berakhir. 

PASAL 13 

PENYELESAlAN PERSE ISmAN 


1. 	 PeIjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukurn dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia 

2. 	 PARA PUIAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisiban yang timbul sebubungan dengan 
pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari. 

3. 	 Apabila dengan cara musyawarab dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak 
tercapai , maka PARA PffiAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 
Pengadilan Negeri Medan 

4. 	 Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PlliAK memilih tempat kedudukan hukum 
(domisili) yang tetap dan umwn di Kantor PengadiJan Negeri Medan. 

PASAL14 

LAIN -LAIN 


1. 	 Setiap terjadlnya pergantian p~iabat yang bertindak rnewakili PTHAK KEDUA maupun yang 
mewakili PD-IAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong 
Gaji/Uang Pensiun yang DitW1j uk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai yang 
menikmati fasilitas Kredit BRlGUNA dimaksud, atau pejabatJpetugas di Para Pihak yang 
berkaitan langsung maupun tidak Jangsung dengan pemberian fasilitas kredit ini, maIm secara 
otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke PejabatJPemotong GajifUang 
Pensiun yang DitunjukJPetugas Penggantinya (Pejabat/ Pemotong GajifUang Pensiun yang 
Ditunjuk/Petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian keIjasama ini adaJah pada 
tugas dan tanggllngjawab yang melekat pada jabatafl berdasarkan Surat Kuasa atau Surat 
Penunjukan ISurat Kuasa dan PerusahaanlInstansi dan bukan pada pribadi pejabat. 

2. 	 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun 
perubahan yang perlu dilakukan terhadap PeIjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas 
dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, bajk dalam bentuk surat menyurat antara Para 
Pihak atau dituangkan dalam peIjanjian keIjasama tambaban (addendum) atau dal~ntuk 
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Jainnya yang rnerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama 
ini. 

PASAL 15 

PENUTUP 


1. 	 Surat rnenyurat, dokumen-dokwnen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian 
kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama 
lfil. 

2. 	 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan 
ditanda tangani oleh Para Pilial<, erta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. Rangkap pertama 
dipegang oleh PlliAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh Pll-lAK PERTAMA. 

tf PIHAK PERTA~ 

(YUSRIF MULYADI) 

PEMIMPIN CABA G 


BRIKANCAMEDAN PUTRI IDJAU 


DR. ffi. SABAM. MALAU 

REKTORUHN 




NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

ANTARA 

DEPARTEMEN MARTURIA 

HURtA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) 
PEARAJA TARUTUNG 

DAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
TENTANG 

KER.JA AMA DIBIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI 

(penelitiao, Pengaj~ dan Pengabdian Kepada Masysrakat) 

Nomor : 833IL19IMoUIVl1I2019 
Nomor: 87lR1MoU/VIII2019 

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tujuh Belas Bulan JuJi Tabun Dua Ribu Sernbilan Belas (17-07­
2019) kami yang bertandatangan di bawah ini: 

1. Pdt. Dr. ANNA CH.YERA PANGARIBUAN: Jabatan Kepala Departemen Marturia Huria 
Kristen Balak Protestan (HKBP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen 
Marturia HKBP, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Pearaja - Tarutung -Kabupaten; 
Tapanuli Utara, selanjutnya daIam Nota Kesepahaman ini disebut pmAKPERTAMA. 

2. 	Dr. HAPOSAN STALLAGAN., SH., MH: Jabatan Rektor Universitas HKBP 
Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 
066/SK/Pn-UHKBPN/XllJ2018 tertanggal 10 Desemher 2018 dalam hal ini bertindak. 
untuk dan alas Dama Univel'8itas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomot 
No.4 A Medan, yang selanjutnya daJam Nota Kesepahaman ini disebutsebagai PIHAK 
KEDUA. 

PlHAK PERTAMA dan PDIAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan 
secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Setemsnya PARA PIHAK menyatakan J 
sepakat dan setuju mengadakan KeIja Sarna untuk saling menunjang peLaksanaan tugas f 
masing-masing PlHAK dengao ketentuan sebagai berikut: 

Pasall 
Tujuan Kerja sama 

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang4 undangan yang berlaku 
bagi PARA PmAK, naskah kesepahaman ini dibuat daIam rnngka pengembangan 
kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan 
kelembagaan antara PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan r 
pendidikan. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan untuk Pengembangan 



Kompetensi Sumberdaya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Revisi Buku Logu~ 
PeJatihan Musik dan Song Leader, dan menyanyikan Buka Ende dalam Bentuk Koor , ­
Gabungan. 

Pssal2 
Rang Lingkup 

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Wi meliputi: 
1. Kegiatan Revisi Buku Logu HKBP, 
2. Penyelenggaraan kegiatan seminar pelatihan, musik dan Song leader V 
3. Penyelenggaraan kegiatan Koor Gabungan Lagu Buku Ende HKBP.dan 
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

Pasal3 
Pelaksansan 

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun 
dan dimangkan dalam Naskah Perjanjian Ketja Sarna (Memorandum of Agreement) yang........--­
disetujw oleb PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Naskah No~ 
Kesepabaman (Memorandum ofUnderstanding) ini. 

PasaJ 4 
Pembiays8n 

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahamanini akan dibiayai 
dari dana yang relevan dari PARA PlBAK, 

2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjiankerja samr 
tersendiri (Memorandum ofAgreement). 

Passa 5 
Korespondensi 

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sebubungan 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib memberitahukan secara tertuIis melalui JV 
jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai' 
berikut: 
a Departemen Marturia HKBP 

Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung 

Nama : Pdt. Dr. Anna Ch. Vera Pangaribuan 

Jabatan : Kepala Departemen Marturia HKBP 

Kontak : 0811-6253-033 

Alamat : Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung 


b. 	 Universitas HKBP Nommensen 
Jalan Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 
Nama : Junita Batubara.. S.Sn. M.sn., Ph.D 
Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni UHN Medan 
Kontak. : 0811-648~026 
Alamat : 1a1an Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Timur. Kota M~ 

Sumatera Utara 



Pasal6 
Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai 
dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja r 
sarna (Memorandum of Agreement).	 . 

Pasal7 
Jangka Waldu Pelaksanaan 

(1). Nota Kesepahaman ini berlaku untukjangka waktu 4 (empat) taboo terhitung sejak tanggal 
penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhlr dan dapat diperpanjang 
atau diakh.iri a135 persetujuan PARA PIBAK, 

(2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman inj sebelum Y 
jangka waktu sebagai mana di rnaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lam bat 30 (riga puJuh) hari 
kaIender sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir. 

PasalS 
Penyelesaian Perselisihan 

I. 	Apabila da1am pelaksanaan kesepakatan keIja sarna ini terjadi perselisihan atau 
ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan 
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 

2. 	Apabila penyelesaian perselisihan tidak clapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 
maka pemutusan kesepakatan clapal diJakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan darif" 
PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya 

3. ApabiJa terjadi pemutusan kesepakatan sebagai 	mana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan 
PARAPlBAK. 

Pasal9 
KeteDroan Lain 

1. 	 Hak Pengelola keuangan di URN sepenuhnya menjadi wewenang Kampus, 
2. 	 Bmnding adalah memakai Nama URN untuk kerja sarna program Studi Seni Musik 

dengan Departemen marturia HKBP, 
3. 	 Dosenyang ditunjuk dalarn proses keIja sarna telah !Jlendapatkan persetujuan dari pihak()/' 

UHN, 
4. 	 Hal-hal yang lainnya akan diatur lebih mendetail di dalam Naskah Kerja Sarna 

(Memorandum of Agreement). 



PasallO 
Peoutup 

1. Hal-hal 	yang bersifat melengkapi dan belurn diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian alas dasar persetujuan PARA PlliAK dan akan dibuat "addendum' 
tersendiri yang akan merupakan bagian yang tiela terpisahkan dari NotaKesepahaman ini.1tI/ 

2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masin-masing bermeterai cukup¥ 
dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditanda tangani dan dububuhi cap 
lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota 
Kesepahaman ditandatangani. 

Pihak. Pertama, 	 Pihak Kedua. 
a.n. Ephorus HKBP 	 runiversitas HKBP Nommensen 

Departemen Marturia HKBP, Medan. 
Pearaja Tarutung, 

oa. Ch. Vera Pangaribuan 

Kepala Departemen 


Saksi: 

intor M Sitaoggang 
Sekretaris 



NOTA KESEP AHAMAN 

(MEMORA.~UM OF UNDERSTANDING) 
ANTARA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATEN TOBA SAMOSm 

PROVlNSI SUMATERA UTARA 
DAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 

Nomor: 03A!DPRD!2017 

Nomor: 77/R/Mo U/VI 1/2017 

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Pu luh Delapan, Bulan Juli, Tahun Duo Ribu Tujuh Belas. 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. 	R • . BOIKE PASARIBU Selaku KetlJa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir, 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Krlbl.l~)aten Toba Sarnosir.; herkedudukan di Balige, Jalan Sutomo 

Nomor : 01 Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir-Sumatera 

Utara, selanjutnya disebut: PIHAK KESATU. 

2. Dr. lr. SABAM MALAIJ Selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Medan, 

Jalan Sutomo No. 04A Medan Sumatera Utara, selanjut disebut: PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama di sebut: PARA PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan : 

a. 	 Bahwa PIHAK KESATU adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir Provinsi 

Sumatera Utara yang memiliki komitmen dan program da!am mensejahterakan masyarakat Kabupaten Toba 

Samosir. 

b. 	 Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lernbaga Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi 

sebagai tugas pokok yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Berdasarkkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman 


(Memorandum of Understanding), sebagai bentuk Kerja Sama yang saling menguntungkan PARA PIHAK, dengan 


ketentuan sebagai berikut; 


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 


da!am rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir, Naskah Akademik 


dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 


1. 	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan 

Kabupaten Daerah Tingkat \I Mandailing Natal (Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia !'Jomor 3794); 

2. 	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 

5234); 

3. 	 Undang-Undang f\Jomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5679); 



4. 	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahlln 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

NC'mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

5. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). 

Pasall 


MAKSUD DAN TUJU'AN 


(1) 	 Maksud dan Tlijuan Nota Kesepahaman (Memoralildum of Understanding) ini adalah: 

a. 	 Untuk meningkatkan Koordinasi dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba 

Samosir dengan Universitas HKBP Nommensen Medan dalam rangka Proses Penyusunan Naskah 

Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir . 

b. 	 Sebagai Landasan bagi Kerja Sama Operasional (Memorandum of Agreement) dalam rangka Penyusllnan 

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir, Naskah Akademik dan Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Toba Samosir, maupun Masyarakat, serta Perguruan Tinggi. 

(2)'. 	Tujuan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini adalah: 

a. 	 Untuk meningkatkan Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Tugas Pokok dan 

Fungsi Kelembagaan PARA PIHAK. 

b. 	 Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk Menyusun Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta prin.sip 

hak azasi manusia dan kesetaraan gender. 

Pasa! 2 


RUANG lINGKUP 


Rliang Lingkup Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini meliputi : 

a. Bidang Pembahasan Ranperda Kabupaten Toba Samosir, tentang: 

(1). Rencana Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir; 

(2). Penyusunan produk hukum daerah; 

b. Bidang Konsultasi dan Koordinasi Badan Pembentukan produk hukum daerah; 

c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan; 

d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK; 

Pasal3 


PELAKSANAAN 


(1). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini dimaksudkan sebagai Dokllmen yang terdiri dari 

Ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan Kerja 

Sama Agreement (MoA); 

(2). 	 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini secara hukum tidak menimbulkan Hak dan 

kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai 

Teknis dari Kerja Sama (Memorandum of Understanding) ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama 

(Memorandum of Agreement) antar PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota 

kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini; 

(3). 	 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, akan 

dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. 



Pasal4 
PEMBIAYAAN 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan Program Kerja yang disepakati 

bersama PARA PIHAK dengan mempertimbangkan Kemampuan dan Anggaran PARA PIHAK serta Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

PasalS 

JANGKA WAKTU 

(1). 	 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, 

terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan PARA 

PIHAK; 

(2). 	 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) ini sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 

diakhirinya Nota Kesepahhaman (Memorandum of Understanding) ini; 

(3). 	 Dalam hal tidak diketahui atau diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak 

dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, maka Nota Kesepahaman 

(Memorandum of Undestanding) ini, akan diakhiri sejak diketahui dan atau diberlakukannya Peraturan 

Perundang-undangan dimaksud tanpa terkait ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini; 

(4). 	 Dalam hal Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini berkahir dan tidak diperpanjang lagi atau 

diakhiri, baik karena Permintaan Tertulis salah satu Pihak atau karena alasan lain, maka Pengakhiran Nota 

Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama 

(Memorandum of Agreement) yang telah dibuat berkaitan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman 

.(Memorandum of Understanding) ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak 

sesuai Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) . 

Pasal7 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila timbul Perbedaan Pendapat dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding) ini, 

maka PARA PIHAK sepakat untuk meyelesaikannya secara Musyawarah dan Mufakat. 

Pasal8 
PENUTUP 

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, akan diatur lebih 

lanjut dalam bentuk Addendum atas Kesepakatan PARA PIHAK dan akan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini. 

(2). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini" dilaksanakan dengan menghormati dan 

mengindahkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

(3). Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini, dibubuhi Materai dan dibuat rangkap 

2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 


-"".:;:;;:.UI:~~I" PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 




NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

Antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 


PROVINSI SUMATERA UTARA 

Dengan 


UNIVERSITAS IIKBP NOMMENSEN MEnAN 


Tentang 

Optimalisasi Kemitraan 0 lam Peningkatan Program 

Kerja Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera 


Utara dan Universitas BKBP Nommensen Medan 


Nomor : 021PKlDPRD.SU12020 

NomoI" : 1131R1MoU1IV12020 

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan April taboo 2020 , ka:mi yang bertanda tangan 

di bawah ini : 

1. 	On. Baskami Ginting Ketua Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 

No. 5 Medan., Sumatera Utara. yang selanjutnya 
dalam dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai 

PIHAKPERTAMA; 

2. 	 Dr. Hapo an Siallagan, S.D., MaR: Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan yang 

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan 
Rektor Nomor: 066/SKfPn-UHKBPN!XIIJ2018 

tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen 

Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A 

Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman 

ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIKAH KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 

Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja PARA PIHAK, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasal ! 

Tujuan 


Nota Kesepabaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan 

program kerja PARA PIBAK. 

I I lIl"r n 11111 I tJ r I nding 
DPRD Propsu - URN MEDAN 

UHN MEDAN DPRD PROPSU 



Pasal2 

Ruang Lingkup 


Ruang Lingkup Nota Kesepabaman ini meliputi : 
1. Bidang Pendidikan; 
2. Bidang Pertanian; 
3. Bidang Kesehatan; 
4. Bidang Lingkungan dan Pelestarian Alam; 
5. Bjdang Industri; 
6. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan' 
7. Bidang Kajian Wanita; 
8. Bidang Kajian Perundang-undangan; 
9. Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya; 
10. Bidang Sumber Daya Manusia; 
11. Bidang Politik; 
12. Bidang Pertambangan dan Energi; 
13. Bidang Penataan dan Pengawasan serta Pengembangan Wilayah' 
14. Bidang Pemerintahan: 
15. Bidang Keuangan, Perpajakan dan Asset; 
16. Bidang Ketenagakerjaan' 
17. Bidang Agama; 
18. Bidang Transportasi. 

Pasa13 

Pelaksanaan 


Nota Kesepabaroan ini merupakan Induk dati Perjanjian Kerja Sarna yang dibentukldisusun untuk 
setiap bidang keIja sarna yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan peTjanjian teknis 
yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja PARA PIHAK. 

PasaJ 4 

Pemhiayasn 


Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama 
yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. 

PasalS 

Organisasi 


Organisasi Nota Kesepabaman ini dirincildisusun di dalam PeIjanjian Kerja Sarna untuk setiap 
kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK. 

Pual6 

Jangka Waktu 


Nota Kesepahaman ini berlaku hingga tahun 2025 terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh 
PARA PIHAK dan dapat diperpanjangldiperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK. 

2 I I It I • J t n II t r t. II dill ' 
OPRD Prop u - UHN MEOAN 

UHN MEDAN DPRD PROPSU 



Pasal7 

Penyelesaian Perselisihao 


Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman 
ini, PARA PmAK sepakat untuk menyelesaikannya secara muswarab dan mufakat 

Pasa) 8 

Lain-Lain 


1. 	 Hal-hal yang belwn diatur daJam Nota Kesepabaman in4 akan diatur kemudian dalam 
addendum atas kesepakatan P AHA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dati Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepabaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

Pasal9 

Penutup 


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sarna bunyinya, 
benneterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna untuk PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA 	 I~IHAK KEDUA 4, 
Dewan PerwakiJao Daerah UD~rsitas HKBl» NomoleDseo 
Jro,,-nsi Sumaten Utara Medan .'::;:;.-:­ ,t«'\\l~ ' 

( E..._'r; _~ 

Ketua Rektor 

31 llll lnouUl (I Itd·r.t nding 
DPRD Propsu - URN MEDAN 

I g;rEDAN IDPRD PROPSU I 



NOTA KESEPAHAMAN 


91/Ho~/\Z./V\lI2.019Hornor: 
264/SK/FHCl/vn/2019 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha £sa 

dan didasari oleh ketnglnan untuk saling menunjang 


dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara RepubUk Indonesia, 

maka yang bertanda tBngan d1 bawah tnl: 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

dan 

FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA 

Sepakat mengadakan kerja sarna Progntm MaganH Mahasfswa Bersertiflkat (PMMS) dan saling . 
menunjang dalam melaksanakan tugas kedua betah pthak, sesuai dengan fungst dan kewenangan 

mastng-masing. 

Pelaksanaan maganH tnt berjangka waktu minimal 6 Bulan. Hal-hal yang menyanHkut ttndak lanjut 

kerja sarna Inl, dtatur clan dituangkan dalam Perjanjtan Kerja Sarna tersendfri antara Perguruan 

Tinggt dan BUMN seTta merupakan satu kesatuan dan belgian, yang tidak terptsahkan dan Nota 


Kesepahaman tnt. 


Kerja sarna akan berlaku untuk jangka waktu 5 (Uma) tahun, sejak Nota Kesepahaman Inl 

dltandatangant dan akan dtevaluasl settap 1 (satu) tahun sekaU secara bersama-sama oleh kedua 

belah pthak. Kerja sarna tnt dapat diperpanjang kembalt dengan persetujuan kedua belah pthak. 


Nota Kesepahaman tnt dftan<iatangani dt Jakarta pada tanggat 23 Jult 2019 

dfbuat dalam rangkap 2 (dua) aslt, mastng-masins bermeterai cukup 


dan mempunyaf kekuatan hukum yang sarna. 


FORUM HUMAN CAPITAL INDONESIA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
K£TUA UMUM, ~KTOR, fZ 

Herdy It. Harman 



Memorandum of Understanding 

between the 

I HOCHSCHULE 
Fl:JR KIRCHENMUSIK 
HERFORD WIDEN 00 

EVANGELISCHE 
POPAKADEMIE 

University College for Church Music of the EKvW 
/ Evangelical Pop-Academy 

Herford / Witten, 

the 

United Evangelical Mission (UEM) 
- Communion of Churches lin three continents 

Wuppertal 

and the 

University of HKBP Nommensen 
Medan 

1. 	 The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote the educational and 

academic cooperation between University of HKBP Nommensen (herein referred to as 

UHN), the University College for Church Music of the EKvW/ Evangelical Pop-Academy (herein 

MOU 1/2 



referred to as UCCM) and the United Evangelical Mission (UEM). 


UHN, UCCM and UEM agree to try their best to achieve the following objectives: 


(1) 	 Promoting institutional exchange by inviting faculty and staff to participate in joint 

research proj ects; 

(2) 	 Promoting the exchange of essays, publications, theses and information related to the 

research; 

(3) 	 Promoting dual degree program; 

(4) 	 Promoting student exchange program. 

2. 	 In -accordance with the principle of mutual and equal benefit, international travel costs will 

be borne by the visiting scholars (students), unless specific exceptions are agreed on. 

3. 	 Based on this MoU, UHN, UCCM and UEM agree to assist each other in drawing up and 

carrying out the concrete contents of the research project if they develop various education 

plans in different areas. Details of these plans will be set-up in a separate agreement to this 

Memorandum. 

4. 	 The MoU will be valid for five years; it will be valid once it is signed by the official 

representatives of the three partners mentioned above. If either party wants to terminate this 

agreement, written notice needs to be given to the other parties six months before the 

termination of the agreement. However, the ongoing projects should be continued to the end 

and not be affected by the termination of the agreement. 

In witness whereof, the parties hereto have offered their signatures: 

University College for Church Music of theuniversitY'dNommensen 
EkvW / Evangelical Pop-Academy 

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH 

Rector 

Date: 	 Date: 

United Evangelical Mission - Communion of Churches in Three Continents 

MOU 2/2 



Witness 

Drs. Samse Pandiangan, M.Sc, Ph.D 

Vice Rector IV CEO Evangelical Popacademy Witten 

Development and Partnership Affairs 

Date: Date: (( , Ao.Z0A!J 

United Evangelical Mission - Communion of Churches in Three Continents 

Mr. Joerg Spitzer 

UEM Prograrrune Officer 

Date: 

MOU 3/2 



KADIN 

SUMATERAU"l"ARA. 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
ANTARA 


IAFEN, KADIN SUMUT 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 

TENTANG 


KERJASAMA Dl BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN 


DAN PENELlTIAN 

Nomor: 01 !MoU/20l91 
Nomor:~lMoUIRIIXI20l9 

Pada hari ini, Kamis 5 September 2019 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas 
HKBP Nommensen, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama : Prof Dr Maribot Manullang 
Jabatan: Ketua Umum 1katan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP 

Nommensen yang berkedudukan di JaJan Titi Papan, Komplek Tivoly 
No .7 D Medan. untuk seLanjutnya disebut PIBAK PERTAMA 

2. Nama : Ivan Iskandar Batubara, SE \ _ 
Jabatan: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara yang V 

berkedudukan di JaJan Sekip Barn., Kota Medan, Ulltuk selanjutnya disebut 
PIBAKKEDUA 

3. Nama : Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH 
Jabatan: 	Rektor Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di JaJan 

Sutomo No. 4 ~ untuk selanjumya disebut PIBAK KETIGA 

Pasal l 

Maksud dan Tujuan 


Maksud 


Maksud kerjasama anatara Ikatan Alumni Fakultas Ekonopll Universitas HKBP Nommensen, 
Kamar Dagang dan lndustri Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen adalah ~ 
untuk mengadakan ketjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian di Sumatera 
Utara 

Tujuan 
l.Tujuan Umwn dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang 
pendidikan, bidang ekonomi kreattt: bidang pelatihan dan ketrampilan, bidang penelitian dan t-­

1 




pemberdayaan ekonomi kerakyatan bidang sertifikasj kompetensi serta adanya sinergitas 
antara IAFEN dengan K.amar Dagang dan Industri Sumatera Utara 

2 .Tujuan Khusus dad kerjasama ini adalah mengadakan sinergitas antara IAFEN dengan 
Kamar Dagang dan lndustri Sumatera Utara selama 2 tabun, mengadakan diskusi antara J.. /\ 
Jkatan Alumni FakuItas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Kamar Dagang dan \V 
Industri Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen tiap 3 bulan sekali tentang 
isu ekonomi nasional dan intemasional serta mengadakan ujian kompetensi nasional kepada 
mahasiswa FakuJtas Ekonomi Univesitas HKBP Nommensen setiap tabun 

Pasa12 
Pelaksanaan 

l.Pelaksanaan ketjasama ini akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Bersama 
2.Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring ~ 
secara berkala dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis serta perencanaan 
program selanjutnya. 

Pasal3 
Masa Berlaku 

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tabun sejak ditandatangani dan dapat t­
diperpanjang sesuai kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan para pihak 

Pasal4 
Penutup 

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli , di atas kertas bermaterai cukup 
serta mempunyai kekuatan hukum yang ama seteJah ditandatangani kedua belah pihak pada 
tanggal bulan dan tahun sebagaimana terse but pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk " 
dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua helah pihak. 

Medan, 5 September 2019 

TER'/$ 

Q-~F~9 I .PibnPertar ;- ~W:~~t::::~ 
~'8URUP~~~ 	
<II: 

'* T.r(,.~ f: 0 I'!tr__
Prof.Dr.	Marihot ManuJlang ""tVM~8IUlndar Batuba!!, SE 

KetuaUmnm Ketoa Umum 

2 




NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorantlum ojUntlerstanding) 

Antara 
Universitas HKBP Nommensen Medan 

Dengau 

Intrans Publishing Group 


Tentang 

Kerja Sarna di Bidang Tri Danna Perguruan Perguruan Tinggi 


(Pendidikan, Pene!itian dan Pelrgabdiall Kepada Masyarakat, 
dan Kegiatall Pellgembangan Lainnya) 

Nomor: \9?/RIMoUIlII/2020 

Nomor: 014/Dir-PTIIIl/2020 


Pada hari ini Rabu. tanggal Delapan Belas, bulan Maret, tatum Dua Ribu Dua Puluh (18 - 03 
- 2020), bertempat di Universitas HKBP Nommensen Medan, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

l 	 Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.B. : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas 
HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan 
Rektor Nomor: 066/SKJPn-UHKBPN/XlI/2018, tertangga110 Desember 2018 daIarn bal 
ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukau 
di lalan Sutomo No. 4A Medan, selaujutnya daIam Nota KesepaIlaman jni disebut 
sebagai PIHAK PERTAMA. 

2 	 Luthfi J. Kurniawan : DaJam kedudukannya selaku Direktur PT. Cita Intrans Selaras 
(Citila Group) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cita Intrans Selaras 
(Citila Group), berkedudukan di JaJan Joyosuko Metro 42A, MeIjosari, Malang 
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PlBAK KEDUA. 

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kesepakatan kerja sarna dengan ketentuan sebagai 
berikut. 

BABI 
UMUM 
Pasall 

(I) 	Kerja sarna ini dimak udkan untuk meningkatkan kemarnpuan institusi dan ftmgsi 
keJembagaan kedua belah pihak. serta meodokung pengembangan ilmu pengetahuan di 
tanah air khususuya ill bjdang publikasi ilmiah. 

(2) 	 Ketja sarna ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran keJembagaan kedua belah 
pihak. serta menduktmg dalam peJaksanaan kegiatan pendidikan dan publikasi ilmtah. 



BADU 

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA 


Pasal2 


Ruang lingkup kegiatan dalam ketja sama ini meliputi: 
(1) 	 Publika i ilmiah bempa buku. 
(2) 	 Publikasi ibniah daJam bentuk: eetak:. 
(3) 	 Peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang perbukuan danJatau publikasi ilrniah. 

Pasal3 
PlHAK PERTAMA menyerahkan karya-karya tenaga pengajar/dosen dalam bentuk naskah 
buku kepada PIHAK KEDLJA seeara mutlak untuk memperbanyak atau menyurub 
memperbanyak sebuah karanganinaskab yang dengan hak eipta dari karya tersebut tetap ada 
pada PIHAK PERTAMA. 

Pasal4 
Naskah buku yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA akan dikllalifikasi (review) oJeh 
PIHAKKEDUA 

Pasal5 
(1) 	 Pembiayaan penerbitan boo yang masuk kualifikasi (review) kelayakan di lntrans 

Publishing Group sebanyak 4000 eksemplar dibebankan kepada PllIAK KEDUA 
dengan sistem royalty dan djbantu pembeLian oleh PlHAK PERTAMA sebanyak 250 
eksernpI ar. 

(2) 	 Pembiayaan penerbitan buku yang tidak masuk kualifikasi (review) kelayakan di Iotrans 
Publishing Group seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA dengan harga 
khusus dari PmAK KEDUA, dengan diterbitkannya melalui ]jni lnteligensia Media 
yang merupakan kelompok nsaha PT. Cita Intrans Selaras. 

Pasal6 
(1) 	 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya jika PIBAK KEDUA mendapat 

kerugian secara langsung atau tak langsung ebagai akibat timbulnya tuntutan daTi Pihak: 
Ketiga yang berhubungan dengan kedudukan hak cipta. 

(2) 	 Berkaitan dengan ayat 1 pasal 6 PmAK KEDUA tedepas dari segala tuntutan. karena 
telah menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. 

BAB llJ 
HAKDANKEWA~ANPARAP~ 

Pasal7 

HAK DAN KEWAJIBAN PDIAK PERTAMA 
(I) 	 PIHAK PERTAMA tetap mempnnyai kewajiban untuk melakukan revisi, perbaikan 

atau penyempurnaan apabila pada naskab tersebut ditemukan ke alaban atau 
ketidaksempurnaan. 

(2) 	 Apabila diperlukan, pmAK PERTAMA wajib memberikan deskripsi tentang ringkasan 
cerita, ilustrasi naskah. daftar gambar, glosarium, indeks foto-foto , daftar istilah, dan 
atau hal-hal lain yang berhubtmgan dengan keJengkapan naskah. 

(3) 	 PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan mengadakan perubaban atas naskahnya yang 
telah selesai dan telah mendapatkanpersetujuan eetak dari PIHAKKEDUA. 



Pasal8 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEnUA 
(1) 	 PIHAK KEDUA memberikan fasilitas workshop danlatau coaching clinic penulisan dan 

pendampingan selama 3 (tiga) bulan baik melaJui tatap moka maupun melalui email 
(online) , dengan teknis pelaksanaan diatur kemudian. 

(2) 	 PUIAK KEnUA wajib segera memberikan basil review masing-masing naskah kepada 
PlliAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti oleh PlHAK PERTAMA. 

(3) 	 PIHAK KEDUA wajib segera memberikan basil editing naskab yang diterima kepada. 
PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan masukan pmAK PERTAMA terlebib dabulu 
sebehun dilakukan pencetakan. 

(4) 	 pmAK KEDUA berhak mengubah atau memperbaiki redaksi. naskah, menetapkan tata 
wajab, tata letak, bentuk buku, jwnlab balaman, ilustrasi, jumlah cetakan, harga serta 
cara penjualannya, dan diketabui oleb PlHAK PERTAMA. 

(5) 	 Untuk peIjanjian pemberian royally yang dilakukan o)eh PIHAK KEDlJA akan 
dilakukan berdasarkan Surat PeIjanjian Kerja Sarna terseudiri antara PlHAK KEnUA 
dengan penulis. 

BABUJ 
PENUTUP 


Pasal9 

(1) 	 Kesepakatan ini mengikat bagi kedua helab PIHAK, dan efektif berLakn sejak 

ditandatangani . Kesepakatan ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahUlmya. 
(2) 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepabaman ini akan 

ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dihuat 
"addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Nota 
Kesepahaman ini. 

(3) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing hermeterai 
cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani dan 
dibubuhi cap lembaga masing-masing serta dlberikan kepada PARA PlHAK pada saat 
Nota Kesepahaman ditandatangani. 

PffiAKPERTAMA PllIAK KEDUA 
UNNERSITAS BKBP NOMMENSEN PT. CIT A INTRANS SELARAS 

I--Lutbfi J. Kurniawan 
Rektor Direktur 



NOTA KESEPAHAMAN 


tara • 
UBIVER8ITAS BKBP O'~u;,u.'ISBlI DAN 

dengaa 

S'rtl UT Tit 00001 DJtL 

86/R/KS/VD/2019
Nomor 

026/ITDEL/WRInI IVD/2019 

Pada hari Karnis, 11-07-2017 ( bela bulan Juli tahun dua ribu sembilan bela ), 
yang bertanda tangan d.i ba ah ini: 

Dr. HapORD Siallagan, Rektor Universitas HKBP Nommensen 
Medan dalam bal ini bertindak dalam 
jabatannya untuk dan ata nama 
Universita HKBP Nommensen Medan 
yang berkedudukan di Jl. Sutomo NoAA, 
Perintis, Kec. Medan Timw'., Kota Medan,,,,' 

umatera Utara 20235, elanjutl1yat 
disebut sebagai "PIRAK DSATU" 

Prof.Ir. To • SlmatuP8D& M. Rektor Institut Teknologi Del (PllIAK 
Tech., Ph.D. KEDUA) dAlam hal ini bertindak daJam 

jabat nnya untuk dan atas nama PlliAK 
KEDDA yang berkedudukan di Jl. 

lSl1lgamangaraja, De Sitoluama, ..( 
Kecamatan Lagub til Kabupaten Tobasa. 

umatera Utara, selanjutnya disebut { 
bagai "PIBAK KEDUA", 

PIHAK KES TU dan PlHAK KEDUA ara bersama-sama dis bu s bagai "PARA 
PlHAKJt 

• 

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam bidang Tri Dwma 
Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat l 
yang berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan '1t 
belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

. 
Nota K~ pahamnn UHN M«1an deln '1 IT D6l HaIIl1ll1ll1 I dart .. 



Pasall 
TuJuan • 

PeJjanjian Ke.tja Sarna ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

poten.si sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam m ndukung ilmUl 
pengetahuan dan eknologi maupun dalam pelaksanaan Tridharma PeTgUIUan 
Tinggi. 

Ruang lingkup Nota K epahaman ini adalah ke epahaman untuk m lakukan 
ren na K Ija Sarna di antara PARA PlHAK yang me1iputi: 

1. Kerja Sarna dalam Pengembangan Sumber Oa a Manusia. 
2. 	Melakukan penelitian bersama dalam bidang ilmu peng truman dan teknologi. 
3. 	Sharing knowledge/sharing expert 
4. 	P rtukaran infonnasi dan publika i dibidang pengajaran, penelitian dan ~ •~ 

pengabdian kepada masyarakat. 
5. Penggun n fasilitas bersamayang dimiliki PARA PIHAK. 

Pasal 3 
Pela1rsanpan Nota Kesepaham.&D 

(1) 	P laksanaan Nota K sepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlalru menurut Hulrum Republik Indone ie.. 

(2) 	Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengtkat 
PARA PIEAK dan tidak ada kewajib n hUkum eng clitimbulkan oleh Nota 
Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Infonnasi Rahasia 
s bagaimana dimaksud Pasal 7 Nota e pahaman. 

(3) Hal-hal I bili rinci yang merupakan tekni pelaksanaan pekerjaan dimaksud l' 
Pasal 2 Nota.& pabaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk \ 
peIjanjian ang ditandatangani oleh PARA PlHAK.. 

al4 
a.aLalm 

(1) 	Nota Ke pahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
nandatanganan Nota Kesepabaman ini oleh PARA PII-IAK atau sampai dengan X· 

peIjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) Nota. Kesepahaman ini telah ~ 
ditandatangani oleh PARA PIHAK . 

. 
Nora Kesepahaman VHN A1edCn1 d ngan IT Del 	 l-fafaman 2 dati ... 

http:poten.si


(2) 	Nota Ke pahaman dapat diperpanjang atau diakbiri Iebih awal rdasarkan 
kesepakatB.n PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dabulu dati 

tu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender 
belumnya. 

5 
Bla 

egala pembiayaan yang timbul dalam pe1aksanaan Nota Kesepabaman ini akan 
diatur dalam PeIjanjian eIja ama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh ma ing- ~~ 
rna ing PARA PIHAK. 

Pual6 
Kore pondensi 

tiap dan seluruh pemb ritahuan. urat-menyurat dan kore ponden i lainnya 
sehubungan dengan k tentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitB.hukan \ 
ecara tertuLi melalui jasa kurir atau po dengan tanda terima yang jela di alamatO 

masing-masillg pihak bagai berikut : t 

a. 	 Universitas HKBP Nommensen Medan 
Jl utomo NoAA, Perinti , Kec. Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara 
Kode Pas : 20235 
Telepon : (021) 5674223 

b. 	 In titut Teknologi Del 
J1. ~singamangaraja Sitoluama Laguboti. Toba Samosir, Sumatera Utara 
Kode Pos : 22381 
~ lepon : (0632) 331234 

7 
eraha aan 

(1) 	PARA PlHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau ket rangan 
d n infonnasi-informasi yang berkaitan dengan k uangan, bisnis, produk dan 
pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, t' 
sebagai rahasia dan tidak akan dibetitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak 
berkepentingan dengan alasan apa pun juga lama dan sudah berakhirnya 
Nota. Ke pahaman mi, kecuali hal-hal yang merupakan mllik umum (Puhlik 
Domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum. terhitung 
sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan aksn temp berlaku 
sampai dengan 2 (dua) tahun etelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau 

Nota K~aman UHN - roan dengan trDel 	 Ha.Cam.a.n. 3 dan 4 



sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) telah 
ditandatangani 	 • 

(2) 	Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan,\ 
m nyebabkan Pihak yang ga al mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap ~ 
Pihak lainnya. 

Pasal8 
LaiD-lain 

(1) 	 tiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur da1am Nota Ke epabaman ini tt 
hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan f 
dalam bentuk amandemen atau side letter. 

(2) Nota Kes pahaman ini tidak bersifat ekslusif dan tidak membata i PARA PIHAK V, 
untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pibak lainnya. 

(3) 	 pabila dik mudian hari tetjadi perbedaan dalam penafsiran ata laksanaan ~ 
ketentuan-ketentuan dalam Nota Ke pahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk ~ 
m nyel saikanl1ya secant mus awarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
ka1 nder atau dalam waktu yang di tuji oleh PARA PIHAK dan merupakan 
pen elesaian yang bersiafat final serta mengikat bagi PARA PIHAK. 

Nota Ke .pahaman ini dibuat dengan itikad bail< untuk dipatuhi dan dibuat dalam ~ 
rangkap 2 (dua) asli, d ngan rna ing-masing meterai yang cukup dan bunyi yang. 
sarna dan m mpunyai kekuatan hukum yang sarna etelah ditandatangani masing- , 
rna ing Pihak. 

PIBAK PERTAMA~~ PIRAKKEDUA 
Unlvel'8itas BKBP ommen ell edao IlIStitut TeJmolo D 1 

Rektorjr Rektor, 

Nota Kl!l3epahDman UHN Medan dengan rr Del 	 Ralaman .. dan .. 



NOTA KESEPAHAMAN 

(Memoralldum ofUnderstanding) 

Antara
KADIN 

All.... • Kamar Dagang Dan lndustri Sumatera Utara 

Tim Kampoeng KADIN 


Dengan 

Universitas HKBP Nommensen Medan 


Tentang 
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi 

(Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 
dan Kegiatan Pengembangan Lainnya) 

Nomor : P.1..L~~. .IDPIKDN1IW2020 
Nomor : 4gI.i RIMoUIlIlI2020 

Pada hari ini Jwn at, tanggal Tiga Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (13 - 03 ­
2020) bertempat di Medan-Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M~M.Dum. : Dalam k:edudukannya sebagai Wakil 
Ketua Umum Bidang Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social 
Responcibility (CSR) dan Lingkungan llidup KADlN Sumatera Utara dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara disingkat 
KADIN Sumut beralamat eli Jalan Sekip Baru No.16. kode pos 20112. Medan Sumatera 
Utara, se1anjutnya disebut sebagai PIBAK PERTAMA. 

2. 	 Dr. Haposan SiaUagan, S.H., M.B. : Dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas 
HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan 
Rektor Nomor. 066/SKIPn-UHKBPNIXIII2018. tertanggal 10 Desember 2018 dalam bal 
ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan 
di 1alan Sutomo No. 4A Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut 
sebagai PIHAK KEDUA. 

KADIN SUMUT dan Universitu HKBP Nommensen Medan secara bersama-sama 
disebut sebagai lip ARA PIHAK" dan masing-masing dapat disebut "PIHAK" . 

PARA PIHAK ter)ebib dabulu menjelaskan sebagai berikut : 

Pasall 

Kedudukan PARA PIHAK 


1) 	 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) adalah Wadah Dunia Usaha dan Pengusaba seperti 
yang diamanatkan oleh UU No.) tabun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan 
Kepres Rl No.17 tahun 2010 tentang Persetujuan Perubaban AD & ART KADIN, bahwa 
KADIN adalab mitm pemerintah dalam memajukan pembangunan dan perekonomian di I 
Indonesia. 	 ~ 



2) 	 Bahwa TIM Kampoeng KADlN adalah Fonnn yang dibentuk KADIN Sumatera Utara 
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umwn KADIN Sumatera Utara No. 
SKEP1291DP1XI/2019, tertanggal 12 November 2019, yang bertujuan dalam 
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Hidup. 

3) 	 Bahwa Universitas HKBP Nommensen Medan adalah lembaga penelidikan Perguruan 
Tinggi yang menjunjung tinggi Tri Dharma Pendidikan yang menghasilkan lulusan­
lulusan smjana yang berkompetensi dan berdaya saing. 

Pasal2 

Tujuan Kerja Sama 


Tujuan Nota Kesepabaman Lnl adalah dalam rangka mengkoordinasikan, 
mengkonsolidasikan, memadukan dan mensinergikan langkah- langkah untuk pemberdayaan 
ekonomi melalui pelestarian lingkungan hidup di Sumatera Utara dengan menanam pabon 
buah-buahan yang produktif. 

Pual3 

Ruaog Lingkup Kerja Sama 


SeteJah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan itikad baik, PARA 
PIBAK sepakat untuk mennangkan rencana keIja sarna dalam. Nota Kesepahaman (MoU) 
sebelum dibentuknya perjanjian yang mengikat eli antara PARA PIHAK. dengan syarat dan 
ketentuan yang disepakati di bawah ini. 

Ruang lingkup kegiatan daJam keIja sama ini meliputi: 
a Memberikan peJatihan pembuatan Eco Enzyme dan Briket Arang Sehat serta 

perkembangan lainnya; 
b. 	 Pemberdayaan dan peJestarian lingkungan hidup melalui penanaman pohon Matoa, 

rambutan, durian, mangga, manggis. duku dan cabe' 
c. 	 Menjadikao Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Kampus Buah-buahan 

pertama di Medan. 

Pasal4 

PelaksaDaan 


Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci daJam bidang-bidang tertentu akan disusun 
dan dituangkan daJam Naskah PeIjanjian KeIja Sarna (Memorandum 0/ Agreement) yang 
disetujui oleh PARA PIHAK dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota 
Kesepabaman (Memorandun o/Understanding) ini. 

PasalS 

Jangka Waktu Pelaksanaan 


1. 	 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 
ditandatangaru dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua 
belah PIHAK. 

2. 	 Selama berlakunya MoU ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi segala 
kebijakan sesuai dengan MoU ini. 

3. 	 Perpanjangan MoU ini dapat dilakukan seJambat-lambamya 1 (satu) bulan sebelum MoU 
ini berakhir dan benlasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang aJcan dituangkan daIam / 
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addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MoD 
ini. 

4. 	 Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Efektif, PARA 
PIHAK tidak menandatangani satupun Peljanjian Kerja Sarna sebubungan dengan 
Ruang Lingkup Kerja Sarna, mw MoU ini dinyatakan berakhir dan PARA PIHAK 
sepakat untuk. tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi danlatau ganti rugi 
apapun karena tidak tercapainya danlatau ditandatanganinya suatu Perjanjian Kerja 
Sarna 

Pasal6 

Telmik Pelaksanaan 


PARA PIHAK menunjuk Person In Charge (PIC) masing-masing dalam MoU ini, 
sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari MoU ini danlatau Perjanjian Ketja Sarna sebagai 

tindak lanjut dari MoU ini. 

Pasal7 
Hak dan Kew jiban 

1) Selama masa berlakunya MoU ini hak dan kewajiban dati PIHAK PERT AMA adalah : 
a Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan Drum dan Molase sebagai 

wadah dan bahan Eco Enzyme. 

b. Menyediakan bibit tanaman pobon Matoa, rambutan, durian, mangga, manggis, duku 
dancabe. 

2) Hak dan kewajiban dari PlBAK KEDUA : 
a 	 Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Petjanjian Keljasama 

ini kepada kalangan mahasiswalsarjana yang ada dilinglrungan Universitas 
Nomensen. 

b. 	Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian buah-buahan 
yang telah ditanam dan pemanfaatan eeo enzyme 

c. 	Berkewajiban menyarnpaikan informasi secara periodik atas perkembangan kepada 
PIHAK PERTAMA terhadap perkembangan buah-buahan yang telah ditanam 

Pasal8 
Penyelesaian Perselisihan 

1. 	 Apabila dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, terjadi pe~elisihan atau 

ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERIAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan 
diselesaiakan dengan cam musyawarah mufakat. 

2. 	 Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka 

pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah eukup dengan pemberitahuan dari 

PIHAK PERTAMA dan sebalilotya 

3. 	 Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dirnaksud pada ayat 2 (dua), maka 

rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas I 
persetujuan PAKA PIHAK. 9 



Pasa) 9 

Berakhirnya MoU 


1. 	 MoU ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari PARA 
PIBAK untuk memperpanjang MoU ini. 

2. 	 MoU ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK bilamana 
teljadi pelanggaran terhadap MoU ini. 

3. 	 Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri MoU ini "karena teljadi pelanggaran 
dan atau sebelum berakhimya jangka waktu MoU", pihak tersebut wajib melakukan 
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana 
pihak lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau 
memenuhi permintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat 
pemberitahuan tersebut, maka MoU ioi berakhir dengan sendirinya terhitung sejak 
jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan terse but. 

PasallO 

Pen'otup 


l. 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belwn diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIBAK dan akan dibuat 
'addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman ini. 

2. 	 Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai 
cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani dan dibubuhi 
cap lembaga masing-masing serta satu aslinya diberikan kepada PARA PIHAK pada 
saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani. 

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 
KAMAR DAGANG DAN lNDUSTRI .I.v1TNIVF.RSITAS HKBP NOMMENSEN 'I' 	_.. -. - MEDAN 

SUMATERA UTARA 



NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


KEPALA KANTOR WILAYAH 


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA 


DENGAN 


REKTOR 


UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN 


TENTANG 


PROGRAM PENDIDIKAN 


STRATA 1 (8-1) HUKUM DAN 8TRATA 2 (8-2) HUKUM 


NOMOR: W2.HM.OS.04-10511 

NOMOR: 90/R/MoU/VII/2019 

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, 
bertempat di Universitas HKBP Nomrnensen Medan kami yang bertanda tangan 
dibawah ini : 

DEWA PUTU GEDE Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sumatera Utara yang beralamat eli 
Jalan Putri Hijau Nomor.4 Medan, dalam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sumatera Utara selanjutnya 
disebut sebagai PlHAK KESATU; 

HAP08AN SIALLAGAN Dalam kedudukannya selaku Rektor 
Universitas HKBP Nomensen Medan, yang 
beralarnat di Jalan Sutomo No. 4A Medan, 
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dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas HKBP Nomensen Medan. 

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang 
peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara pada 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara 
melalui Program Pendidikan Strata 1 (S- l ) Hukum dan Strata 2 (S-2) Hukum 
dan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan, sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini 

Maksud dan Tujuan 
Pasal 1 

(1) 	Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk : 
a. 	mengintegrasikan tugas dan fungsi PARA PlHAK dalam rangka 

Pembangunan di Bidang Hukum khususnya di Propinsi 8umatera Utara; 
dan 

b. 	mengoptimalkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dan Jajarannya di Propinsi Sumatera Utara. 

(2) 	Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk : 
a. 	meningkatkan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Unit 
Pelaksana Teknis di Sumatera Utara. 

b. 	mengoptimalkan pemahaman tentang pelaksanaan Tata Nilai kami PASTI 
(Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovativ) bagi Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia, 
khususnya Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara dan Jajarannya; 

Ruang Lingkup 

Pasal2 
Dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan tanpa mengurangi tugas 
pokok, PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
Program Pendidikan Starata 1 (S-l) Hukum dan Program Pendidikan Strata 2 (8 ­
2) Hukum bagi Aparatur Sipil Negara pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 8umatera Utara. 

Tugas dan Tangggung Jawab 
Pasa13 

(1 ) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab : 
a. 	mempersiapkan dan mendorong para ASN Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jajaraimya,untuk mengikuti Program 
Pendidikan Starata 1(8- 1) Hukum dan Program Pendidikan Strata 2 (8 -2) 
Hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan. 

b. 	 memberikan ijin dan rekomendasi bagi A8N yang ingin mengikuti 
Perkuliahan sebagaimana disebutkan dalam huruf a diatas, untuk 
melanjutkan Program Pendidikan 8tarata 1 (8-1 ) Hukum dan atau 
Program Pendidikan 8trata 2 (8-2), di Hukum di Universitas HKBP 
Nomensen Medan; 

(2) 	PlHAK KEDU A mempunyai tugas dan tanggung jawab : 
2 



a. 	menyediakan sarana dan prasarana perkuliahan sesuai Standart Badan 
Akreditasi Nasional (BAN),untuk digunakan dalam Program Pendidikan 
Starata 1 (S- l) Hukum dan Program Pendidikan Starata 2 (S-2) Hukum; 

b. 	menyediakan tenaga pengajar yang berpendidikan sesuai dengan 
kompetensi dan berpengalarnan serta profesional di bidangnya 

c . 	 memberikan keringanan pembayaran uang kuliah dalam bentuk CTCILAN 
setiap tahun/semester, (4 kali mencicil) serta membimbing/mendorong 
para Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan perkuliahannya lebih awal 
ataupun tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas kelulusan. 

Pelaksanaan 
Pasal 4 

1) 	 Untuk menindaklanjuti Nota Kesepabarnan ini, PARA PlliAK sepakat akan 
mewujudkannya dalam bentuk PeIjanjian Kerja Sarna oleh ASN yang 
ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2) 	 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan 
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditanda tanganinya Nota 
Kesepahaman ini oleh PARA PlHAK. 

3) 	 Perjanjian Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini. 

Pembiayaan 
PasalS 

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan 
kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing­
masing. 

Jangka Waktu 
Pasal6 

(1) 	Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang sesuai Kesepakatan PlRA PlHAK. 

(2) DaIam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan 
secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka 30 (tiga puluh) 
hari sebelum penghentian dilaksanakan. 

(3) Penghentian Nota Kesepamahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus 
diselesaikan terlebih dabulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhimya 
Nota Kesepabaman ini. 

Lain-Lain 
Pasa17 

Perubahan atas hal-hal yang belum dan diatur belum cukup diatur dalam Nota 

Kesepamahan ini, namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur 
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tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota 
Kesepahaman ini. 

Ketentuan Penutup 
Pasal8 

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat 
sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam 
rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan 
ketentuan masing-rnasing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat 
diperbanyak sesuai kebutuhan. 

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan dengan 
semestinya. 

Medan, 9 Juli 2019 

PIHAKKEDUA 
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NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN 

TENTANG 


PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAVA MANUSIA 

MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 


NOMOR : NK- 04/KKl08/2019 

NOMOR : 88/R/MoUNIII/2019 

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh satu bulan agustus tahun dua ribu sembilan belas, 
yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Dr. Barita Komisioner Komisi Kejaksaan RI, dalam hal ini 
Simanjuntak, S.H., bertindak untuk dan atas nama Komisi Kejaksaan 
M.H., CFrA Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di 

Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA 

2. 	 Dr. Haposan Rektor Universitas HKBP Nomensen, dalam hal ini 
Siallagan, SH., MH 	 bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 

Nomensen, berkedudukan dan beralamat di Jalan. 
Sutomo No. 4A, Perintis, Kec. Medan Tim, Kota Medan, 
Sumatera Utara 20235 untuk selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK KEDUA 

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut 
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. 	bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, 

dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan pemerintahan; 
b. 	 bahwa PIHAK KEDUA mempunyfii tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu pendidikan~ pene/itian, dan pengabdian kepada masyarakat; 
c. 	 bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk 

bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
khususnya Aparat Kejaksaan melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat; 



Berdasarkan hal-hal terse but, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman 
tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Aparat Kejaksaan melalui 
dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

PASAL 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 


Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan menjalin Kerja 
Sama PARA PIHAK dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SOM khususnya 
Aparat Kejaksaan guna mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi 
masyarakal 

PASAL2 

RUANG LlNGKUP 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
a. 	pemanfaatan bersama dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas SOM khususnya Aparat 
Kejaksaan; 

b. 	kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK. 

PASAL 3 

PELAKSANAAN 


(1) 	 Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk 
Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dari Nota Kesepahaman ini. 

(2) 	 Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih 
lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme Kerja Sama, tugas PARA PIHAK, dan 
hal-hal lain yang dipandang perlu. 

(3) 	 PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Sama sebagaimana dimaksud pad a ayat (2). 

PASAL4 

PEMBIAYAAN 


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan 
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 



PASAL5 

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 


Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama 
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah . 

PASAL 6 

JANGKA WAKTU 


(1) 	Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak 
tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. 

(2) 	Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan 
PARA PIHAK. 

PASAL 7 

EVALUASI 


(1) 	 Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang­
kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA 
PIHAK. 

(2) 	 HasH evaluasi sebagaimana terse but pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai 
masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya. 

PASAL8 

PENUTUP 


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani 
oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna bagi 
kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya. 

PIHAK PERTAMA 
Kornisi Kejaksaan RI 

~~T~tc~; 3 , ~''	 ~ 
~A'" 	 BURUPIAH • 

Dr. Barita Simanjuntak. S.H .• M.H.. CFrA Dr. Haposan Siallagan, SH., MH 
Komisioner Rektor 



MURNITEGUH 

PERJANJIAN KERJASAMA 

ANTARA 


MURNI TEGUB MEMORIAL HOSPITAL 

DENGAN 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSE MEDAN 

TENTANG 


PENELITlAN D N PENGEMBANGAN Of BIDANG KEDOKTERAN 

SERTA PENGABDIANlVIASYARAKAT 


Nomor: 06/ KlMTMIJIII2019 

Nomor: dlP/l./tI\c1J /JI /;.o~ 

Pada han ini, enin tanggal Tujub bulan .Januari tabun Dua Ribu embilan Belas 
bertempat di Mumi Teguh Mem rial Hospital yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. 	 dr. Togar Siallagan, M.M., AAK 
labatan Direktur Utama Mumi Tegub Memorial Hospital, berda arkan Surat 
Keputusan PT Mumi Sadar Nomor 001 /SKJPTMSfXI12017 tahun 2017 

tanggal 10 November 2017, beralamat eli JI. Jawa No.2 Medan 20231 , .. 
Sumatera Utara - Indone ia untuk selanjutnya cialam perjanjian kerja ama ini ~ ~ 
disebut PIHAK PERTAMA. J) Vj 

2. 	 Dr. Uapos3n Siallagao SU, MU 
Iahatan Rektor Universitas HKBP Nommensen Periode 2018-2022, 

berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas HKBP Nommensen nomor: 
066/SKlPn-UHKBPN/XII/2018 tanggal JO Desember 2018 beralamat di .J!. J} 
Sutomo No. 4A Medan selanjutnya cialam Petjanjian ketjasama ini disebut ~- A 
PIHAK KEDUA. '1 

PIHAK PERTAMA dan PTHAK KEDUA telah sepakat membuat perjanjian keIjasama 
tentang penelitian dan p ngembangan dt bidang kedokteran serta penoabdian masyarakat 
dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di bawah ini: 
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PA ALI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

1. 	 Adapun maksud perjanjian kerjasama ini adalah menetapkan Mumi Teguh Memorial 
Hospital ebagai rumab sakit untuk p nelitian dan pengembangan di bidang kedokteran 

bagi mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Univer ita HKBP ~. 

Nommensen Medan serta pengabdjan mas arakat dengan dukungan sumber daya " d 
manusia dan fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universik'LS ~ 1 
HKBP Nornmensen 

2. 	 Tujuan peJjanjian ke~asama ini adalah: 
a. 	 Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PlliAK dalam 

meJak anakan kegiatan pendidikan, penehtian dan pengabdian kepada masyarakal 

dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan \"' 
b. 	 Meningkatkan peLayanan kesehatan kepada masyarakal, penyelenggaraan pendidikan ~ 

kesehatan untuk calon dokter dan peoelitian kesehatan dalam lingkungan PARA ~ V\ 
PlliAK 

c. 	 Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegJatan pendJdikan, penelitian dan 
pengabdian rna yarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendjdikan kedokteran 
bagi PII-lAK. KEDUA serta penjngkatan mutu pelayanan dan cakupan bidang 

pelayanan, pendidikan dan penelitian bagi PlliAK PERTAMA. 

PASAL2 
RUANG LING UP 

Ruang lingkup PeJjanjian Kerjasama ini meliputi : 

1. 	 Penggunaan tempat PIHAK PERTAMA sebagai tempet pendidika~ penelitian dan 
pen gab dian masyarakat bagi caIon dokter PlliAK KEDUA 

2. PARA PlHAK bekerjasama dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 

kedokteran serta kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasi wa dan tenaga pendidik 

FakuJtas Kedokteran Universitas HKBP Nommen en Medan di Murni Teguh Memorial ¥-l~ ' 
Hospital dengan melibatkan dosenldokter pendidjk klmik 

3. 	 Dalam meIaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 yang 
diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PJHAK KEDUA bersedia memberikan 
bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalan bentuk: 

a. 	 Bantuan tenaga ahlilmedikfprofesional; 
b. 	 Pendidikan dan pelatillan: 
c. 	 Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya; 

d. 	 Penelitian bersama; 
e. Penggunaan Iaboratorium ataupun fasilitias lainnya: 

f Kegiatan-kegiatan Jainnya yang disepakati ber ama oJeh PARA PlliAK. 




MURNITEGUH 

PASAL 3 

TANGGUNG JAWAB BERSAMA 


PARA PIHAK bertanggung jawab memberikan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan 

sumber daya dan fasilitas yang ada di Mumi Teguh Memorial HospitaJ dan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen untuk kepentingan V
pe\aksanakan penelitlan dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian 

masyarakat bagi mahasiswa, tenaga pendidlk Falwtas Kedokteran Univer itas HKB~ 1 
Nommensen Medan dan do enldokter pendidik klinik Murni Teguh Memorial Hospital. 

PASAL4 

HAl( DAN KEW JIB 

Dalam per:ianjian kerja ama ini PARA PlliAK mempunyai hak sebagai berikut: 

1. 	 PrHAK PERTAMA rnenerima mahasi wa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran 

Universita HKBP Nommensen untuk melakukan penelitian dan pengernbangan di 

bidang kedokteran di Murni Teguh Memorial Ho pital sesuai dengan daya dukung dan 

daya tampung rumah sakit ~. 	r~ 
2. 	 PllIAK PERTAMA berhak menerima dukungan sumber daya rnanusia, fasilita daTi vr 

Lernbaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen dan ~ 
kontribusi dana dari PIHAK KEDUA. 

Dalam peIjanjian keIjasarna ini PARA PlliAK rnempunyai kewajiban ebagai berikut 

1. 	 PU-I.AK. PERTAMA dan PII-lAK KEDUA mellyiapkan fasilitas penelitian dan 

pengembangan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknoJogi kedokteran 

berdasarkan _ tandar nasional pendidtkan dan kebutuhan masyarakat 

2. 	 PARA PIHAK secara bersama-sama berke"wajiban nmenyelenggarakan upaya 

pengembangan mutu dalam bidang pendidikan.. penelitian dan peayanan kesehatan dan 

pengabdian kepada masyarakat, tennasuk mengembangkan ketenagaan medi serta ilrou .\i' J 
dan teknologi kedok'teran/kesehatan 'I 

3. 	 Mahasiswa dan tenaga pendidik dan PARA Pll-lAK dalam melaksanakan pendidikan, ~ I 
penelitian dan pengabdl8n kepada rna yarakat hams tunduk pada peraturan yang berlaku 

ill kedua institusi. 

PASAL5 
PENDANAAN 

1. 	 Pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi Murni Teguh Memorial Hospital sebagai 

tempat pelaksanaan penelilian dan pengembangan di bidang kedokteran dan pengabdian ~ " 

masyarakat menjadi tanggungjawab bersama PIHAK PERTAMA dan PfllAK KEDUA. ~,: J 
2. 	 Pendanaan yang dimaksud digunakan untuk kepentingan mahasiswa dan dosen fakultas PI 1 

Kedokteran Universitas l-IKBP Nornmen eu, dokter pendidik klinik Murni Tegub Q? 

Memorial Hospital. 
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3. 	 Selajn dana dati PlHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA, pendanaan dapat berasal dari 
sumber lain yang sah dengan persetujuanPIHAK PERTAMA. 

PASAL6 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Df BIDANG KEDOKTERAN 

1. 	 Dalam menjalankan fWlgsi peneljtian dan pengembangan di bidang kedok-teran, PARA 
PllIAK bertugas: 
a. 	 Melaksanakan penelitian transla lonal dan/atau penelitian di bidang L1mu dan 

teknologj kedokteran 
b. 	 Menilai, menapis, danlatau mengadopsi teknologi kedokteran 
c. 	 Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokieran 
d. 	 Mengembangkan keIjasama dengan pelaku industri bidang ke ehatan dan pihak lain 

yang terkait. ~ ). 
2. 	 Mahasiswa dan dolcter pendidik klimk yang ingin melakukan penelitian yang ('\ ~ 

menggunakan subjek manu 1a atau bukan dl rumah salOl. harus mendapat persetujuan ~ 
tertebih dabulu dart PARA PIHAK dan barus lulus uji laik-elik (ethical clearance) yang 
dilakukan oleh PIRAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuknya. dan juga hams lulus uji 
laik-etik (ethical clearance) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau pihak yang 
ditunjuknya 

3. 	 Hak atas kekayaan intelektual terbadap penelitian yang dilakukan oleh dokter pendidik 
klinik atuu mabasiswa tersebut djatur sesuai dengan peraturan. perundang-undangan yang 
berlaku. 

PASAL 7 

PENETAPAN DO EN/ DOKTER PENDIDIKKLINIKSEBAGAI 


TENAGA PEMBIMBING 


1. 	 Dalam menjalankan penelitian untuk mabasiswa Fakultas Kedok1eran Univer itas HKBP 
Nommensen, PARA PIHAK menyediakan do en/dokter pendidik klinik sebagai tenaga \.~ 

pembirnbing dan pengawas terbadap mahasiswa dalam pelak aoaan penelitian tersebut. ~ e 
2. PIHAK KEDUA menerbllkan urat keputusan penetapan do en/dok: er pendidlk klmik d 

sebagai tenaga pembimbing dan pengawas penelitian untuk mahasiswa Fak.--uJtas ~ 

Kedokteran Universitas HKBP Nommensen yang bersangkutan 
3. Honor dosenldokter pendidik klinik. menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA 

PA AL8 

PENGABDIAN MA ARAKAT 


PARA PffiAK sepakat untl.lk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam \. , 
rangka meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi dan 69 
elaras dengan Visi dan Misi PARA PIJ-IAK. 	 't 
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PASAL9 

KERJA DE GA pmAK KETiGA 


PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengembangan keIjasama dengan pelaku industri ... 
bidang kesehatan dan pihak ketiga lainnya yang terkait untuk kepentingan penelitian dan t J 
pengembangan cti bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat. ~ 1 

PA ALtO 
FUNGSI KOORD A J DAN PE GAWASA PENELITIAN 

Fungsi koordinasi dan pengawasan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dl 

Murm Teguh Memorial Hospital dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan Murni ~ .. ~. 

Tegub Memorial H pital - Fakultas Kedokteran Uni er itas HKBP Nommensen Medan. ~ 1 

PASAL 11 
TANGGUNG.J WAB IT KU~I 

1. 	 Apabila peserta penelitian yang b rasa1 dari Fakultas Ked kieran Universitas JIKBP 
Nommensen me]anggar peraturan terkait dengan peneIitian yang berlal~ di Mumi Teguh 
Memorial Hospital, maka menjadi tanggung jawab PlHAK KEDUA 

2. 	 Apabila peserta peneli1ian yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universita HKBP 
Nommensen menyebabkan teJjadinya kerusakan fasilitas, saran a dan prasarana maka 
menjadi tanggung jawab PlliAK KEDUA 

3. 	 Peserta didik yang melakukan penelitian bidang kedokteran di Mumi Teguh Memorial 
Hospital tidak diperkenankan berinteraksi dengan pasien di luar pengetahuan dokter . 
pendidih. khnik. Apabila terJadi rnalpraktek tanpa sepengetahuan doJ.."ter pendidik kJinik ~' ~ 
atau perawat yang bersangkutan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, apabila~ 1 
tedadi malpraktek dengan ~epengetahuan dok1.er pendidik klinik atau perawat yang 
bersangkutan maka menjadi tanggungja, ab PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA. 

PA 	 AL 12 
KEADAAN MEMAKSA 

1. 	 Kedua belah pihak sepakat apabila di dalam melakukan kerjasama seperti yang 
disebutkan pada pa all, PARA PIHAK mengalami ketidakruampuan yang disebabkan 

oleh keadaan memaksa (force majeure), maka PARA PIHAK harus memberitahukan 

secara tertuli atau lisan mengenai keadaan tersehut se'larnbat-Iambatnya 2x24 jam setelah \. ~ 

keadaan memaksa (force mGjeure) tersebut 

2. 	 Keadaan mernaksa (force maJeure) seperti tersebut pada ayat I diatas termasuk tempi ~ 
tidak terbatas pada bal-hal sebagai berikut: peperangaa, huru-hara, unjuk rasa massa, 
perombakan, krisis aasional kebakaran., sabolase. epidemdc, bencana a1am seperti banjir 

dan gempa bumi. 
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PA AL 13 

J GKA WAKTU KERJA AMA 


I . 	 Jangka waktu perjanjian keljasama bersama ini berlaku seLama 5 (lima) tahun terhjtung ~ C'. ~ 

sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 
2. 	 Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan dan persetujuan kedua (1 

belah pihak. 

PASAL 14 
KETE TVA PELAKSANAAN KERJASAMA 

PeIjanjian ketjasama bersama ini berakhir, bila: 

1. 	 Apabila jangka waktu ter ebut di atas dalam pasal 13 buruf (l) berakhif dan tidak 

djperpanjang oleh kedua belah pihak 

2. 	 Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri ini sebelum berakhiroya jangka 

wa"-Lu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 maka pihak yang ingin mengakhiri { ... 

ini harus terlebili dabulu memberitahukan kepada pihak Lainnya seeara tertulis disertai ~ 
dengan alasan-alasannya 

3. 	 Alasan-alasan dari pihak yang ingin mengakhiri in1 sebagaimana dimaksud pad a a at 2 a 
harns mendapat persetujuan daTi pihak Lainnya 

PASAL15 
PENYELE AlAN PER ELISffiAN 

1. 	 Dalarn hal dikemudian bari teljadi perselisiban dalam hal penafsiran dan/atau pelaksanaan 

ketentuan dari perjanjian ini ataupun hal-hal Jainnyao maka PARA PIHAK sepakat untuk 

terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat ,- J 
2. 	 Apahila pen ele aian per elisihan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) tidak tercapai. (). 01 

maka pen elesaiannya akan di selesaikan melalui Pengadllan Negeri., dan PARA PlliAK ~ 
memilih domisili hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Medan. 

PA AL16 

PE UTUP 

1. 	 Hal-hal yang tidak dan/atau belum d iatur terhadap seluruh maupun sebagIan ketentuan 

yang termuat dalam peljanjian ketjasama ini akan diatur Iebih lanjut dalam pedoman +. ) 
pelaksanaan oleh PARA PffiAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan daTi inj ~ [ 

2. 	 Perjanjian inl dibuat dan ditandatangani oleh PARA PiliAK dalarn rangkap 4 (empat) 2 

(dua) diantaranya bennaterai dan masing-masing memiliki kek-uatan hukum yang ama 

untuk PARA PlliAK. 
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Ditetapkan di : Medan 

Pada tangga] : 07 lanuari 2019 

pmAKPERTAMA PIHAKKED A 
~ Oirektur lltama Rektor 

~'(urni T~VUh MemCHilIfWRf):spital sitas HKBP ommensen [)
_IEll at 

- PE 

dr. Togar Dr. Hapo an Siallagan SR, Mll 



NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

DENGAN 


UNlVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


TENTANG 

PENYELENGGARAANPE~TlANDANPENGEMBANGAN 

DlKABUPATENLABUHANBATUUTARA 

Nomor : 0701:J2..t.{b lBalitbang/2018 
Nomor : oBt; !RJMoUI 12018 

Pada hari, Selasa tanggal empat bulan Desember Tahun Dua ribu delapan belas yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

1. H. Kharuddin Syab, SE Bupati Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Jalan Jend. 
Sudirman No. 27 Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu 
Utara-Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 
selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. Dr. Ir. SABAM MALAU Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di 
Jalan Sutomo No. 4A Medan-Sumatera Utara, dalam hal ini 
berrindale untuk dan atas nama Universitas HKBP 
Nommensen. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan pmAK KEnUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA 
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan: 

a. Bahwa PIBAK PERTAMA adalah instansi pemerintah yang dibentuk: berdasarkan Undang­
undang Nomor 23 tabun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4859). 

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri 
Dharma perguruan tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA pmAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman 
dengan kegiatan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sarna tentang Penyelenggaraan 
Penelitian, Pengembangan, dan Survei untuk Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 
sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini : 
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Pasall 

Maksud dan Tujuan 


(1) Nota Kesepahaman ini bennaksud untuk: melakukan kerjasama penyelenggaraan penelitian 
pengembangan, dan smvei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai 
dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK; 

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian, pengembangan, 
dan survei untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten 
Labuhanbatu Utara; 

Pasal 2 

RuangLingkup 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 

(1) 	 Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan survei untuk: pembangunan Kabupaten 
Labuhanbatu Utara serta kajian untuk kebutuhan PARA PmAK; 

(2) 	 Kerjasama penelitian, pengembangan dan survei untuk pembangunan serta kaj ian untuk 
mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara; 

(3) 	 Peningkatan kapasitas sumher daya manusia dalam bidang penelitian, pengembangan, dan 
survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara; 

(4) 	 Penelitian, pengembangan, dan survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 
serta kajian terhadap berbagai informasi; 

(5) 	 Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu Wltuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; 

(6) 	 Pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan 
survei untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara" 

(7) 	 Kegiatan Jain yang menduk:ung pelaksanaan penelitian pengembangan dan survei untuk 
pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dipandang perJu dan disetujui PARA 
PIHAK. 

Pasal3 

Pelaksanaan 


(1) 	 Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian 
Kerjasama; 

(2) 	 Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih Janjut 
tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan 
hal-hal lain yang dipandang perlu; 

(3) 	 Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat setelah Nota 
Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIBAK; 
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Pasal 4 

Pembiayaan 


Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini akan eliatur lebih lanjut eli 
dalam Perjanjian KeJjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan 
serta peraturan yang berlaku. 

Pasal5 

Hak Atas Kekayaan Intelektual 


Hal-bal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari pelaksanaan 
Nota Kesepahaman ini akan diatur Iebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama. 

Pasal 6 

Jangka Waktu 


(1) 	Nota kesepahaman ini berlaku dalam waktu 3 (tiga) tabun terhitung sejak tanggal 
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK; 

(2) Apabila salah satu 	PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepabaman mi, 
untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru 
selambat-lambatnya 30 (tiga pulub) bari sebelum berakhirnya Nota Kesepabaman ini; 

Pasal 7 

Korespondensi dan Komunikasi 


(1) 	 Setiap dokumen dan/atau pemberitabuan, persetujuan, ijin, pennintaan atau komunikasi 
lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis 
dan/atau disampaikan secara langsung PARA PIHAK; 

(2) 	Alamat yang digunakan untuk komunikasi P AHA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) adalab sebagai berikut : 

l. PUiAK PERTAMA 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 
Utara 
No. Telepon 
No. Faksimili 
ALAMAT 

. 

. 

0624-92070 
0624-92070 
Jalan Jend. Sudirman No. 27 Aek Kanopan 

2. PIHAK KEDUA 
Universitas HKBP Nommensen 

No. Telepon 

No. Faksimili 

ALAMAT 

061 - 4522922 
061 - 4571426 
Jalan Sutomo No. 4A Medan 
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Pasal8 

Penyelesaian Perselisibhan 


Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PmAK PERTAMA dan PIBAK 
KEDUA sehubungan dengan PeJjanjian KeJjasama ini stau segal a sesuatu yang bertaJian dengan 
peJaksanaan Nota Kesepahaman ini, atau masalab-masaJah yang berhubungan dengannya, akan 
diselesaikan dengan musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan 
yang berlaku. 

PasaI9 

Addendum 


Segala sesuatu mengenai Nota Kesepahaman ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur 
dalam Nota Kesepahaman ini baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh 
PARA PIBAK, akan diatur oleh PARA PmAK dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

PasallO 

Ketentuan Penutup 


Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur 
lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarab untuk mufakat oleh PARA 
PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisabkan dari Nota Kesepahaman ini. 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, 
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a awal Nota Kesepabaman ini dalam rangkap 
2 (dua) di alas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sarna 

PIHAK PERTAMA 
;;'----':;::"J 

Kabupaten Labuhanbatu Utara 
Bupati , 

DR. IR Sabam Malau 
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NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


PEMERINTAH KABUPATEN T APANULI UTARA 

DENGAN 


PROGRAM PASCASAR,ANA 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


TENTANG 

KER,ASAMA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGKAJIAN POTENSI 


SUMBERDAYA, DAN SUPERVISI SISTEM PENGANGGARAN 


NOMOR : 1 0IMoUIX/20 18 

NOMOR: 3581PPSIDIX/2918 

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua PuJuh, bulan Oktober, Tabun Dua ribu deJapan belas 
(20-10-2018) bertempat di Medan, kamj yang bertanda tangan di bawab ini: 

J. 	Drs. NIKSON NABABAN, M.Si. : Bupati Tapanuli Utara dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Kabllpaten Tapanuli Utara 
berkedudukan ili 1alan Letjen Suprapto No 1 
Tarotung yang selanjutnya ilisebut sebagai PIHAK 
PERTAMA. 

2. 	Dr. Ir . SABAM MALAU : Rektor Universitas HKBP ommensen dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 
Nommensen berkedudukao di 1alan Sutomo No 4A 
Medan yang selanjutnya disebut sebagai PIBAK 
KEDUA. 

PmAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutoya secara bersama - sarna disebut 
PARA PIHAK dan masing - masing ilisebut PIHAK 

Berdasarkan pertimbangan ill alas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan 
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendjdikan, Pelatihan, Penelitian, 
Bimbingan Teknis. Kajian. SeminariWorkshop. Supervisi dan Pengabdian kepada masyarakat 
sebagai bentuk ketjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 	 Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah : 
a. 	 dalam rangka Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten TapanuJi Utara dalam bentuk Diktat dan 
Bimtek; 

b. 	 peningkatan Sumberdaya Manusia deogan melaksanakan pendidikan Program Strata 
Dua (S-2) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di' lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Utara bertempat di Kampus Pascasarjana Nommensen di Medan; 

c. 	 rnelaksanakan Pengk~ ian Potensi Kabupateo Tapanuli Utara dalam bentuk Penelitian 
dan Seminar/Workshop; 

d. 	 membantu Sistem Penganggaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten TapanuJi Ylf 
Utara. ~ 

~ 



(2) 	 Nota Kesepahaman inj berrojuan dalam menunjang pengembangan sumber daya manusia, 
pengkajian potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan sistem 
penganggaran di Kabupaten TapanuJi Utara 

Pasal 2 
R ANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
a bidang Pendidikan dan Pelatiban kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) m linglrungan 

Pemerintah Kabupaten TapanuLi Utara, Pemerintahan Desa dan Lembaga-Iembaga 
Kemasyarakatan Desa; 

b. bidang Peneljtian, Seminar/Workshop dan Bimbingan Teknis; 
c. bidang Penmgkatan SDM Aparatur Sipil Negara melalui Program Pendidikan Strata - 2 

(S-2) Program Studi Magister Penmdikan Bahasa Inggris (MPd) dan Magister 
Manajemen (MM); 

d. bidang Fasilitasi Supervisi Sistem Penganggaran sesuai dengan Standar Akuntan i 
Pemerintab atau Peraturan yang berlaku; 

e. bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 
f. bidang - bidang lain yang menjadi Potensi Unggulan . 

PasaJ 3 
PELAKSANAAN 

(1) 	Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun 
kepada PARA PDIAK, dan Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan lebih Janjut 
mengenai teknis dan kerjasarna ini akan dituangkan daJam Peljanj ian Kerjasama antara 
PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak teIpisahkan dari Nota Kesepahaman 

(2) Hal - haJ yang belum diawr dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan 
secara musyawarah oleh PARA PIHAK 

Pasal4 
PEMBIAYAAN 

Segala pembiayaan yang timbul akibat Nota kesepahaman inj akan diatur lebih lanjut 
dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIBAK 

Pasal 5 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

(1) 	 Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini djtetapkan selama 3 (Tiga) tahun sejak 
ditandatanganmya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang bilamana PARA 
PDIAK bersepakat untuk melanjutkannya. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan Jamanya proses 
beJajar mengajar itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(3) 	Terhadap peJaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaJuasi setiap ] (satu)~ 

tabun . . ~\~ 



PasaI6 

PERSELISmAN 


(1) 	 ApabiJa terjadi perseLisihan antara PARA PIHAK, maka pada dasarnya akan 
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 

(2) 	 TIka perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat 
diselesaikan secara bukum melalui Kepaniteraan PengadiJan Negeri Tarutung atau yang 
disepakati oleh PARA pmAK. 

Pasa. 7 
LAIN-LAIN 

(1) 	 Perubaban atas naskah Nota Kesepahaman ini dapat d ilalrukan dengan persetujuan 
PARA PIHAK. Nota Ke epahaman dapat diaoggap batal apabUa salah satu atau PARA 
PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Piagarn Kerjasama ini. 

(2) 	 Hal-hal yang belurn diatur dan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota 
Kesepahaman ini akan diatUT lebih lanjut dan dapat dilakukan dengan Perjanjian 
Kerjasama diantara PARA P llIAK. 

PasaI8 

PENUTUP 


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandataogani oleh kedua belah pihak pada hari dan 
taoggal tersebut di atas dan dibuat rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Utara, ] (satu) rangkap untuk Rektor Universitas HKBP Nommensen 
dan 1 (sam) rangkap untuk Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, bermaterai 
cukup dan masjng-masing rnemiliki kekuatao hokum yang sarna. 



PalangPERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA Merah 

UNIVERSITAS NOMENSEN MEDAN IndonesiaDENGAN 

PALANG MERAH INDONESIA KOTA MEDAN 


TENTANG 

PELAYANAN TRiDARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG SOSJAL DAN KEMANUSIAN 


SERTA PELAKSANAAN DONOR DARAH 


Nornor: 93/MoU/RIVil1/2019 
Nomor: 081 11.02.01 IORG/VIII/2019 

Pada han inf Sen;n tanggal Lima Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Betas bertempat di Medan, yang 
bertanda tangan eli bawah im : 

1. Dr. HAPOSAN SIALAGAN S.H M.H, Rektor Universitas NOMENSEN Medan Bertindak untuk dan atas 

nama Universitas NOMENSEN Medan yang berkedudukan di Jalan Sutomo Ujung Kota Medan, 

selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA" . 


2. Drs. H. MUSA RAJEKSHAH. M.Hum Ketua Palang Merah Indonesia Kota Medan yang berkedudukan 

di Jalan Palang Merah Nomor 17 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kota Medan, selanjutnya disebut "PIHAK KE.DUA". 


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanj ian Kerjasama dengan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

PASAL 1 
DASAR HUKUM 

Perjanjian Kerjasama in1 berdasarkan : 

1. 	 Undang-Undang RepubUk Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 
2. 	 Undang-Undang RepubUk Indonesia Nornor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
3. 	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 
4. 	 Undang-Undang RepubUk Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
5. 	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan TInggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
6. 	 Pasal20 dan Pasal21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
7. 	 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negera RepubUk Indonesia Dalam 

Seturuh Konvensi Jenewa tanggal12 Agustus 1949 (lembaran Negara Nornor 109Tahun 1958); 
8. 	 Keppres No. 25 Tahun 1950 tentang PM!. 
9. 	 Anggaran Dasar BAB XX Pasal107 - 109 dan Anggaran Rumah Tangga PMI BAB XVIII Pasal96 - 97 
10. 	 Undang - undang Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan 
11. 	 Peraturan Organlsasl Palang Merah Indonesia 
12. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. 
13. 	 Pedoman Manajemen Relawan Palang Merah Indonesi a 

Berdasarkan hal-hal terebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pe(ayanan 
Tndarma Perguruan Tingsi Bidang Sosial dan Kemanusiaan. . 

Hall 
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PASAL 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 


Maksud dan tujuan dari penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini adalah : 
1. 	 Untuk memperkuat kerjasama antara Politeknik Neger( Medan (Polmed) dan Patang Merah 

Indonesia di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat secara Berencana, dan 
Kegiatan Sosial Kemanusiaan secara Terpadu dan Terkoordinasi . 

2. 	 Untuk saling membantu dan saling meningkatkan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

PASAL 3 

RUANG LlNGKUP 


a. Menjaga dan Menghargai kedudukan, togas, dan tanggung jawab masing - masing dalam hubungan 
kemitraan. 

b. Masing - masing Pihak memberikan dukungan dan bantuan untuk saling melengkapi dalam hal yang 
dipertukan unt uk hal pengembangan kapasitas SOM. 

c. 	 UniverSitas Nomensen Medan dan PMI dapat bersama-sama melakukan pertukaran informasi ilmu 
pengetahuan dan pengembangan SDM dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

d. Peningkatan Kapsaitas 	 SOM Para Pihak Pembentukan Organisasi Palang Merah Indonesia di 
Universitas Nomensen yang se\anjut nya disebut dengan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit 
Perguruan Tinggi 

e. 	Penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PMI. 
f. 	 Dan lainnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

PASAL ... 

PElAKSANAAN 


1. Dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing, 
untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2. Mekanisme pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerjasarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
secara nnd akan dituangkan dalam dokumen teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para 
Pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini. 

PASAL 5 

PEMBIAYAAN 


Segala Biaya yang timbul akibat petaksanaan Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab PARA 
PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peran dan fungsinya. 

PASAl6 

ADDENDUM 


Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan 
persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu addendum dan/atau amandemen yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini. 
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PASAL 7 

JANGKA WAKTU 


(1) 	 Perjanjian Kerjasama ini bertaku setama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 
penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhlrt atas kesepakatan 
PARA PIHAK. 

(2) 	 Salah satu dart PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhirt Perjanjian Kerjasama in1, 
maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertutis kepada satu pihak lainnya, 
selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama in; berakhir. 

PASAL 8 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


(1) 	 Apablla terjadi perselis;han dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, 
perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK 
dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. 

(2) 	 Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama ini maka Perjanjian 
Kerjasarna ini ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan adanya klariftkasi dan 
salah satlt PIHAK kepada PIHAK lainnya. 

PASAL 9 

PENUTUP 


Nota Kerjasama in1 dibuat dan ditandatangani di Medan pada hart dan tanggaL sebagaimana disebutkan 
pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sarna bunyinya bermaterai 
cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sarna untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PIHAK PERTAMA. 	 PIHAK KEDUA, 

'" 
Drs. H. MUSA RAJEKSHAH, M.Hum 

DISAKSIKAN OlEH. 

PAlANG MERAH INDONESIA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

___-IUi;;-I..UA 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

Antara 
PT. MAY ORA lND~ TBK 

. DenganMAYORA 
GROUl' UNIVERSITAS iiIrnP NOMMENSEN MEDAN 

Tentang 

Kerja Sama di Bidaog Tri Danna Perguruan Tioggi 


(Peoeli1ian, Pendidikan dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kegiatan Pengembangao Lainnya ) 


Nomor : 

Nomor: 091HR1EXT-CORP1III2020 


Nomor: l081R1MOU/III2020 


Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding = MoU) ini berlaku efektif terhitung 
sejak tanggal 03 bulan Februari 2020 ("Taoggal Efektif) dan dibuat serta ditandatangani 
oleh dan antara : 

1. 	 Heri Soesanto, dalam hal ini bertindak daJam jabatannya seJaku Corporate HR & GA 

Director dan oleh karenanya sah mewakili PT. Mayon Indah Tbk, adalah suatu 
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, yang berkedudukan 

di Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres, Jakarta Barat - 11840. untuk. selanjutnya disebut 
"Mayon" dan/atau PIBAK PERTAMA. 

2. 	 Dr. Haposan SiaUagan, S.B., MJI., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku 

Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, dari dan oleh karenanya sab mewakili 
Univenitu HKBP Nommensen Medan, suatu Perguruan. Tinggi Swasta Berbadan 
Hukum yang bet:kedudukan di Jalan Sutomo No.4A Medan, untuk selanjutnya disebut 
"Universitas BKBP Nommensen Medan"; dan/atau PIHAK KEDUA. 

PT. Mayora Indah Tbk dan Universitas HKBP Nommensen Medan secara bersama sama 
disebut sebagai lip ARA PIBAK" dan masing-masing dapat disebut 'PIHAK". 

PARA PllIAK terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut: 
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PasaJ 1 

Kedudukan PARA PIBAK 


1. 	 PT. Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) 
yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman; 

2. 	 Universitas HKBP Nommensen ·Medan adalab. Perguruan Tingii Swasta yang 
melaksanakan peogajaran dan pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku eli Negara Kesatuan Republjk Indonesia; 

Pa8al2 

Tujuan Kerjasama 


Bentuk kerjasama antara pmAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalarn rangka 
meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswali Universitas HKBP Nommensen Medan 
untuk dapat diserap langsung pada dunia kerja dan Wltuk: memberikan kesempatan lebili 
kepada pmAK KEDUA Wltuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dari Universitas 
HKBP Nommensen Medan. 

Pasa] 3 

Ruang Lingkup Kerja S8ma 


Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan itikad b~ PARA 
PIHAK. sepakat untuk menuangkan rencana kerja sarna dalam Nota Kesepahaman (MoU) 
sebelum dibentuknya perjanjian yang mengikat di antara PARA PIIIAK, dengan syarat dan 
ketentuan yang disepakati ill bawah ini: 

1. 	 PARA PIHAK sepakat untuk berbagi informasi termasuk mengenai tahapan danlatau 

rencana kerja Wltuk potensi kerja sarna sebagai berikut ("Ruaog Liogkup Kerja 
8ama"): 
1. 	Campus Hiring atau proses rekrutmen eli kampus 
2. 	Kerjafoll lime dengan mengikuti proses seleksi yang telah ditentukan 
3. 	Sharing session 
4, Praktek Kerja Industri 

2. 	 Kecuali dinyatakan sebaliknya, masing-masing PIHAK akan menanggung biaya-biaya 
yang timbul sebubungan dengan penilaian, persiapan dan pelaksanaan dari MoU ini. 

3. 	 Pelaksanaan semua Ruang Lingkup KeIja Sarna akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut 
daJam suatu perjanjian tersendiri yang disepakati bersama untuk mengikat Para Pihak 
("Perjanjian Kerja 88ma"). yang di dalamnya mengatur rincian pekerjaan, 

mekanisme pekerjaan~ hak dan kewajiban serta hal-hal ' lain terkait teknis dan komersial 
yang dipandang perJu. 
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Pasal4 

Pelaksanaan 


Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun 
dan dituangkan daJam Naskah PeIjanjiaa Kerja Sarna (Memorandum of Agreement) yang 
disetujui oleh PAHA PIHAK dan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota 
Kesepahaman (Memorandun ofUnderstanding) ini. 

Pasa) 5 

Jangka Waktu Pelaksanaan 


1. 	 MoU ini berlaku selama 5 (lima) tahun yang terbitung dari tanggal 01 Februari 2020 
sampai dengan 31 Januari 2025. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal 
yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang apabila tidak ada 
peroyataan keberatan dari PIHAK KEDUA. 

2. 	 Selama berlakunya MoD ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi segaJa 
kebijakan sesuai dengan MoU ini. 

3. 	 Perpanjangan MoU ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (sam) bulan sebelum MoU 
ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan daJam 
addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU 
lDl. 

4. 	 ApabUa bingga daJam jangka waktu 12 (dua bel as) bulan sejak Tanggal Efektif, PARA 
PmAK tidak menandatangani satupun Petjanjian Kerja Sarna sehubungan dengan 
Ruang Lingkup Kerja Sarna, maka MoU ini dinyatakan berakhir, dan PARA PIBAK 
sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/a tau ganti rugi 
apapun brena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu PeIjanjian KeIja 
Sarna. 

Pasa16 

Teknik Pelaksanaan 


PARA PlHAK menunjuk Person In Charge (PIC) masing-masing dalam MoD ini 

sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari MoU in.i dan/atau Perjanjian Kerja Sarna sebagai 
tindaklanjut dari MoU ini. 

Pasa) 7 


Hak dan Kewajiban 


1. 	 Selama masa berlalrunya MoU ini, hak. dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA adalah : 

Kewajiban: 
a. 	 Memberi kesempatan pada PIHAK KEDUA untuk menginformasikan lowongan 

kerja full time melalui papan pengumuman yang dipasang selama maksimaJ 1 bulan 
dan email blast selama maksimal 1 minggu. 
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b. 	 Menginformasikan kepada mahasiswali dan alumni mengenai lowongan keIja full 
time yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima 
melalui email danlataupost dari PIHAK KEnUA. 

c. 	 Memberikan data alumni jika diminta oleh PIHAK KEDUA daIam hal perekrutan 

calon karyawan baru yang akan dilakukan oleh PlHAK KEDUA. 


d. 	 Memberikan kesempatan untuk PIBAK KEDUA dalam hal mengadakan Campus 

Hiring tanpa bjaya dan membantu dalam pelaksanaan Campus Hiring untuk 

mahasiswa atau alumni Universitas HKBP Nommensen 


e. 	 Memberikan kesempatan kepada PlHAK KEDUA untuk meJa.kukan promosi berupa 

pemasangan poster dan penyebaran flyer terkait produk dan jasa PIHAK KEDUA 

dengan kesepakatan yang ditentukan lebih lanjut. 


f. 	 Memberikan harga khusus kepada PIBAK KEDUA terkait biaya-biaya yang muncul 

dalam proses yang terjadi. 


g. 	 Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirimkan tenaga 
profesional yang dimiliki untuk memberikan sharing session kepada mahasiswali 
yang diselenggarakan di lokasi yang ditentukan bersama dengan PIHAK PERTAMA 
dengan menyesuaikan kaIender akademis yang berlaku. 

Hak: 
a Mendapatkan kesempatan KeIja Full Time bagi alumni yang terseJeksi oleh PDIAK 

KEDUA seLanjutnya akan diatur di Pasal 6 (enam). 
b. 	 Mendapatkan informasi lowongan kerja full time setiap saat dari PIHAK KEDUA 


yang akan diteruskan kepada alumni dan mabasiswali. 

c. 	 Melakukan kunjungan perusahaan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan feedback 

dari PIBAK KEDUA terkait Julusan dan mahasiswali Universitas HKBP 
Nommensen Medan yang keIja full time yang waktunya akan disepakati oleh PARA 
PIHAK. 

2. 	 Sedangkan Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA SeJama masa berlakunya MoU ini 
adalah: 

Kewajiban : 
a Memberikan info terbaru atas lowongan kerja full lime yang di buka PIBAK 

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. 
b. 	 Memberikan kesempatan keIja full time kepada aJumni dari pmAK PERTAMA 

yang telah terseleksi oLeh PIBAK KEDUA. 
c. 	 Menerima kunjungan dari PIBAK PERTAMA ke pemsahaan dalam rangka diskusi 

danfeedback user dengan jadwal yang telah disepakati terlebih dahuJu sebelumnya 

Hale 
a. 	 Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan kerja full time kapan saja 

pada PIHAK PERTAMA. 
b. 	 Mendapatkan database mahasiswali Universitas HKBP Nommensen Medan dalam 

rangka perekrutan kerja dari PlHAK PERTAMA. 
c. 	 Mendapatkan kesempatan untuk melalrukan presentasi company profile, promosi 

produk kepada PIBAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan 
Iebih lanjot. 

4 1M mOrdl! urn r l n 'r ·landin 

Universitas HKBP Nommenseo Medan - PT. Mayora lndab Tbk. 


INOMMENSEN I MAYORA I . . l>' 



d. 	 Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan semjnar maupun event yang 
diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesoai kesepakatan dan diskusi yang telah 
dilakukan. 

e. 	 Mendapatkan harga khusus kepada PmAK KEDUA terkait biaya-biaya yang muncuJ 
dalam proses yang terjadi. 


Pasal8 

K~rahasiaan 

1. 	 Setiap PIBAK berkewajiban kepada PIHAK Jainnya untuk tidak mengungkap kepada 
pihak lain yang tidak mengetahui rahasia MoU infonnasi apapun terkait MoU ini, atau 
mengenai informasi apapun yang diperoleh atau diterima oleh PllIAK tersebut sebagai 
akibat penandatanganan MoU ini dan masing-masing akan menggunakan upaya yang 

wajar untuk memastikan bah.wa petugas dan karyawannya mematuhi kewajiban 
kerahasiaan ini. Informasi oorsebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK (atau 
perusabaan terkait yang memedukan untuk ,mengetahui) untuk evaluasi Ruang Lingkup 

I 

Kerja Sarna, atau untuk tujuan lain sebagaimana mungkin clapat disetujui oleh PAKA 
PlHAK. 

2. 	 PAKA PIHAK akan terbebas dari kewajiban sebagaimana dinyatakan di atas 
berdasarkan humf a di atas terjadinya salah satu peristiwa berilrut: 

a 	 Dimana infonnasi berhenti menjadi rahasia tanpa ada PIHAK manapun yang gagal 

memenuhi kewajiban kerahasiaan; 
b. 	 Dimana PARA PIHAK sepakat untuk saling melepaskan diri dari kewajiban 

kerahasiaan; atau 
c. 	 Apabila ada PIHAK yang diwajibkan untuk membuat pengungkapan sesuai dengan 

persyaratan bursa saham otoritas atan peraturan pemerintah dan/atau undang-undang 
dan peraturan yang berlaku untuk itu. 

3. 	 Dalam hal salah satu PIBAK bermaksud untUk: melakukan pengwnuman publik terkait 

MoU ini (' 'Press Release'1, maka PIHAK terse but hams mendapatkan persetujuan 
tertulis untuk Press Release tersebut dari PIHAK yang lain. 

Pasa.9 

Penyelesaian Perselisihao 


1. 	 Apabila daJam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, terjadi perselisihan atau 

ketidaksesuaian peodapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDU~ maka akan 
diselesaiakan dengan cara musyawarah mufakat. 

2. 	 Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka 

pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari 
PIHAK PERTAMA dan sebaliknya. 

3. 	 ApabiJa terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dna), maka 
rancangan program yang sedang beIjalan dapat diteruskan sampai selesai atas 
persetujuan PARA pmAK. 

SI lem randu II or l nd\'r landi 
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PasallO 

Berakhirnya MoU 


l. 	 MoU ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari PARA 
PIHAK untuk memperpanjang MoU ini. 

2. 	 MoU ini dapat berakhir setiap saat; lkrdasarkan kesepakatan PARA PlHAK bilamana 
terjadi pelanggaran terhadap MoU ini. 

3. 	 Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri MoU ini karena tetjadi pelanggaran dan 
atau sebelum berakhimya jangka waktu MoO", pihak tersebut wajib melakukan 
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Jainnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Bilamana 
pihak lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan tanggapan secara tertulis atau 
memenuhi pennintaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya sural 
pemberitahuan tersebut maka MoU ini bera.khir dengan sendirinya terhitung sejak jangka 
waktu penerimaan surat pemberitahuan tersebut. 

PasaIll 

Penutup 


1. 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat 
"addendum" tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkaD.- dari Nota 
Kesepahaman ini. 

2. 	 Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai 
culmp, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi 
cap lembaga masing-masing &erta satu aslinya diberikan kepada PARA PIHAK pada 
saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani. 

PT. Mayora Indah Tbk (lnivenitas HKBP Nommensen Medan 

Heri Soesanto Dr. Haposan SiaUagan. S.R. M.H. 
Corporate DR & GA Director Rektor 
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NOTA KESEPAHAMAN 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/MOU 


Antara 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


Dengan 


PT. NASIONAL TETAP UNGGULAN (NTU) 


Nomor: 83IMoU IRJIV 12019 
Nomor: 007!NTU/VI /2019 

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Rtbu Sembilan Belas (20-06-2019), 
yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H., dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas 
HKBP Nommensen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 
Nommensen, berkedudukan di n. Sutomo No. 4-A Medan, selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK PERTAMA; 

2. 	 Dr. AGUS SUSANTO, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Nasional Tetap 
Unggulan (NTU) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nasional Tetap Unggulan 
(NTU), berkedudukan di nn. Perintis Kemerdekaan No. 3A Lantai 25 Grand Jati Junction, ~ 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; 

PARA PlHAK telah sepakat mengadakan Nota Kesepahaman antara UNlVERSIT AS HKBP 
NOMMENSEN dengan PT. NASIONAL TETAP UNGGULAN (NTU), dalam rangka 
membentuk kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasal1 

MAKSUD DAN TUJUAN 


Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan kompetensi Sumber 
Daya Manusia dalam rangka penyenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada 
Masyarakat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa12 

RUANG LINGKUP 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1. Bidang Pendidikan; 
2. Bidang Perielitian; 
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3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; 
4. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan 

Pasa13 

PELAKSANAAN 


Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari PeIjanjian Kerjasama yang disustm secara 
tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh 
Universitas HKBP Nommensen dengan PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU), sepanjang 
disepakati oleh ~ARA PIlIAl{. 

Pasa14 

PEMBIAYAAN 


Biaya untuk pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan akan disusun kemudian dalam bentuk yang lebih 
rinei (Memorandum 0/ Agreement) sesuai program kerja yang disepakati bersama dan 
ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIlIAl{. 

Pasa15 

JANGKA WAKTU 


Jangka waktu pelaksanaan keIjasama disepakati sebagai berikut : 

(1) 	 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 
diitandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas A 

kesepahatan PARA PlHAK; , 

(2) 	 Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk: mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum 

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-Iambatnya tiga bulan 

sebelum diakhirinya Nota Kesepaham ini; 


(3) 	 Dalam hal diketahui dan atau diberlakuk:annya peraturan perundang-undangan yang 
menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota 
Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan 
perundang-undangan dimaksud tanpa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini; 

(4) 	 Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik 
karena permintaan tertulis dari salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran 
Nota Kesepahaman yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini 
sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian 
kerjasama; 
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Pasa16 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

f .•. 

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman 
ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat 

Pasal7 

KETENTUAN LAIN-LAIN 


I. 	 Hak pen~lolaan keuangan di UHN - Kampus JJ sepenuhnya menjadi wewenang kampus 
cabang . . 

2. 	 Branding adalab. memakai nama UHN-JJC untuk kerjasama prodi SI-S2 dan memakai 
nama lainnya untuk kerjasama prodi S3 dengan perguruan tinggi lainnya. 

3. 	 Dosen yang ditunjuk dalam proses belajar mengajar 50% dari kampus cabang dan telah 
mendapatkan persetujuan dari pihak kampus induk. Perkuliahaan dapat diselenggarakan 
dalam bahasa pengantar bahasa inggris. 

4. 	 Kampus cabang berhak menentukan besaran uang kuliah sendiri sesuai dengan fasilitas 
yang diben1can kepada mahasiswa. 

5. 	 Hal-hallainnya akan diatur lebih mendetail di dalam MoA tersendiri. 

Pasa18 
PENUTUP 

I. 	Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk 
Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Nota Kesepahaman ini; 

2. 	 Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghonnati dan J 

mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; 
3. 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing 

dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sarna, masing-masing untuk PARA 
PlHAK. 

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, 
, ~ektor Direktur Utama 

- Universitas HKBP Nommensen PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU) 

Dr. HAPOSAN U.I......Ll.l.3L 
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-..,.u NOTA KESEPAHAMAN - ,!.L~ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 
AD .~ 

PT. PADI PADI CREATIVE 
Deugao 

UNIVERSITAS HKBP OMMENSEN MEDAN 

Tentug 


PENDIDlKAN, PENELmAN, DAN PENGABDIAN MASY ARAKA T 


Nomor: 8IMoUIRNll12019 

Nomor : 881R1MoUNIII20 19 


Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh Belas. Bulan Jull, Tahun Dua Ribu embilan BeJas (17­
07-2019), yang bertanda tangan eli bawah ini: 

1. 	 NATALIA: Dalam ked.udukannya selaku Project Manager PT. Padi Padi Creative (PPC) 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Padi Padi Creative berked.udukan di 
Jalan Asem Dua Nomor 80 Cipete Selatan, Jakarta Selatan - Jakarta, selanjutnya dalam 
Nota Kesepabaroan (Memorandum of Understanding) ini disebut PIHAK PERTAMA. 

2. 	 DR. BAPOSAN SlALLAGAN, S.II., MB.,: Dalam kedudukannya seJaku Rektor 
Universitas HKBP Nommensen Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan t 
Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SKlPn-UHKBPNIXIII2018, tertanggal 10 Desember 
20\ 8 dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Universitas HKBP Nommensen 
M~ berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, selanjutnya dalam Nota 
Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PlHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan 
secara bersama-sama disebut PAKA PIHAK. 

PAKA PIIIAK, PT. Padi Padi Creative dan Universitas HBBP Nommensen Medon, telah 
sepakat mengadakan Nota KesepahaID8D (Memorandum of Understanding) dalam rangka ~ 
membentuk kerja sarna yang saling memberikan manfaat dan keuntungan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

Posall 
MAKSUD DAN TUJU~ 

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk penyelenggaraan Acam " 
C<BINCANG KREATIF SENI PERTIJNJUKAN' yang diadakan pada tanggal 6 Agustus ~ 
2019. 

1 




Pasal2 
RUANG LlNGKUP 

Kedudukan kedua belah pihak. secara hukum adalah terpisah dan berdiri sendiri dan tidak 
terikat langsung selain dalam peIjanjian ini, 
(1) 	 PIBAK PERTAMA berkedudukan sebagai penyelenggara dan Pelaksana Acara 

Bincang Kreatif Seni Pertunjukan, 
(2) 	 pmAK KEDUA berkedudukan sebagai Institusi pemegang ijin tempat pelaksanaan 

acara Bincang Kreatif Sem Pertunjukan yang dise)enggarakan PIHAK PERTAMA, 
(3) Ruang 	 Lingkup KeIja sarna ini hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

"Penyelenggaraan Acara Bincang Kreatif Seni Pertunjukan" yang diseJenggarakan oleb 
PIHAK PERTAMA, yaitu PROGRAM RUANG KBEATIF SENI PERTUNJUKAN ~ 
untuk kemudian penyelenggaraan acaranya di tempatllokasi yang dikelola oleh PIHAK 
KEDUA di Wilayah Kota Medan pada hari Sel~ tanggal Enam. bu1an Agustus, tahun 
Dua Ribu Sembilan Belas (06-08-2019), 

(4) Apabila terdapat kelas eli luar wilayab tersebut di atas, wajib dikoordinasikan dan harus 
mendapat persetuj uan dari PIBAK PERT AMA. 

PasaI3 
PELAKSANAAN 

Nota Kesepahaman ini mempakan IodukJPayung dari Perjanjian Ke~a Sarna yang disusun 
secara tersend~ri untuk setiap bidang Kerja Sarna yang akan dilaksanakan dan atau ~ 
ditindaklanjuti oleh Universitas HKBP Nommensen Medan deogan PT. Paeli Padi Creative 
(PPC), sepanjang disepakati oleh PARA P1HAK. 

Pasal 4 
PEMBIAYAAN 

Biaya untuk pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan akan disusun kemudian dalam bentuk yang . 
lebm rind (Memorandum ofAgreement) sesuai program keIja yang elisepakati bersama dan , 
ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PlllAK. 

Pasal 5 
JANGKA WAKTU 

Kontrak KeIja Sarna ini berJaku sejak ditandatanganinya 'oJeb KEDUA BELAH PUlAK dan 
tetap berlaku sampai masing-masing telah menjalankan Hak dan Kewajibannya masing- ~ 
masmg. 
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Pasal 6 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


(1) Apahila timbul 	 perbedaan pendapat atau kesalahpaharnan daJam pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini, PARA PlHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah 
dan mufakat, 

(2) 	 Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat~ , 
diselesaikan secara bukwn meJaJui Badan Arbitrase atau uang disepakati oleh P AKA 
PIHAK. 

Pasal7 

PENUTUP 


(1) 	Hal-hal yang beJum diatur daJam Nota Kesepahaman mi, akan diatur kemudian dalam 
bentuk Addendum alas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dati Nota Kesepahaman ini; 

(2) Nota Kesepahaman 	 ini diJaksanakan ecara kelembagaan dengan menghonnati dan~ 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berJaku eli lembaga masing-masing; 

(3) 	Nota Kesepahaman ini dibual dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing­
masing dibubuhi materai secukupnya, ditandatangani dan elibububi Cap, dan berkekuatan 
hulrum yang sama, masing-masing P AKA PIBAK. 

PIHAKKESATU PIHAKKEDUA 
PT. PADI PADI CREATIVE (ppe), UNlVERSlTAS HKBP NOMMENSEN 

Project Manager 	 Rektor 

SAKSI 

~ 
Dn. Samse Pandiaugan, MSc.,Pb.D. 


Wakil Rektor IV 
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Natali 

M . ~. 
~"loi>""~"A'''' 

Dr. Baoosan Siallagan. S.H.• M.H. 



NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

antara 

Universitas HKBP Nommensen Medan 

dengan 

PT. SoluM Tl'ansportasi Indone!lia (Grab) 

Tentang 

Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Pe.rguruan Tinggi 
(Penelitian Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

dan Kegiatan Pengembangan Lainnya) 

Nomor: l05IRJMoU/IX/2019 
Nomor: 112/STl-MDN1XI2019 

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding = MoU) i,ni berlaku efektif terhitung 

ejak tanggal 30 Oktober 2019 ("Tanggal Efektif') dan dibuat erta ditandatangani oleb dan 

antara : 

I. 	Ken Pratama, dalam hal ini bertindak daJam Jabatannya selaku City Manager 2W Grab 
Medan dari dan oleh karenanya sah mewakili PT. Solusi Transpoortasi Indonesia. suatu 

perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, berkedudukan terdaftar f ~ 
di Gedung Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan 

Setia Budi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "Grab" dan/atau PIHAK 

PERTAMA. 

2. Dr. Haposan SiaHagan, S.H., M.H., dalam hal ini bertindak daJam jabatannya selaku 

Rektor Universitas HKBP Nommcnsen Mcdan, dari dan olch karcnunya all mewakiLi 

UniversitasHKBP Nomensen Medan, suatu Perguruan Tinggi Swasta Berbadan Hukum t- f) 

yang berkedudukan dt Jatan Sutomo No.4A Medan, uotuk selanjutnya disebut "Universitas 

HKBP Nomensen Medan dan/atau PIHAK KEDUA, 

Universitas HKBP Nomensen Medsn dan Grab secara bersama-sama disebut sebagai 
"PARA pmAK" dan masing-masing dapat disebut "pmAK". 

PARA pmAK terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut: 

11 emll.Blum of lnd r t nlin 
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Pasal l 
Kedudukan Para Pibak 

a. 	 Universitas HKBP Nomensen Medso adalah Perguroan Tinggi Swasta yang 

melaksaoakan pengajaran dan pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik lndonesia; 

b. 	 Grab merupakao suatu peru a aan yang menyediakan aplikasi berbasis ponsel cerdas f . ~ 
untuk pelllesanan ja a tran portasi atau jasa pengiriman ecara daring dengan merek 
dagang «Grab' ; 

c. 	 PARA PlHAK bermaksud untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut sebubungan 

dengan potensi kerja sarna yang mungkin dijalin di antara PARA PIHAK. 

Pasal2 
Ruanglingkup Kerja S8ma 

Setelab mempertimbangkan bal-hal tersebut di atas dan berdasarkan itikad baik, PARA 
PffiAK sepakat untuk menuangkan rencana kerja ama dalam Nota Ke epabarnan (MoU ) 

sebeLum dibentuknya perjanjian yang mengikat di antara PARA PmAK, dengan syarat dan 

ketenruan yang disepakati di bawah ini: 

1. 	 PARA PIBAK sepakat untuk berbagi infonnasi, tennasuk mengenai tahapan dan/atau 

rencana kerja untuk potensi kerja ama sebagai beri.kut ("RUHOg Lingkup Kerja SHmIl"): 

• 	 Program Beasiswa untuk mahasiswali U niversitas HKBP Nomensen Medan 

• 	 Seminar 
• 	 Program Pembangunan Grab Shelter 

• 	 Program Pembangunan Grab Lane 

• 	 Program Branding Kantin 

2 . 	 Kecuali dinyatakan sebaliknya, masing-masing PIHAK akan menanggung biaya-biaya 

yang timbu! sehubungan dengan peniJaian per iapan. dan pelaksanaan dari MoU ini. 

3 . Pelaksanaan semua Ruang Lingkup Kerja Sama akan dijabarkan dan diatur lebili lanjut l VQ. 
dalam suatu perjanjian tersendiri yang disepakati bersama untuk mengikat PARA 

PIHAK (' Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreemenf'), yang di dalamnya 

mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain 

terkait teknis dan komersial yang dipandang perlu. 

2 I IU l.. n \I I 0 I". I n d i 
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PasaL3 


Pelaksanaan 


Pelaksanaan Nota Kesepahhaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun 

dan dituangkan dalam Naskah PeIjanjian Kerja Sarna (Memorandum of Agreement) yang f- O\­
disetujui oleh PARA PIHAK dan bagoian yang tidak terpisahkan dari Naskab Nota 

Kesepahaman (MemorandunofUnderstanding) ini. 

Pasal4 

Jangka Waktu PelaksanaaD 

I. 	 Nata KesepahamanlMoU ini berlaktl untuk jangka waktu 2 (dua) tabun terhitung sejak 

tanggal penandatanganan danlatau apabila masa berlakunya sudab berakhir dan dapat 
diperpanjang atau diakhiri ata. persetujuan PARA pmAK, 

2. 	 Apablla hlngga dalam jangka waktu L2 (dua belas) bulan seJak Tanggal Efektif, PARA 

PIBAK tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sarna sehubungan dengan Ruang J. ~ 
Lingkup Kerja Sarna, maka MoU ini dinyatakan berakhir, dan PARA PIHAK sepakat 

untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau ganti rugi apapun 

karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian Ketja Sarna. 

PasalS 

Teknis Pelaksanaan 

PARA pmAK menunjuk Per on In Cho'1?e (PIC) masing-masing dalam MoU ini, 

ebubungan dengan teknis pelaksanaan dari MoV ini dan/atau Perjanjian Kerja Sarna ebagai 
tindak lanjul dari MaD ini. 

Pasal6 

Bsk daJl Kewajiban 

Hak dan Kewajiban PARA pmAK akan dimusyawarahkan dan diatur ber ama yang sesuai 
dengan bentuk dan Jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam PeIjanjian Kerja 
Sarna (Memorandum of Agreement). 

Pa al7 

Kerabasiaan 

Setiap PlHAK berkewajiban kepada PIHAK lainnya untpk tidak: mengungkap kepada pihak 

lain yang tidak mengetahui rahasia MoU, informasi a pap un tcrkait MoU ini, atau mengenai 
informasi apapun yang diperoJeh atau diterima oleh pmAK tersebut sebagai akibat 
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penandatanganan MoV ini dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk 

memastikan bahwa petugas dan karyawannya mematuhi kewaj iban keraha LaRD ioj. Informasi 

tersebut hanya akao digunakano)ehPARA pmAK (a13u perusahaan terkait yang memerlukan 

ontuk mengetahui) untuk evaluasi Ruang Lingkup Kerja Sarna, atau untuk tujuan lain 

sebagajmana munglcin dapat di etujui oleh PARA PIBAK 
a. 	 PARA pmAK akan terbebas dari kewaj iban sebagaimana dinyatakan di atas berdasarkan 

huruf a di atas terjadinya salah atu peristiwa berikut: 

1. 	 Dimana informasi berhcoti meujadi Lahasia tanpa ada pmAK mallapUl1 yang gaga I J. 
memenuru kewajiban kerahasiaan' , Cor 

ii. 	Dimana PARA PIHAK sepakat untuk aling melepaskan run dari kewajiban 


kerahasiaan; atau 


iii. 	Apabila ada PIHAK yang diwajibkan untuk membuat pengungkapao sesuai dengan 


persyaratan bursa saham, otoritas atau peraturan pemerintah dan/atau undang-uodang 


dan peraturan yang berlaku untuk itu. 


b. 	 Dalam hal salah satu PmAK bermak ud untuk melakukan pengumuman publik terkait 

MoV ini ("Press Release '), maka PIHAK tersebut barus mendapatkan per etujuan tertulis 
untuk Pres, ' Release tersebut dan pmAK yang lain . 

PasalS 

Penyelesaian Perselisihan 

1. 	Apabila dalam Pelaksanaan Nota Kesepahamanini, terjadi perseli ihanatau ketidaksesuaian 

pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaiakan ~ '1 
dengan eara musyawarab mufakat, 

2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan seeara musyawarah mufakat, 

maka kcputusan kescpakatan dapat dilakukan secara sab cukup dengan pcmberitahuan dari 

PIHAK PERTAMA dan sebaliknya, 

3 . 	Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka 

raneangao program yang sedaog berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetujuan 

PARA PIHAK. 

Pasal9 
Penutup 

1. 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman iill abo 

ditentukan kcmudian atas dasar pcrsetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat 'addendwn" 4. ~ 
tersendici yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, 
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2. 	 Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) a li, rna ing-rna ing benneterai cukup, 

keduanya rnempunyai kekuatan bukum yang sarna, ditandatangani dan dibubuhi cap t	 ~ 
lembaga masing-masing, serta satu aslinya diberikan kepada PARA PlliAK pada saat Nota 


Kesepahaman ini ditandatangani. 


~niversitas BKBP N ommensen, 
M 

Rektor 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(MemorQlllium ofU"dersfat,ding) 

Antara 

Rumah Sa kit HKBP Balige 


Dengan 

Universitas HKBP Nommensen Medan 


Tentang 

Kerja Sarna di Bidang Tri Darma Perguruan Perguruan Tinggi 


(Penelitian, Pendidikan, doll Pengabdiall Kepada Ma~yarakat, 
dim Kegiata1l Pengembtmgan Lain"ya) 

Nomor : 1118/G.3IPKS/RSHKBPIlX/2019 

Nomor : IOOIRlMoU/1XI2019 


Pada hari ini, Kamis, tanggaJ Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan 
Belas (19-09-2019), kami yang bertanda tangan di bawah iru: 

1. 	 dr. Nelson Siburian, M.K.M. . : labatan Difektur Rumah Sakit HKBP Baljge dalam hal \ / 
inl bertindak untuk dan atas nama Rwnah Sakit HKBP Balige berkedudukan ill Jalan , 
Gereja Nomor 17 8aJige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya dalam Nota 
Kesepaharnan (MoU) ini disebllt pmAK PERTAMA. 

2. 	 Dr. Haposau iallag~ S.H., M.H. : Ja atan Rektor Universitas HKBP Nommensen 
yang diangkat berdasarkan SlEal Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SKlPn-\ _ 
UHKBPNIXllI2018 tertanggallO Desember 2018 dalam hal :ini bertindak untuk dan atas K" 
nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di JaJan Sutomo No. 
4A Medan. yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini disebut sebagai 
PmAKKEDUA. 

Untuk selanjutnya PlHAK PERTAMA dan PD:IAK KEDUA secant bersama-sarna di ebut 
PARA POlAK dan masing-masing disebut PTHAK. \ 

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Kerja Sarna untuk saling ~ 
memmjang pelaksanaan tugas masing-masing PlHAK dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasall 
Maksud dan Tujuun 

(l) 	Adapun maksud keIja sarna ini adalab untuk menetapkan Rumab Sakit HKBP Balige 
sebagai Rumah Sakit untuk penelitian dan pengembangan di bidang kedoJ...'1eran bagi lJ 
mabasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokter~ Universitas HKBP Nommensen ~ 
Medan serta Pengabdian Masyarakat dengan dukungan surnber daya mamISia dan 
fasilitas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP 
Nommensen Medan. 

(2) Tujuan Kerja Sarna ini adalah: 



a. 	 Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antar PARA PlliAK dalam 
melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam 
rangka meoingkatkan derajat kesehatan masyarakat; \ / 

b. 	 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggara peodidikan " 
kesehatan untuk calon dokteT dan penelitian kesehatan dalam lingkungan PARA 
PIHAK; 

c. 	 Untuk mengatnr aspek kawasan yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan 
kedokteran bagi PlHAK KEDUA serta peningkatan mutu pelayanan dan cakupan 
bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian bag! PIHAK PERTAMA. 

(3) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-lmdangan yang berlaku, ~ 
Naskah Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan 
peningkatan kualitas swnber daya rnanusia serta membina hubungan kelembagaan antara 
PARA PlHAK uotuk saling mernbantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

Pa a12 
Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meiipuli : 
(1) Penggunaan PlHAK PERTAMA sebagai ternpat pendiclikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat bagi calon dok"ter PUlAK KEnUA; 
(2) 	PARA PIHAK bekerja sarna dalarn melaksanakan penelitian, dan pengembangan di 

bidang kedokteran serta kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan tenaga kV 
pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan di Rumah Sakit 
HKBP Balige, Kabupaten Toba Sarnosir dengan melibatkan dosenJdokter pendidik 
klinik; 

(3) 	DaJam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasaJ 2 ayat 2 yang 
diselenggarnkan oleh PIHAK PERTAMA PTHAK KEDUA bersedia rnemberikan 
bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk: 
a. Bantuan tenaga ahli mediklprofesi.onal~ 
b. Pendidikan dan pelatihan; 
c. Lokakarya, seminar, dan kegiatan lain; 
d. Penelitian bersama; 
e. Penggunaan laboratorium ataupun penggunaan fasilitas lainnya; dan 
f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA POIAK. 

Pasal3 
Tanggung Jawab Bersama 

PARA PJHAK bertanggungjawab memberikan izin untuk rnenggunakan dan memanfaatkan 
sumber daya dan fasilitas yang ada dj Rwnah Sakit HKBP Balige dan Lembbaga Penelitian 
Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Medan untuk kepentingan l 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran serta pengabdian masyarakat ~ 
bagi mahasiswa, tenaga pendidik Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen 
Medan dan dosen/dokteT pendidik klinik Rumah Sakit HKBP Balige. 
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Pasal4 
Hllk dan Kewajiban 

Dalam Nota Kesepahaman ini PARA PllJAK mempunyai hak sebagai berikut: 
(1) 	PIHAK PETAMA menerima mahasiswa dan tenaga pendidik Fakultas Kedokteran 

Universitas HKBP Nommensen Medan untuk melakukan penelitian dan pengembangan 
di bidang kedokteran di Rmnah Sakit HKBP Balige sesuai dengan daya duklmg dan daya 'l ­
tampung Rumah Sakit HKBP Balige, \ 

(2) 	 PIBAK PERTAMA berhak menerima duklmgan sumber daya manusia, fasilitas dari 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyaraka\ Universitas HKBP Nommensen Medan 
dan kontnbusi dana dari PIHAK KEDUA. 

Dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
(1) 	PJDAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyiapkan fasilitas penelitian dan 

pengembangan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan tekno]ogi kedokteran 
berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat; y

(2) 	 PARA PlHAK secara bersama-sama mempunyai kewajiban menyeJenggarakan upaya 
pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan peJayanan kesehatan, serta 
pengabdian kepada masyarakat, tennasuk mengembangkan ketenagaan medis, eTta ilmu 
teknoJogi kedokteranlkesehatan. 

(3) 	Mahasiswa dan tenaga pendidik dari PARA PlliAK dalam melaksanakan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, hanls tunduk pada peraturan yang 
berlaku d.i kedua institusi. 

Pasal S 
Pendanaan 

(I) 	Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Rwnah Sakit HKBP Balige sebagai 
tempat pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan pengabdian 
masyarakat menjadi tanggung jawab bersama PIHAK PERTAMA dan PIRAK 
KEDUA. 

(2) 	Pendanaan yang dimaksud digunakan untuk kepentingan mahasiswa dan doseD fitkultas \ 
Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan, serta dokter pendidik klinik Rumah 
Sakit HKBP Balige. 

(3) 	 SeJain dana dari pmAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. pendanaan dapat berasaJ 
dari sumber lain yang sall dengan petunjuk PlHAK. PERTAMA. 

Pasal6 
Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kedokteran 

(1) 	Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran PARA 
PlHAK bertugas: 
a. 	 Melaksanakan penelitian translasional dan/atan penellitian ill bidang ilmu dan 

teknologi kedolcteran; , y
b. 	 Menilai, menapis, danlatau mengadopsi teknologi kedokteran; 
c. 	 Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran; 

dan 
d. 	 Mengembangkan keIja sarna dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain 

yang terkait. 
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(2) Mahasiswa 	 dan dokter pendidik klinik yang ingin melakukan penelitian yang 
menggunakan subjek manusia atau bukan di rumah sakit, hams mendapat persetujuan 
lebili dahuJu dari PARA PlHAK dan harus luJu uji laik-etik (ethical clearance) yang 
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau p.ihak yang ditunjuknya, dan juga harus lulus ~ 
uji laik (etl.icai- clellrance) yang dilakukan oleh PIHAK KEOllA atau pihak yang 
ditunjuknya, 

(3) 	 Hak atas kekayaan intelektuaJ terbadap penelitian yang dilakukan oJeh dokter pendidik 
klinik atall mahasiswa tersebut diattrr sesuai denga peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Passl7 
Penetapao DoseolDokter Pendidik Klinik Sebagai Tenaga Pembimbing 

(1) 	 Dalam menjaJankan penelitian untok mahasiswa Fakultas Kedokte11U1 Universitas HKBP 
ommensen Medan, PARA PlHAK menyediakan dosenldokter pendidik klinik sebagai 

tenaga pembimbing dan pengawas terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian 
tersebut. 

(2) 	 PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan DosenIPendidik Klinik 
sebagai tenaga pembimbing dan pengawas penelitian untuk mabasiswa Fakultas 
Kedokteran Uruversita HKBP NommensenMedan yang bersangkutan, 

(3) 	 Honor dosenJpendidik kJinik menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. 

PasaJ 8 
Peogabdian Masyarakat 

PARA PIHAK sepakat lmtuk melakukall kegiatan pengabdian kepada masyarakat daJam ~ 
rangka meningkatkan derajal kesehatan masyarakal dengan Tri Danna Perguruan Tinggi dan " 
selaras dengan Visi dan Misi PARA PllIAK. 

Pasal9 
Kerja Sarna Dengan Pibak Ketiga 

PllIAK PERTAMA dapat melaJ...'Ukan Kerja Sarna dengan pelaku industri bidang kesehatan ~ 
dan pihak ketiga lainnya yang terkait untuk kepentingan peneJitian dan pengembangan di 
bidang kedok'teran serra pengabdian masyarakat. 

Pa all0 
Fnngsi Koordinasi dan Pengawasan Penelitian 

FWlgsi koordinasi, pengawasan dan pengembangan di bidang kedakteran di Rumah Sakit ~ 
HKBP Balige dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakjt HKBP Balige -
Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Medan. 

Pasalll 
Tanggung Jawab Bllkum 

(1) 	ApabiJa peserta penebtian yang berasal dari Universitas HKBP Nommensen Medan~ 
melanggar perahrran terkait dengan penelitiBn yang berlaku di Rumab akit HKBP 
Balige, maka menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. 
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(2) Apabila pe efta penebtian 	yang berasal dan Fakultas Kedokteran Unjversitas HKBP 
Nommensen Medan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana, 
maka menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. 

(3) 	 Peserta didik yang melakukan penelitian bidang kedokteran di Rumah akit HKBP 
Balige tidak diperkenankan berillteraksi dengan pasien di luar pengetahuan dokter ~ 
pendidik klinik. Apabila teIjadi malpraktek tanpa sepengetahuan dokter pendidik klinik 
atau perawat yang bersangkutan menjadi tanggung jawab PlHAK KEDUA, apab~a 
terjadi malpraktek dengan sepengetahuan dokter pendidik klinik atau perawat yang 
bersangkutan maka menjadi tanggtmg jawab PIHAK PERT AMA dan PD-IAK 
KEDUA. 

PasaJ 12 
Keadaso Memaksa 

(1) 	Kedua belah pihak sepakat apabila dalam melakukan kerja sarna seperti yang di ebutkan 
pada pasal 1) PARA PllIAK mengalami ketidakmampuan yang disebabkan oleh 
keadaan memaksa (force majure), maka PARA PTHAK, harns memberitahukan secara 
tertulis atau Iisan mengenai keadaan tersebut selambat-lambatnya 2x24 jam setelah ~ ) 
keadaan memaksa (force majure) tersebut. '\ 

(2) 	Keadaan memaksa (force majure) seperti tersebut pada ayat 1 di atas, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, hum-hara. unjuk rasa, 
pemberontakan, krisis nasion aI, kebakaran, sabotase, epidemik, bencana alarn seperti 
banjir dan gempa bumi 

Pasal13 
Jaogka Waktu Kerja Sama 

(1) 	Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak bari 
Kamis, tanggaJ Sembilan Belas, bulan September, tal1UD Dua Ribu Sembilan Belas (19- V 
09-2019) saat Nota Kesepaharnan ini ditandatangani sampai tanggal SembiLan Be1as 
bulan September tahun Dua Ribu Dua Pulull Empat (19-09-2024). 

(2) 	Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan dan persetujuan kedua 
belah PlHAK, 

Pasal14 
Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sarna 

Nota Kesepabaman ini berakhir apabila: 
(1) 	 Berakhimya jangka waktu di ata pada pasal 13 ayat (1) dan tidak diperpanjang oleh 

kedua helah pihak; 
(2) Apabila salah satu pihak berkeinginan 	lmtuk rnengakhiri, sebelum berakhirnya jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka pihak yang ingin V 
mengakhirinya, harus terlebih dahulu memberitahukall kepada pihak lainnya secarn 
tertulis disertai dengan alasan-alasan lainnya, 

(3) 	Alasan-alasan dan pihak yang ingin rnengakhiri ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. 
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Fa al15 

Peoyelesaian Perselisihao 


(l) 	Jika dikemudian hari teIjadi perselisihan dalam hal penafsitan dan/atau pelaksanaan 
ketentuan daTi Nota Kesepahaman ini ataupun bal-hal lainnya. maka PARA PJHAK 
sepakat untuk terlebih dahulu meoyelesaikarmya secara musyawarah untuk mencari iJ 
mufakat, ~ 

(2) Apabila penyele aian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, 
maka penyelesaiannya akan diselesaikan melalui Pengadilan NegeIi dan PARA PlHAK 
memilih domisili hukum Kepaniteraarl Pengadilan Negeri ill Kota Medan. 

Pasal16 
Penutup 

(1) 	 Hal-bal yang tidak dan/amo belwn diatur terbadap seluruh maupun sebagian ketentuan 
yang termuat dalam Nota Kesepaharnan inj, akan diatur lebili lanjut dalam pedomany 
pelaksanaan oleh PARA PlHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan daTi Nota 
Kesepabaman ini, 

(2) 	Nota Kesepaharnan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIBAK dalam rangkap s 
(dna) benneterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sarna unnlk PARA 

·PIHAK 

PTRAK FERTAMA '{~ PllIAK KEnUA 
Rnmah Saki HKBP ~Universita HKBP Nommensen 

BaJig 

Direktur 

Medan, 

Dr. Haposan SiaDagan, S.H .•M.H. 
Rektor 
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NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN 
DENGAN 

UNNER ITAS HKBP NOMMEN EN MEDAN 
TENTANG 

PE DIDIKAN, PENELITIAN DAN 

PE GABDlAN KEPADA MASYARAKAT 


Nomor Pihak T : 030/Dir-RSE/PKS-MoU/U/2019 
Nomor Pihak 11 : OJl02IRJMoU/IV2019 

Pada bari ini tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilao Belas (01-02-2019) eli 
Medan yang bertandatangan di bawah ini : 

1. 	 dr. Maria Cristina, MAR Selaku Direk'tur, bertindak dan atas nama Rumah 
Sakit Santa Elisabeth M dan oleh karenanya sab 
mewakili Direksi berda arkan Surat Keputusan 
Pengangkatan Direktur Nomor: 
o19/YSEI K/IVI2017 tertanggal 0 I April 2017 
dari dan oleh karena itu atas nama Rumah Sakit 
Santa Elisabeth Medan yang berkedudukan di J1. H. 
Misbab No. 7 Kel. Jati Kec. Medan Maimun, Medan 
20152 dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah 
Sakit Nomor: 440.442!258571XII12014 dari Dinas 
Ke ehatan Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya 
dalam perjanj ian kerjasama ini di ebut PIHAK 
PERTAMA. 

2. 	 Dr. Haposan SiaUagan,SH..MH : Rektor Universitas HKBP Nommensen yang 
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pcngangkatan 
Rektor Nomor: 066/SKlPn-UHKBPNIXlIJ20 18 
tertanggaI 10 Desember 2018 yang 
berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan 
20234 selanjutnya dalam perjanjian keljasama 1.Ol 

disebut sebagai PIHAK.KED A. 

PIHAK PERTAMA dan PIBAK KEDUA masing-masing disebut "PIHAK' dan secara 
bersama-sama. selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK'·. 

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat ' untuk mengikat diri dalam Surat 
Perjanjian KeIjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam 
Pasal-Pasal tersebut dibawah ini. 

Halaman 1 dari 4 I \1- I 



PASAL 1 

JUA KERJA AMA 


Dengan tetap mengindabkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bag; 

PARA PmAK, naskah perjanjian keJjasama ini dibuat dalam rangka pengembanbJ3n 

kompetcnsi dan perungkatan kualita umber daya m nu ia 
kelembagaan atara P R pm K untuk saling membaDtu 
pendidikan, penelitian dan pcngabdian kepada masyarakat 

erta 
dalam 

membina 
penyela

hubungan 
nggaraaan 

P S L2 
RUANG LINGKUP KERJA AMA 

Ruang Lingkup nota kesepaharnan ini meliputi : 
1. 	 Penyelenggaraan pengembangan keahlian profesional dibidang pendidikan dan dibidang 

ilmu penelitian bersama. 
2. 	 Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. 
3. 	 Kegiatan-kegtatan lain yang dianggap perlu. 

PASAL3 
PELAKSA AA 

Pelaksanaan kerja ama seeara rinei dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan 
clituangkan dalarn naskah pe~ianjian keIja ama (Alemorantium of Agreem 'nl) yang 
disetujui oleh P RA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daTi nas!:ah 
peIjanjian k rjasam~ mi. 

PASAL4 
PEMBIAY 

I. 	 Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan 
dtbiayai dati dana aog relevan daTi PARA PIHAK. 

2, 	Pembiayaan untuk k giatan yang disepakatl tersebut akan diatur dalarn perjanjian 
ketjasama terseodiri (Memorandum ofAweemenr). 

P AL5 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Hak dan kewajiban PARA P1HAK akan dimu yawarahkan bersarna sesuai dengan bentuk 
dan jenis kegtatan yang akan dilaksanakan. 

PASAL6 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan kerjasarna disepakati sebagai berikut: 

Halaman 2 darl 4 



1. 	 Jangka waktu pe1JanJlan kerjasama adalah 2 (dua) tahun, dihitung sejak ditanda 
tanganinya surat perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak 

2. 	 Jangka wak'tu tersebut pada ayat 1 akan ditinjau dan latau diperbaharui kembaH, jika 
terdapat perubahan yang disepakati oleh kedua belab pihak. 

3. 	 PerpanJangan kerjasama yang di epakati oleh kedua belah pihak djlakukan 3 (tiga) bulan 
sebelum jangka waktu kerjasama di ata berakhir. 

Ke.sepakatan ini tidak akao berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pengurus atau 
fungsionaris, namun wajib diteruskan oleh pengurus atau fungsionaris baru tanpa merubah 
ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini. 

PA AL8 
PEN GGU GJ WAD 

Masing-masing pibak akan menunjuk seorang penanggung jawab yang bertugas 
merencanakan, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kerjasama. 

PlHAKPERTAMA : 
RS aota Elisa beth Medan 
JL. H. Misbah Nomor 7 Kel. Jati Kec. Medan Maunun 
Medan 20152 
Telp : 061 - 4144737 
Fax : 061 - 4143168 
Email : rsemdn@yahoo.co.id 

Contact Person: 
Nama : Juniar Sinaga 
Iabatan : StafMarketmg 
Telp. : 061 - 4144737 Ext.775 

ax : 061-4143l68 
Hp : 081263165674 
Emall : marketing.rsemdn@gmail.com 

PIHAK KED A: 
Universitas HKBP Nomrnensen Medan 
JI. Sutomo No. 4 A, Medan 20234 
Telp : 061 - 4522922 
Fax :061 - 4571426 

Contact Person: 
Nama : Ervina iahaan 
Telp. . 061 - 4522922 
Hp : 085760979704 
Email : ervinasiahaan@uhn.ac.id 
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PASAL9 

PE YELESAIAN PER ELISIHAN 


"! 

Apabila dalam pelak anaan kesepakatan kerjasama ini cti antara kedua beJah pihak terdapat 
perselisiban atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara mus awarab dan 
mufakat. 

PA AL 10 

KETENTUAN LAIN-LAIN 


1. 	 Perubahan pada peJjanjian ketjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi 
dan mendapat persetuj uan secara tertulis dari kedua belah pihak dan menjacti bagian yang 
tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 

2. 	 Petjanjian Kerjasama ini akan dibuat dalarn rangkap dua yang kesemuanya asli dan 
bennaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukurn yang sarna untuk masing-masing 
pibak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

PA AL 11 

PENUTUP 


1. 	 Segala sesuatu yang tidak atau belum dlatur dalam Perjanjian Ketjasama ini akan diatuT 
Jebih lanjut dalam naskab tambahan (Addendum) .ebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dan Peljanjian KeIjasama ini. 

2. 	 PeIjanjian Ketjasama ini dibuat dengan semangat kerja ama yang baik, untuk dipatubi 
dan dilaksanakan oJeh PARA pmAK 

PIHAK PERTAMA PIHAKKED A 
RS SANTA ELISABETH MEDAN IINIVERSI A HKBP NOMMENSEN MEDAN 

I 

Hstina MARS 
irektur 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

Antara 

Sekolab Tinggi Bibelvrouw HKBP Laguboti 


Dengan 

Universitas HKBP Nommensen Medan 


Tentang: 

Kerja Sarna di Bidang Tri Darma Pergufuao Perguruan Tinggi 

(Peoelitian, Pendidikan, dan Pengabdiao Kepada Masyarakat, 


dan Kegiatan Pengembangan Lainnya) 


Nomor: 507/0851K1STBlMoU1IXJ2019 

Nomor: 0971R1MoUIIXI20l9 


Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Betas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan 
Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 Biv. Roslinda Sihombing, S.Pd., M.SL : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi BibelVTouw 
Huria Kristen Batak Protestan tI-IKBP) Laguboti yang diangkat berdasarkan Surat 
Keputusan Pengangkatan Ephorus HKBP Nomor 155fBiv/SKP/09/20l8, tertanggal 1 
Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Bibelvrouw ~) 
HKBP, yang berkedudukan di Jalan Partahan Bosi Nomor 1, Kecamatan Laguboti, ,\V 
Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK 
PERTAMA. 

2. 	 Dr. Baposan SialJagan, S.B. M.B. : Iabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen 
Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rebor Nomor: ~.. 
066/SKiPn-UHKBPNIXIII2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di 
Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepabaman ini disebut 
sebagai PIHAK KEDUA. 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIBAK KEnUA secara bersama-sama disebut 
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK 

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan KeIja Sarna untuk saling ~ 
menunjang pelaksanaan tugas masing-masing pmAK dehgan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal1 
Tujuan Kerja Sama 

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi~ 
PARA PlHAK, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara 
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PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan. penelitian dan 
pengabctian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 

Pasal2 
Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1. 	 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Borang Penjarninan Mutu, dan Akreditasi, 
2. 	 Penyelenggaraan kegiatan seminar, peJatihan, musik dan song leader 
3. 	 Penyelenggaraan kegiatan Sosialisai KeJja Sarna dan Relevansi Pendidikan Tinggi V 

dengan DUIDI, dan 
4. 	 Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

Paso I 3 
Pelaksanaan 

PeJaksanaan Nota Kesepabaman ini secara rinci dalarn bidang-bidang tertentu akan disusun \ . 
dan dituangkan dalam Naskah Pmjanjian Kerja Sarna (Memorandum of Agreement) yang t 
disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisabkan dati Naskab 
Nota Kesepahaman (Memorandum ofUnderstanding) ini. 

Pasal4 
Pembiayaan 

(1) 	Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman im akan \ 
dibiayai daTi daDa yang reI evan dan PARA PIHAK. ~ 

(2) 	 Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur daJam Perjanjian Kerja 
Sarna tersendiri (Memorandum afAgreement). 

Pasal5 
Hak dan Kewajiban 

Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai ~ 
dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam Peljanjian Kerja 
Sarna (Memorandum ojAgreement). 

Pasal6 
Jangka Waktu Pelaksanaan 

( I) 	Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tang gal 
penandatanganan dan apabila masa berLakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau
diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. . 

(2) 	Dalam hal salah satu PlHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini ' r
sebelum jangka waktu sebagairoana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib 
memberitahukan secaTa tertulis kepada PIBAK lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
ka[ender sebelwn masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakbir. 
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Pasal7 

PenyelesaiaJl Perselisihan 


(1) Apabi\a 	 dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sarna ini tetjaru perselisihan atau 
ketidaksesuajan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan pmAK KEDUA, maka akan 
ruselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 

(2) Apabila penyeJesaian perselisihan tidak dapat 	di elesaikan secara rnusyawarah dan 
mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan ~ 
pemberitahuan dari PTHAK PERTAMA dan atau sebaLiknya. \ 

(3) Apabila leIjam pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka 
rancangan program yang sedang beIjaJan dapat diteruskan sampai elesai atas 
persetuj uan PARA PIDAK. 

Pasa18 
Ketentuao Lain 

(1) 	Perubahan mas Nota Kesepabaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA 
PIHAK 

(2) Kerja sama' dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK. tidak mernenuhi ketentuan-\ _ 
ketentuan sebagaimana diatur dalarn Nota K'esepahaman ini; \ 

(3) 	 Hal-hal yang lainnya akan diatur lebih mendetail ill dalarn Naskah Kerja Sarna 
(Memorandum o./Agreement). 

Pasal9 
Penutup 

(1) 	 Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belurn diatur daJam Nota Kesepaharnan ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK dan akan dibuat 
'''addendum'' tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan daTi Nota + 
Kesepahaman ini . 

(2) 	 Nota Kesepahaman 1m mbuat dalam rangkap 2 (dua) ash , masing-masing benneterai 
cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangam dan 
dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat 
Nota Kesepaharnan ditandatangani. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP -Universitas HKBP Nommensen 


La~boti 	 ~ ....--.~:::::.-.... Medan.A'5.==...... 

Si. Dr. Baposan Siallagan, .B.,M.H. 
Rektor 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum ofUnderstanding) 

Antara 
Sekolab Tinggi Diakones HKBP Balige 


Dengan 

Unjversitas HKBP Nommensen Medan 


Tentang: 

Kerja Sarna di Bidang Tri Darma Perguroan Perguruan Tinggi 

(Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 


dan Kegiatan Pengembangan Lainnya) 


Nomor:257~oUfVl-5~2019 

Nomor : 0981R1MoU/002019 

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan BeIas, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan 
Belas (19 - 09 - 2019) kami yang bertanda tangan di bawab ini: 

1. 	 Diak. Serepina Sitanggang, M.R.E. : Ketua Sekolah Tinggi Diakones (SID) HKBP 
Balige, dalam bal ini bertindak untuk dan atas nama SekoLah Tinggi Diakones (SID) 
HKBP Balige, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 17 Kapemaum Kecamatan Balige 
Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja 
Sarna (Memorandum ofAgreement) ini, disebut PJRAK PERTAMA. 

2. 	 Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.B. : Jabatan Rektor Universitas HKBP Nommensen 
Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 
066/SKlPn-UHKBPN1XIlI2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam haJ ini bertindak 
untuk dan atas nama Universitas HKBP Nomrnensen Medan yang berkedudukan di 
JaLan Sutomo No. 4A Medan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut 
sebagai PIHAK KEDUA. 

Untuk seJanjutnya PIHAK PERT AMA dan PIBAK KEDUA seeara bersama-sama disebut 
PABA PDIAK dan masing-masing disebut PmAK. 

PARA PDIAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Ketja Sarna untuk saling 
menunjang pelaksanaan tugas masing-masing PffiAK dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasall 

Tujuan Kerja Sarna 


Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini dihuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan 
peningkatan kualitas sumher daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara 
PARA PmAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, dan hal-baJ lain yang dianggap periu. 
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Pasal2 

Ruaog Lingkup 


........... 


Ruang Lingkup Nota Kesepaharnan im meliputi : 
1. 	 Kegiatan Pendampingan Penyusunan Borang Penjarninan Mutu, dan Akreditasi, 
2. 	 Penyelenggaraan kegiatan Sosialisai Kerja Sarna dan Relevansi Pendidikan Tinggi 

dengan DU/DI, dan 
3. 	 Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

Pa al3 

PelaksaDaan 


Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini seeara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun 
dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian KeJja Sarna (Memorandum of Agreement) yang 
disetujui oleb PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah 
Nota Kesepahaman (Memorandum afUnder tanding) ini. 

Pasal4 

Pembiayaan 


(l) 	Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepabaman ini akan 
dibiayai dan dana yang relevan dari PARA PmAK. 

(2) 	 Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur daJam Perjanjian Ketja 
Sarna tersendiri (Memorandum ofAgreement). 

Pasal5 

Hak dan Kewajibao 


Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai 
dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalarn Pedanjian Kerja 
Sarna (Memorandum ofAgreement). 

Pasal6 

Jaogka Waktu Pelaksanaan 


(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tabun terhitung sejak tanggal 
penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau 
diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. 

(2) 	 Dalarn hal salah satu PIBAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini 
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud daJam ayat (1), maka pillak tersebut wajib 
memberitabukan seeara tertulis kepada PIHAK lain paJing lambat 30 (tiga puluh) hari 
kalender sebeluJD masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir. 

Pasal7 

Peoyelesaian Perselisihao 


(1 	 Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sarna ini, teIjadi perselisihan atau 
ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PmAK KEDUA, maka akan 
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 
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(2) Apabila penyelesaian perselisihan 	tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan 
mufakat, maka pemutusan kesepakatan dapat dtlakukan secara sah cukup dengan 
pemberitabuan dari PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya. 

(3) 	 Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas 
persetujuan PARA PIHAK 

PasaL8 

Ketentuan Lain 


(1) 	 Perubahan atas Nota Kesepaharnan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA 
PIHAK 

(2) Kerja sama dapat dianggap batal apabila salah satu PffiAK tidak memenuhi ketentuan­
ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman inj; 

(3) 	 Hal-hal yang lainnya akan diatur lebih mendetail w dalam Naskah Kerja Sarna 
(Memorandum afAgreement). 

Pasal9 

Penutup 


(1) 	 Hal·hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman io1 akan 
ditentukan kemuruan atas dasar persetujuan PARA PlHAK dan akan dibuat 
"addendum" tersendi ri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman in1 . 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asti , masing-masing berrneterw 
cukup, dan keduanya mempunyw kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani dan 
dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PIBAK pada saat 
Nota Kesepahaman ditandatangani . 

¥ PllIAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

S~kolab Tinggi Diakones HKBP 


Balige 


Diak. Serepina Sitanggang. M.R.E. Dr. Raposan Siallagan, S.H.,M.B. 
Ketua Rektor 
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PERJA JIA K • RJA AMA 

A 

EKOLAlJ TIN 'PORTAl J DARAT 


DENGAN 

II lVER JT • II 8P NOMEN N 

PE EL GG RA N PENDIDIK N DAN PELATm N 

PliJVIB RD nUN AN GARAN 20t 


101/ 1 /1 3 /r- . '2 t'1N m r , I 
N In r : 088/R/M UIIl1l2019 

Pndu han ini. S nin tanggal Du Pulub Lima ulan Maret tahUl1 DUD ilm embUan Bela 
Lelah ditandntangani leh dan ant ru: 

I. 	 DDV .IN W N, ATD, M.En • ' c Ketua ekolah Tin gi 'ran porta i 
Darat berdasarkan Kepulu an Menlcri 
Perhubungan NOlllor :SK. 898 Tnhun 2018 
tangglll 10 Januari 2 19. oleh dan kat na 
jabatanya ter c ut secarn 'ah crtindnl 
untu dan atas nama ekoJah 'inggi 
Trun porta i amt, rkedudukan di 

kaSI . beralrunnt d. JuJan Raya Setu No, 
89 Cibuntu Cibitung Bekasi yang 
selnnjulnya di abut PlHAK PER AM . 

2 01', IIAPO. A IALLAGAN. 'll. Mil 	 Rek1 t Universil llKBP Nomen t 

berda arkan Kcputusan N mor 
o 6/SK/Pn-UHK PNIXl1l201 tnnggol 10 
Desember 2018, oleh dan knrena 
ju atannyu tersebut :-;ecara sah bertindak 
untuk clan ata namo Uui ersitas ItKBP 
N mensen bcrkedudukan di Kampu 

Universit Univer 'itas lIKBP Nomen 'en, 
pr pinsi Sumat ra Utara yang IJlanjutnya 
dLebut PIHAK EDUA. 



PIIlAK PERTAMA dan PIHAK KEOlIA ecara ber al'lla~satna disebut PARA PIHAK 
dan 	 cearu sendiri.. endiri. 'eianjutnya. dis but PIHAK Lerlcbih dahulu mencrongkan hal­
hal s bagai b rikut: 
I. 	 PlHA PERTAMA adalah unit pelakbana teknis dibawah Badal P ngelnbangan 

SDM Perhubungan yang l11elniliki rllang lingkup ketuga an meliputi pendidikan an 
p Intihan pel'll entukan ketnrunnan, .Wmr' COl/roW! , 'erta diklat teknis untuk 
pen~er'l1bangan sumber da a m nusia di idnng 'I rnnsporta i 

2. 	 PIlIAk. PE1 TAMA menyamvaiknn inti rma!1i ahwn. ekol h 1 inggi Transportasi 
Dam In tniliki pr gram pendidikan dun Pelatih n Pcmb rdo 'nan Masyarakat (DPM) 
Pr kif m DPM adalah progran, Kenlent nan Perhubungan ang herfungsi unhJ~ 

tnemberikan kompetel si kepada mas 'arakat seCara grati di ektor perhubuligan, 
3. 	 PIHAK PERTA fA bennaksud untuk men 'ampaikan maksud dan Lujunn k rj an a 

pol ksonaan progrllm kegiatan DPM ang t rkllit untuk P RA PillA 
4. 	 PlllAI\. ED i merupakan embaga Pendidikan, yang m rnilik l rUM/! 11l1gkup 

melak nnBkan Tri harma Perguruan Tinggi yang meli( uti Pengnjarnn, Punelitian dan 
Peng bruen Ma yarakat yang didalamnya terdapat pelatihan b rbu i kompelcns'j untuk 
terciptany tennga kt:rja pro/esional inovatir dun pr duktif .8ng sesuai dengun 
perk mbangan pasar erja global dan juga mernbua~ pr Igl1111 elatihan se uai 
k buluhall pcngguna. 

Berda arkan hal-hal e agaimana t ~n~ ut dinta. , P RA PIB menyutakan ~p kat 
untuk 1U'ln unt dan mel1ilndatangani Perjanjian Kerjas8ma Pelak anoan P ndidikan d n 
Pclatihan Pemberda 'aan Ma yarakat dcngan yarat dan ketentuan sebagai el'ikut : 

PUSHI I 
o AR HlLKUM 

Do Dr Hukum ang digullukon bagai Ped man Pelak annan Ke cpakatnn ~rstlmo ini 
udu\nh ,cbugni berikut • 
I. 	 Peraturan Pemerintah Nom r I Jahun 2012 T ntang UIll er Daya Manusia di Bidang 

Tron portu i~ 

2. 	 I)eraturun Menter! I'erhuhungan Republik 11 d n sin Nomor PM. 189 Tallun 2015 
t:nlang rgal1isasi dan Tata Kerju Kcmenlorian Pcrhubungan .ebllgaimana tclah 

diut ah dengan P rotursn M'nl ri Perhubungan Republlk Ind t1~ ia Nomor PM. 86 
TahuI12 1 . 

3. 	 Instruk i Pre idel1 Nom r 9 Tahun 201 Tentang Revitali asi MK dalam Rangka 
P ningkalan Kuuht . dan Dayu Suing umb 'r Daya Manusia~ 

4. 	 Pernturan M nteri Perllu UI gan R pullik Indone ia NOln r PM, 3 Tuhun 2018 
Tentang Perubnhan Atas Perolurnn Menteri Perhu ungoll Nom r Kin 84 TaJ un 2009 
Tent ng Tat8 Cant Pembtirian antullil PClldidikan dall Pelatihan serta Beasi wa di 
Bidang' ran ortasi~ 



5. 	 In ·truksi Ment ri Perhubunglln NOllor 14 Talmo 2018 TelHang Pemanfaat n dan 
Pend! 	Ilgunaan Angganm untuk Pendidikan dan P latihan Pemberdayoan Ma yarakat 
erta Bea iswa dan Pemberian Bnntuan Pendidiknn; 

6. 	 Peraturan \!pala Badan PCllgembangnn M Perhubungan Nom r PK. 05IBPSDMP~ 

20 t7 Tel tang Pcndidiknn dan Pelatihan Transp rta j Bagi Ma yaruka~ 
7. tatuta U liver ita lfKBP N mmensen Tahun 2009; 

Pa~al.2 

MA l ID 0 N T1JJlJA 

Kerjusams ini ertujunn untuk be atuoM oms melu rumkun P ndidikan dan Pelatihan 
P mberdu,/aan Ma yarukat dalam rangka rneningkalknn kualitas sum r daya manusia 
ul1tuk m~mcnuhi kcbutuhan tennga kerJa yang prima, pro cs 'ional dan erotika. 

Pa nl3 

Rll NG LINGKUP 


Ruang lingkup kerja urna ini meli uti kegiatan ang <lila anakan d ngan Uni ersitas 
Andalas untuk kcgiatan Pcnyclenggaraan Program Pcndidikan dnn Pclatihan Pembl.:rda raan 
Ma ya kat . 

P08014 

TllG S 0 '[ GGUNG .IAWAD 


edua belah pihal epakat untuk melak. anakan tu'gas dan tanggung jawab antara lain 
s"'bngnl erikul: 
I. 	 PIiIAK PFR't AMA 

a. 	Menrasllilasi kebutuhan biaya p m nuhan fana/pm arana yang dibutuhkall dalam 
~ elak annan pclatlhan (Tenaga PCllgajarlln truklur, ArK, Perlengkapall Pes~rta, 

Konsum i, Penggundann Modui, Sewn Ruango.n)~ 

b. 	Men 'iapkan Kurikulum dan Sad 81 I)elotihan ~ 

c 	 Menycdiakan modul pelatihan ' uai dcngan l!latihan yang telan di epa ati kedua 
belnh pihak. 

2. 	 PIHAK K· UA 
MCll1bantu menyedinkan Tenaga PengaJar dan 1n truklur pelalihan, 

3. 	 PTHAl' P 'RTAMA DAN P1HAK K -< DUA berkoordiflll'i terkait tcknis petak ' newt 
kegi tan tersebut 

l'a III 5 

BIAY 1 TAT C R PEMB VARAN 


Bia a 8nS diperlukan untuk pelaksnnaan kerj ama ini lncnjadi bel an PjhaJ.. P :RTAMA 
crsutnberkan dari APBN . 



P al6 
FORCE MAJEURE 

I. 	 Bahw8 yang dimaksud dengan e dalln Metnak (Fore > 'lqj~ul'e) dalam Perjanjiatl 
ini adahth p-ri ti\\-a yang t r'adi di lunrh.l!mamplian PARA PIHAK untuk tnengatasinya 
dengan k mompuan t rbaik untuk m nghindnrinya dan bukan discbabkan kelaloion dan 
k alahan mBsing-1ll8sin pihak lermasuk nrunun hook t rbatns padn bencana alam 
(gempa bumi taullh long or, bnnjir be.ar) kebakarun hum.. har peltlberontakall di 
daemh berda arkan Perjanjinn ini epidemik lua yang diumumkull pemerintah, ituusl 
m n ter eng diumumkan pem rmlah p 'rubaJuln. J erundang~undal1gan don kebij kun 
p merintah, 

2. 	 Pihnk yang mcngalami Kead. fill Me nak 8 (ForCe! MUI Jure) berk wajiban untuk 
menyoJ1lpaikan pemb ritahunn Iisatl dnn/utllu tertuli s lambs ~Jombatn a J0 • epuluh) 
hart k ~rja 'ejuk tecjadinya (Force AlUJcurl.!) teTScbut. ApabiJIl }') mberiuthuan m~lebihi 
w'lktu yang telah ditentuknn terc;:ebut, lTInka pihak Jainnya menganggap kejudia/l 
K adaan Memaksa (lm'cC! Ma) W" t r ebul bukan I1lcrupokan p ri ·tiwn F'tn'cL' 

A/qi til", 

3. 	 Scgtlla aki at flng timbul dari Kcauaan Memuksa I ' ofet! Mql 'lIrcJ) akan di desaikan 
lch PARA P1HAK alas usul dt ri Pih k ang mcndcrita kerugian nklbal k~adaan 

tel'S bU1 dalum ke epakatan dati PARA PlllAK herdasarkan Perjullji n ini. 

Pasul7 
J . \" Kl'tl 

P RA PIHAK pakat untuk melak 'anakan k~gj tan ini selama 3 tahun s ~ak ditanda 
tllnganinva Pc(janjial\ Kerja runn ini dan dapat diperpanjang . eSlini dcngan ke pakatnn 
PUIAK PERTAMA DAN PTlIAK KEDUA. 

Po. nl8 
PENYEL I N PER ELI tHAN 

1. 	 Apnbila ttmbul sen ketu sebagai ukibat dari ndanyu Pcrjnnjian ini , moka PARA PlfIAK 
nkun men ell.: ikannyn terlebih dahulu densun emu mu yawnrah untuk munlknt dalnm 
jangka, aktu 30 tigu puluh) hari kalcndcr. ' 
Apabila mclalui cam e aguul1ana dimak ud dalam ayat (I) Po al ini perselisihan 
ter at ut lidak dB at di ele aikan, Lnaka PAl A PlI (AI" sepakat metnilih teml,)8t 
k~dudukan hukum yang t tap dal1 tidnk berubah raitu pacta Kant r KepanilerStUt 
Pengadilnn N eri B~kasi. 



Pusal9 

KORE PO DENS! 

· luruh p m erilahuan atau konlUnikasl yang dibenkan berdasarkan Perjan'ian ini 
Iaru' di runpaikan ec, m tertuli emu li<;an dan/atau dianggap teluh diterim8 npabila 
disnmpniknn ndin alau fuk.\tmt/ > {lUlU dengan sura tcrcalat yang tclah dibnyar, 
di ertai dengan tanda terirna dan di alamatknn sebagai berikut 

Pill K PERT MA .-IIIAK KED11 
Alamat : JI. Rayn Setu No, 89 Bt:knsi Alamat : J 1. Sutom No. 4A Medan 
relepon : (021) 8254640 Sumatera Utara 
ak'lmil ; (021) 82 8C)9 Tdepon : ( 61) 4522922 

Fak imile : (061) 4571426 

2 	 Dalam hal terjndi pcrubuhan alumat 'ebaguimana ters 'but di ntas makn Pihnk lung 

b rganti alamnt hanl 11em ritahukan perubahan Lers but kepada Pihak luinn u, 
selambat~lumbalnya (liga) hari kerja . 'uk perubahan alamat dilnkuknn. Segaln fisik.o 
bcrkuitnn dengnn ke1alall.lO untuk. mcmb "ritnhukall ~rubohan alrunut dalam jangka 
waktu yang telah ditctapkan t rsebLit m njadi tanggung ja\ ab Pihak yang tdah 
Inelakukon kelalaian ter ebut se nuhll a. 

P8 altu 
KETIDAliBERL KllAN 

Jike 'nlu atau l bih ketentuun dahlin Perjanjian ini din atakan tidak. ah melaw n llukum. 
ntau tidak daput dilak anakan berdnsurknn pemturan perundung~undangan yang berloku 
mak ke elltUlln ketentuun selebihnya daTi Pet;,janjian akon telap sah, berkekuatan penuh 
elia mengikat PARA PlllAK 'e(llah- Ian sl!gala ketcl1tuull yang tidak uh Eltau tidak dapat 

dilaksan kun ter d ur tidnk teruapat di dalam P..::rjanjian illL 

P8 	 I 11 

ADDEND M 

J. 	 Hal-hal yang belum diatur didalam Perjanjian ini, penambahan dan/atdu ~rubilhan 
terhadap i i P rjanJiull Ini akan diatur Icbih laqjut daIam Addendum Pl!rjanjinn 
( 'Addendum") yang dibual dan ditandatl.lllgani oleh PARA PIHAK dan mempunyni 
kckuatan hukunl yang sam3, mengikat, an merupakan bagian yang tidak tcrpi ahkan 
dnri Perjanjian ini. 

http:ke1alall.lO


ihnk yang b rmak ud untuk mengadakan Add ndum barus m nyampaikan 
pemberitahuo.n tertuli kepada Pihuk lainn 11 s lambat~llimbatnya 14 (cmpat belas) had 
kcrja scbclum Addendum dllnk anakan, 

P sui 12 
rETE TV PE lJT P 

1. 	 P rjanjiurl ini tunuuk. dall ditafsirkan berdasarkan ket nluan hukum yang berlaku di 
Neg' fa Repu lik lndone. ia 

2, 	 iliA PER rAMAbt:rkcwu'ibnn mennnggung bia.ya alas ket /ltuan perpajakal1 yang 
menjadi k ~ vaji an ana ing..mll ing Pihuk, 'cbagaimana yWlg l'lah ditetapklln 
pmnerintah s bagai nki at dari pclak~IiUlaan Perjanjllll1 ini. 

3. 	 P rj~lnji n ini tidal dapat dlalihkan kcpada pihak manapun bail untul ebagian 
dan/atnu 'oluruhn u tanpa pers tUjUiltl t rtuli ' belwn ya dari Pihak lainn a 

, 
o mikian Perjanjian ini dibuat datam rangkap 2 (dun) bennatcrai cUkup. dltal1datangani 
puda hari tunggal dan tahun 'bagaimllnu ters but di ains rna il1g~mll ing mempunyoi 
keluatan hukum yang menglkat ugi PARA PlilAK. 

PII-IAK PERTAM 	 PillA KEDllA 

IIKBP OMEN E 

AN, L U, MIl 
Pembina - (IV/b) 
IDN.012 086 01 



NOTA KESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

~Nl RA 

SMK 5 ASrA HKBP AMBARITA 
DAN 

UNIVERSITAS HKBP OMMENSEN 
T N1 (, 

KERJA SAMA DI BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGJ DAN MENJADI 

SEKOLAH BINAAN 

Nomor : 130 /SMlMoUIVl/2019 

Nomor: 82/RlMoUNI/2019 


Pada han ini,sabtu, tanggal 22 (dua puluh dna bulan Juni Tahun Dua Ribu SembiJan Belas 
kanli yang bertandatangan di bawah iill: 

l. MARUDUR SIALLAGAN., SP.d : Iabatan Kepaia Sekolah SMK Swasta HKBP Ambarita 
berkedudukan di Ialan Raya Ambarita No.39 Kecamatan Ambarita Kabupaten Samosir, 
daJam hal ini berlindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta 
HKBP, selanjutnya daJam Nota KesepaJlaman ini djsebut PlliAK PERT AM A. 

2. Dr. 	HAPOSAN SlALLAGAN., SR, ME : Jabatan Rektor Universitas HKBP 
Nommensen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 
066/SKJPn-UHKBPNIX1l/20 18 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jatan 
Sutomo No.4 A Medan, yang selanjutnya datam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai 
PlliAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PUlAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PlHAK dan secara 
bersama-sama di ebut PARA PIHAK.. Seterusnya PARA PIHAK menyatakan sepakat dan 
setuju mengadakan Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing 
PTHAK dengan ketentuan sebagai berikut: 

PasaJ 1 

Tujuan Kerja sarna 


Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan .perundang-undangan yang berlaku 
bagi PARA PTHAK, naskab kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan 
kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan 
kelembagaan antara PARA PlHAK untuk saling membantu dalam pcnyelenggaraan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 



PasaJ 2 

RUANG LINGKUP 


Ruang Lingkup Nota Kesepabaman ini meLipuli: 
1. 	Penyelenggaraan, pembinaan serta peugembangan keahlian professional dalarn Hmu 

penelitian bersama, 
2. 	Penyclenggaraan seminar, pclatiban, 
3. 	Pcnyclenggaraan kegiatan psikotes untuk peneLimaan siswa baru, dan 
4. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. 

Pasal3 

PELAKSANAAN 


Pelaksanaan ketja sarna seeara rinei dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan 
dituangkan dalam Naskah Perjanjian KcJja Sarna (Memorandum ofAgreement) yang disetujui 
oleh PARA PffiAK dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Naskah Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Understanding) ini. 

Pasal4 

PEMBIAYAAN 


1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksauakall benlasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai 
dari dana yang reI evan dari PARA Pll-lAK, 

2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanj ian keJ.ja sarna 
tersendiri (Memorandum of Agreement). 

Pa al5 
HAKDAN KEWAJIBAN 

Hak dan kewajiban PARA PIHAK. akau dimusyawarahkan dan diatur bcrsama yang sesuai 
dengan bentuk dan jenjs kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam PeIjanjian KeJja 
sarna (Memorandum of Agreement). 

Pasa16 

JANGKA W AKTU PELAKSANAAN 


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahw1 terhitung sejak tanggal 
penaudatanganan dan apabila masa berlakunya sudab berakhir dapat diperpanjang atau 
diakhiri alas persetujUaIl PARA PlliAK paling lambat 30 (tiga pulub) hari kalender ebelum 
masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhjr. 

Pasa17 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


1. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sarna mi, terjadi perselisihan atau 
ketidaksesuaian pendapat an tara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka akan 
diselesaikan secara musyawarab dan mufakat. 



2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diseJesaikan secara musyawarah dan mufakat, 
maka pernutusan ke epakatan dapat dilakukan secara sab cukup dengan pemberitahuan dari 
PU-IAK PERT AMA dan atau sebaJiknya. 

3. Apabila teIjadi pemutusan kesepakatan sebagai 	mana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai atas persetuj uan 
PARAPlHAK. 

Pasal8 

PENUTUP 


1. 	Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum matur dalam Nota Kesepahaman ini akan 
ditentukan kemudian atas dasar persetujuan PARA PllIAK dan akan dibuat "addendum' 
tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini. 

2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam ral1gkap 2 (dua) asli, masin-masing berrneterai cukup 
dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditanda tangani dan dububuhi cap 
Jcmbaga masing-lnasing serta diberikan kepada PARA PIHAK pada saat Nota 
Kesepahaman ditandatangani. 

PIHAK PERTAMA, 	 PlliAK KEDUA, 
P Nommensen. 

DR. 	 GAN SHMH. 

SAKSI: 

Ketna Yayasan Pendidikan Swa ta 

HKBP Ambarita 


~~ANUNTUN SITANGGANG 



--

NOTA KESEPAHAMAN 

(Memorandum of Understanding) 

ANTAP. 

SMP SWflSfA HKBP AMBARITA 
DAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSE 
TE ANG 


KERJA SAMA Df BIDANG TRl DARMA PERGURUAN TINGGJ DAN MENJADI 


SEKOLAB B AAN 

Nomor: M /~fMoU!VJj2019 

Nomor: 81fRTMoUNT/2019 


Pada hari ini,S abtu , tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juni TahlUl Dua Ribu Sembilan Belas 
kami yang bertandatangan ill bawah ini: 

1. 	DRS. PTNONDANG PANJAITAN: Jabatan KepaJa Sekolab SMP Swasta HKBP Ambarita 
berkedudukan di lalan Raya Ambarita No.39 Kecamatan Ambarita Kabupaten Samosir, 
dalam hal ini bertindak unluk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta 
HKBP, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PlHAK PERTAMA. 

2. Dr. 	HAPOSAN IALLAGAN, SH, MH : Jabatan Rektor Universitas HKBP 
Nommensen yang diangkal berdasarkan Sural Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor: 
066/SKlPn-UHKBPN1XJ1I2018 tertanggal 10 Desember 2018 dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Universitas HKBP Nornmensen yang berkedudukan di lalan 
Sutomo No.4 A Medan yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai 
PIHAK KEDUA. 

PllJAK PERTAMA dan PlliAK KEDUA eeara sendiri-sendiri disebut PlliAK dan secara 
bersarna-sama djsebul PARA PlHAK. Seterusnya PARA PlliAK menyatakan sepakat dan 
setuju mengadakan Kerja Sarna untuk saling menunjang pelaksanaan tuga masmg-masmg 
pnfAK dengan kelentuan sebagai berikut: 

Pasal1 

Tujuan Kerja sarna 


Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan. perundang-undangan yang berlaku 
bagi PARA Pll:IAK, naskah kesepabaman ini dibuat dalam rangka peogembangan 
kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia scrta membina hubungan 
kcJembagaan antara PARA PlliAK untuk saling membantu dalam penyeJenggaraan 
pcmdidikan, peneli tian dan pengabdian kepada masyarakat. 



---

Pasal2 

RUANG LINGKUP 


Ruang Lingkup Nota Kesepabaman ini meliputi: 
I. Penyelenggaraan, pembinaan 	 serta pengembangan keahlian professional dalam ilmll 

penelitian bersama, 
2. 	Penyelenggaraan seminar, pelatihan, 
3. 	Penyelenggaraan kegiatan p ikotes untuk: pencrimaan siswa barn, dan 
4. Kegiatan-kcgiatan lain yang dianggap perlu. 

Pasa] 3 

PELAKSANAAN 


Pdaksanaan kelja sarna secara finei dalam bidang-bidang tertcntu akan disusun dan 
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sarna (Memorandum ofAgreement) yang die ctujui 
oleh PARA PU-IAK dan mcrupakan bagian yang tidak: terpisahkan dan Naskah Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Under tanding) ini . 

Pasal4 

PEMBIAYAAN 


1. Kegiatan-kegiata.ll yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai 
dari dana yang relevan dari PARA PllIAK, 

2. Pembiayaan umuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatut dalam perjanjiankerja sarna 
teT endiri (Memorandum of Agreement). 

Pasa15 

HAK DAN KEWAllBAN 


Rak dan kewajiban PARA PIHAK akan dimusyawarahkan dan diatur bersama yang sesuai 
dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan dan dituangkan di dalam PCIjanjian Kerja 
sarna (Memorandum of Agreement). 

PasaJ 6 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 


Nota Ke epahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (riga) tabun terhitung sejak tanggal 
penaodatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat wperpanjang atau 
diakhiri atas persetujuan PARA PlliAK paling la:mbat 30 (tiga pulub) hari kalender sebelum 
masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir. 

Pasal7 

PENYELESAIAN PERSEL SmAN 


1. 	Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sarna ini, terjadi perselisihan atau 
ketidaksesuaian pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA, maka akan 
diselesaikan secara musyawarab dan mufakat. 

http:Kegiatan-kegiata.ll


2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan rnufakat, 
maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sab cukup dengan pemberitabuan dari 
PIHAK PERTAMA dan atau sebaliknya. 

3. 	Apabila teljadi pemutusan kesepakatan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) , maka 
rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai alas persetujuan 
PARAPIHAK. 

PasalS 

PENUTUP 


1. Hal-hal yang bcrsifat mclengkapi dan belum diatur dalam 	Nota Kescpabaman ini akan 
ditentukan kemudian ata dasar pcrsetujuan PARA PTIIAK. dan akan dibuat "addendum" 
tersendiri yang akan merupakan bagian yang tidak: terpisabkan dari Nota Kesepahaman mi. 

2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masin-masmg bermctcrai cukup 
dan kednanya mempunyai kckuatan hokum yang sarna, ditanda tangani dan dububulli cap 
lembaga masing-masing serta diberikan kepada PARA PllIAK pada saat Nota 
Kcsepahaman ditandatangani . 

PIHAK KEDDA, 
Unive:rsitas HKBP Nommensen. 

SAKSJ: 

Ketua Yayasan Pendidikan Swasta 
HKBP Ambarita 

~ 
MANUNTUN SITANGGANG 



NOTA KESEPAHAMAN 

ANTARA 


UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA 

AL WASHLJYAH 


DENGAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 


Nomor : IUMN AW/K01/2020 
Nomor : 11'1 I ll! MoU / 1\1 /'1.0.1.0 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasarl kelnginan bersama untuk saling menunjang 
pembangunan bangsa, padahari selasa, 28 Maret 2020,di UMN AI Washliyah yang bertandatangan 
di bawah ini: 

1. Hardl Mulyono : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muslim 
Nusantara AI Washliyah , berdasarkan Surat 
Keputusan PB AI Washliyah Nomor: Kep-396/PB­
AW/XXlNlII/2019 tanggal 26 Agustus bertindak 
untuk dan atas nama Universitas Muslim 
Nusantara AI Washliyah berkedudukan di Jalan 
Garu II No. 93 Medan, Sumatera Utara yang 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. : dalam jabatan selaku Rektor Universitas HKBP 
Nommensen bertindak untuk dan atas nama 
Universitas HKBP Nommensen, JI. Sutomo No.4 A 
Medan Sumatera Utara disebut sebagai PIHAK 
KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai 
PARA PIHAK yang mengikatkan dalam pe~anJian Kerjasama. Yang selanjutnya dituangkan daJam 
Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut. 

PASAL 1 
TUJUAN 

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua 
belah pihak. naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya 
yang dimilki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengemhangan, serta pengabdlan 
kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

PASAL2 
RUANG LJNGKUP 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1. 	Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran; 
2. 	 Aktivitas bersama dalam bidang pengabdlan kepada masyarakat; 
3. 	 Aktivitas bersama dalam bidang penelitian; 
4. 	 Aktivitas bersama dalam oraganisasi kemahasiswaan (prestasl akademik) penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 
5. 	Hal-hal lain yang dianggap perlu dan bermanfaat untuk kedua belah pihak. 



PASAL3 

PELAKSANAAN 


Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan 
dituangkan dalam naskah Pe~anjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi 
tugasJkuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini. 

PASAL4 

PEMBIAYAAN 


Anggaran biaya yang dltimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur 
dalam ketentuan tersendlri. 

PASAL5 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA ptHAK 


Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis keglatan 
yang akan dilaksanakan. 

PASAl6 

JANGKA WAKTU 


Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, 
dan akan ditinjau kembali atau dlperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. 

PASAL 1 

PENYELESAlAN PERSELISIHAN 


1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat darl pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. akan 
diselesaikan oleh PARA ptHAK secara musyawarah dan mufakat. 

2. 	 Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dlcapal, maka pemutusan 
kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dart PIHAK PERTAMA 
kepada PlHAK KEOUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat­
lambatnya 60 (enam puluh) hari. 

3. 	 Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka 
rancangan program yang sedang be~alan dapat diteruskan sampai selesai jlka dlsetujui oleh PARA 
PIHAK. 

PASAL8 

LAIN·LAIN 


1. Apabila te~adl hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeurJ 
dapat dipertlmbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan 
atas persetujuan PARA PIHAK. 

2. 	Yang termasuk keadaan rnemaksa (force majeur): 
a. bencana alam; 
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan 
C. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan. 

3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di daJam naskah Nota Kesepahaman 
Inl a~an liiatuf lebih lanjul secara bersama oleh PARA PiHAK. 



-----------~==========~========~~~========-===~---=--~~~----

4. 	 Nota Keseoahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas 
meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sarna 

PIHAK PERTAMA 

Universitas Muslim Nusantara 


AI Washliyah 
;'\ 

Dr. Haposan Siallagan. s'H.. M.H. 
Rektor 

SAKSI·SAKSI 

~ 
Drs. s~angan. M.Sc.• Ph.D 


Wakil Rektor I Wakil Rektor IV 

Dr. Flnnansyah, MSt. 

.. 



KESEPAHAMAN BERSAMA 

ANTARA 


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

DENGAN 


UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA 

TENTANG 


PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 


NOMOR: 821 Rektor 1MoU IIX 12018 
NOMOR : 307/Ad.1N1II/2018 

Pada han ini, Senin tanggal sepuluhbulan september tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan 
di bawah ini : 

1. 	 Dr. Jr. Sabam MaJau. Rektor Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di 
Jalan Sutomo No.4 AMedan, Sumatera Utara, daJam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP 
Nommensen, yang selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA; 

2. 	 Drs. Djoko Adi Walujo,ST., MM., DBA Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
berkedudukan di Jalan Ngageldadi 111 B No. 37 
Suarabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas PGRI Adi Buana Surabaya untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani 
Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan. Penelitian, Pertukaran Pelajar dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing 
lembagadengan ketentuan sebagai berikut. 

Kesepahaman Bersama inj berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak difandatanganinya 
Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK. 

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dan Kesepahaman Bersamaini akan djatur lebih lanjut oleh PARA 
P[HAK dalam pe~anj i an tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman 
Bersama ini. . 

PARAF 

PIHAK 1 P 2. 

1/2 




Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna, 1 (satu) rangkap untuk Universitas HKBP 
Nommensen dan satu (1) rangkap untuk Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 
Universitas HKBP Nommensen (cP ~ iV~s PGRI Adi Buana Surabaya 

:; .Rektor, 
Af!J~~ 

=~. 
~ 

Drs. Djoko Adi Walujo, ST., MM., DBA .f? 

PARAF 
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OTA KESEPAHAMAN 

(MEftl0RANDUM OF UNDERSTANDING) 

ANTARA 

UNPRI UNlVERSITAS PRTMA INDONESIA 

DE GAN 

UNIVERS IT A HKBP NOMMENSEN 

TENTANG 

PE IDlKAN, PENELlTlAN DAN PENGABDlAN KEPAD~MASYARAKAT SERTA 

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MAN IA 


Nomor Ol1033fMOU12019136 
Nomor : 094IR1MOU/Vll1/2019 

Dengan Ralunat Tuban Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama, pada han ini Karms 
tanggal dua puJllb dua bulan Agustus taboo Dua ribu embilan belas (22-08-2019), bertempat eli 
Medan, kami yang bertandatangan di bawah Ul1 • 

1. 	 Dr. Chrismis ov~tlinda Ginting, M.Kes. Rektor Uruversitas Prima Indonesia, bertempat 
tinggal di Medan. dalam hal ini bertindak dalam jabatannva tersebut berda arkan Surat 
Keputusan Pengangkatan Rektor Nomor : 00l/SKlYPTPIIV/2017 tertanggal 02 Mei 2017, 
oJeb karena itu ah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Prima 
Indonesia, berkedudukan di JaJan Belanga No . 1 Simpang Ayahanda Medan, selanjutnya 
disebut PlHAK PER AMA. 

2. 	 Dr. Haposan SiaUagan, S.H., M.H., Rektor Umversitas HKBP Nommensen Medan, 
bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini bertindak daLam jabatallnya ters but berda arkan 
Sural Keputusan Pengangkatan Rektor ornor ; 066/SKlPn-UHKBPNIXlI/2018 tertanggal 
10 Desember 2018, oleh karena itu saIl dan berwenang bertindak untuk dan atas llallla 
Universitas HKBP Nornmensen Medan, berkedudukan di Jalan Slitomo No.4 A Medan. 
se)anjutnya disebut PTR. K KEDUA. 

Uotuk seJanjutoya PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA eeara bersarna-sama disebut 
PARA PUlAK dan masing-rna iog disebut PIHAK 

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan bal-hal ebagai berik t . 

1. 	 Bahwa PTI-IAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi • wa ta yl'lng menyelenggarakan 
pendidikan linggi dan bergerak daJam bidang Pendidikan., Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

2. 	 Bahwa PJHAK KEDUA adalab PergunJan Tinggi Swasta yang rnenyelenggarakan 
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 

3. 	 Babwa PARA PIHAK bereneana mengadakan kerja aIDa secara kelembagaan tanpa 
mengganggu tugas pokok masing-masing PlHAK: yang meliputi bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

4 	 Berda arkan bal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membllat Nota 
Kesepahaman tentang Pendjdikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, eIta 
Peningkatan KuaHta Sumber Daya Manu. ia dengan yarat dan ketentllan ,ebagai berikll1 . 

1.__eL)
2. () 



Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 	 Maksud Nota Kesepahaman ini adalah rnensinergikan potensi masing-masing pihak gtUla 
memperoleh basil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Tujuan Nota Kesepahaman 	ini adalab untuk meningkatkan pelaksanaan program-prOb'1'am 
nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian 
penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

PasaI 2 

RUANG LlNGKUP 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman inj metiputi : 

(1) 	Penyelenggaraan pendidikanJpengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
(2) 	Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya; 
(3) 	Penyeleuggaraan Kegiatan nmiab, Kajian llmiab, Seminar dan Lokakarya~ 
(4) 	Peningkafan dan Pengembangan Kompeten i Sumber Daya Manusia; 
(5) 	 Kegiatan lain yang disepakati PARA PIBAK. 

Pasal3 

PELAKSANAAN 


UnUlk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIRAK setuju dan sepakat mellunjuk wakil 
dari masing-masing PUlAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini. Setiap 
kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan 
dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sarna (Memorandum ofAgreement, MoA) ter encliri yang 
disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini 
seTta dise uaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK. 

Pasal4 
PEMBIAYAAN 

(1) 	Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepabaman ini dibebankan kepada masing-masing 
PTHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-rnasing PIHAK. 

(2) 	PembiaYaaJl yang timbul dalam Nota Ke epahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan diatur Iebih lanjut dalam PeIjanjian Kelja Sarna 
tersendiri. 

2 	 _~1.. . 
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Pasal5 
JANGKA WAKTU 

(1) 	 Nota Kesepallaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tabun terhihmg sejak 
ditandatangani dan banya dapat diperpanjang atau diakhlri berdasarkan kesepakatan bersama 
PARA PIHAK yang dibuat secara lertulis; 

(2) Dalam hal 	 ini alah satu PIHAK bennaksud mengakhiri Nota Kes pahaman ini maka 
PIHAK yang bersangkutan hams memberitalmkannya secara tertulis kepada PlliAK lainnya, 
paling lambat diterirna 3 (tiga) bulan sebelumjangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; 

(3) 	Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila : 
a 	 Oi kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang ecara khusus mengatur dan 

bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini ~ 
b. Tidak rercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasa11 di atas ; dan 
c. 	 Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak 

memungkinkaonya PARA PIHAK atau salah satu PTHAK meJangsungkan Nota 
KesepailaOlan ini. 

(4) 	 OaLaOl hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang tagi atau diakhiri baik 
karena pennintaan tertulis atau karena a1asan lain maka pengakhiran Nota Kesepahaman im 
tidak menyebabkan berakhimya peIjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing­
masing PIHAK sebagaimana diatur daJam Perjanjian Kerja Sarna. 

Pasa16 

KERAHASIAAN 


(1) 	 PARA PIHAK sepakat lllltuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-bal yang 
berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman in.i dan yang semata-mata hanya 
diglmakan untuk kepentingan yang berbubungan dengan maksud dan tujuan Nota 
Kesepahaman ini . 

(2) 	 Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentl.lan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, PARA PlliAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan sehrruh data dan infonnasi 
sebagaimana diatur dalam ayat (1 ) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa 
per etujuan tertulis dan PlliAK lainnya. 

Pasa17 

PENYELESAlAN PERSELISIHAN 


(1) 	Apabila tmjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara PARA PlHAK dalam 
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan rnelalul musyawarah dengan 
sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan 
perundang-undangan; 

(2) Apabila penyeJesaian 	 eeara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak 
berhasil mencapai mufakat maka PARA Pll-lAK setuju dan sepakat lUltuk menempuh 
perarulan melalui Pengadilan egeri tempat kedudukan bllkum (domi iIi) pihak lergugat. 

3 l._~ 
2. () 



PasaJ 8 

LATN-LAlN 


Ketentuan atau bal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Ke epahaman ini 
akan ditentukan kemudian atas kesepahaman oleh PARA prnAK dan akan diatur kemudian 
berupa addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

Pasal9 

PENUTUP 


(1) 	Hal-haJ yang belum diatur dalam Nota Kesepabaman ini, akan diatur kemudian secara lebib 
rinei oleh kedua belab pillak dalam Peljanj ian Kerja ama tersendiri; 

(2) 	 Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh PARA PIHAK 
pada hari, tangga!. bulan dan talnm sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota 
Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) ash di ata meterai cukup dan masing-masing 
mempunyai kekuatan hukum yang sarna. 

Demikian Nota Kesepabaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilak an an oleh PARA 
PfHAK. 

PIHAKPERTAMA PlHAKKEDUA 
A PRIMA INDONESIA, UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

4 
1. ()
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NOTA KESEP AHAMAN 
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

ANTARA 

UNIVERSITAS BKBP NOMMENSEN 


DENGAN 

UNIVERSITA TARUMANAGARA 

TENTANG 

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

Nomor: 951R1MoUNII1I2019 
NomoI: 1433-Rl56601UNTARNUI/2019 

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga, Bulan Agustus, tabun Qua Ribu SembUan 
BeIas, bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. 	 DR. HAPOSAN SIALLAGA , S.H., M.D. : Dalam kedudukannya selaku Rektor 
Universitas HKBP Nommensen Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 
Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn·UHKBPNIXIl12018, tertanggal 10 Desember 
2018 dalam hal ini bertindak untuk dan alas nama Universitas HKBP Nommensen 
Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan selanjutnya dalam Nota 
Kesepahanian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

2. 	 PROF. DR. JR. AGUSTINUS PURNA IRAWAN: Dalam kedudukannya selaku 
Rektor Universitas Tarumanagara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus 
Yayasan Tarumanagara Nomor: 2017ffiI/023A-KPTIYT tertanggal 31 Maret 2017. 
dalam hal ini sab bertindak untuk dan atas nama Universitas Tarumanagara, 
berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman No. 1 RT. lllRW 1, Jakarta Barat 11440, 
selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama·sama disebut 
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. 

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
1. 	 Bahwa PIHAK PERT AMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat. . 

2. 	 Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat. 

3. 	 Bahwa PARA PIHAK berencana mengadakan kerja sarna secara kelembagaan tanpa 
mengganggu tugas pokok masing-masing PIH~ yang meliputi bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

4. 	 Bahwa PlliAK PERT AMA bersedia diasuhldibimbing oleh PIRAK KEDUA secara 
kelembagaan dalam bidang Pendi~ Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1 



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota 
Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian K.epada Masyarakat, serta 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 

Pasall 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) 	Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi masing-masing pihak guna 
memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikanlpengajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

(2) 	 Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program 
nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
dalam bentok kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian 
penelitian dan pelaksanaan pengabdian k.epada masyarakat. 

Pasal2 

RUANG LINGKUP 


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 
(1) 	 Penyelenggaraan pendidikanlpengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
(2) 	 Penyelenggaraan kolaborasi risel dan pengembangan sumber daya; 
(3) 	 PenyeJenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian llmiah, Seminar dan Lokakarya; 
(4) 	 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Oaya Manusia­
(5) 	 Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK. 

Pasal3 

PELAKSANAAN 


Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil 
dari masing-masing PTHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini. Setiap 
kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan 
dituangkan dalam suatu perjanjiankerja sarna tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oJeh 
PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber 
daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK. 

Pasal4 
PEMBIAYAAN . 

(]) Pembiayaan uotuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing 
PlliAK sesuai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing PIHAK. 

(2) 	 Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atas kesepakatan PARA PlHAK yang akan diatur lebili lanjut dalam Perjanjian Kerja 
Sarna tersendiri. 
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Pasa1 5 
JANGKA WAKTU 

(1) 	 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tabun terhitung sejak 
ditandatangani dan banya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan 
bersama PARA PllIAK yang dibuat secara tertulis; 

(2) 	 Dalam hal ini salah satu PlliAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka 
PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pll-IAK 
lainny~ paling lambat diterirna 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman 
ini berakhir; 

(3) Nota Kesepahaman ini clapat berakhir atau bata1 dengan sendirinya apabila : 
a. 	 Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan 

bertentangan dengan ruang liogkup Nota Kesepahaman ini; 
b. 	Tidak tercapainya tujuan PARA PllIAK sesuai ketentuan PasaJ 1 di atas ; dan 
c. 	Terjadinya ketcrbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak 

memungkinkannya PARA PlliAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota 
Kesepahaman ini. 

(4) 	 DaJam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak djperpanjang lagi atau diakhiri baik. 
karena pennintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman 
ini tidak menyebabkan berakhirnya peJjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan 
dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesamya seluruh hak dan kewajiban 
masing-roasing PIHAK sebagaimana diatur dalarn Peljanjian Kerja Sarna. 

Pasal6 

KERAHASIAAN 


(1) 	 PARA PllIAK sepakat untuk saJing bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang 
berhobungan dengan peJaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya 
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota 
Kesepahaman ini. 

(2) 	 KecuaJi dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi 
sebagairoana diatur dalam ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa 
persetujuan tertulis dari PllIAK Jainnya. 

PasaL 7 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


(1) 	 Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesaJahpahaman antara PARA PIHAK dalam 
peJaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah 
dengan sebaik-baiJrnya untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada 
ketentuan perundang-undangan; 

(2) ApabiJa penyeJesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini, tidak 
berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menempuh 
peradilan rnelaJui Pengadilim Negeri tempat kedudukan hokum (domisili) pihak tergugat. 
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PasaJ 8 

LAIN-LAIN 


Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman 
ini akan ditentukan kemudian atas kesepahaman oleh PARA PlliAK dan akan diatur 
kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota 
Kesepahaman ini. 

Pasal9 

PENUTUP 


(1) 	 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian seeam 
lebili rinci oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian KeJja Sarna tersendiri; 

(2) 	Nota Kesepahaman ini dibuat dibuat dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh PARA 
PUIAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota 
Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing 
mempunyai kekuatan hukum yang sarna. 

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA 
PlliAK. 

Prof. Dr. Ir. Agustinus Puma lrawan 

Rektor 
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Antara 
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA 

Dengan 
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 

NOTAKESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

Tentang 
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi 

(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya) 

Nomor : 0261/SK-A/YBIIl/05/2020 
Nomor : 120/R/MOUN /2020 

d 

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

1. Yusuf Surya, S.E, M.S. Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan 
di Jalan Pulo Brayan Darat Il Kecamatan Medan 
Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERT AMA; 

2. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. Rektor Universitas HK.BP Nommensen Medan 
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 
Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn­ 
UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 
2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas HKBP Nommensen Medan, 
berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, 
yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini 
disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIBAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 
Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Tri Danna Perguruan Tinggi (Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya) 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 
Kedudukan PARA PIHAK 

1) Y ayasan Budaya Hijau Indonesia adalah yayasan nirlaba yang bergerak dalam pelestarian 
bumi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pertanian, lingkungan hidup melalui 
penanaman pohon, penataan dan penghijauan hutan, penghijauan lahan kosong di kota, 
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pengembangan pertanian, penyiapan bibit-bibit komoditi pertanian, palawija, penyiapan 
pupuk Eco Enzym cair (ramah lingkungan), pelaksanaan program-program pelatihan dan 
penguatan untuk pembibitan, pengelolaan lahan pertanian dan peternakan secara 
profesional. 

2) Universitas HK.BP Nomensen Medan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menjunjung 
tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghasilkan 
lulusan-lulusan Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2) yang berkompetensi dan 
berdaya saing. 

Pasal 2 
Tujuan 

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan 
skill dosen dan mahasiswa Pertanian dan Petemakan Universitas HKBP Nommensen Medan, 
sekaligus sebagai implementasi tugas Tri Dhanna Perguruan Tinggi Universitas HK.BP 
Nomensen Medan melalui pemberdayaan dan pemanfaatkan Porlak milik Yayasan 
Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan 
Tuntungan. 

Pasal3 
Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1. Pemanfaatan/pengelolaan lahan Porlak di Simalingkar B milik Yayasan Universitas 

HKBP Nommensen seluas 4,5 Ha menjadi lahan petemakan dan pertanian organik 
berbasis Eco Enzym; 

2. Lahan Porlak akan menjadi tempat magang, tempat praktek dan menjadi tempat 
penelitian para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Petemakan 
Universitas HKBP Nommensen Medan. 

Pasal 4 
Pembiayaan 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati 
bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. 

Pasal 5 
Pelaksanaan 

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan 
disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of 
Agreement) masing-masing dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas 
Petemakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang disetujui oleh PARA PIHAK 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding) ini. 

2) PARA PIHAK menunjuk Person In Charge (PIC) dari masing-masing PIHAK untuk 
teknis pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai 
tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini. 
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Pasal 6 
Bak dan Kewajiban 

1) Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, hak dan kewajiban PIHAK 
PERTAMA adalah : 
a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelola lahan porlak secara profesional 

dan menyediakan bibit jagung unggul untuk ditanam dan pengembangan pola 
petemakan secara profesional; 

b. Memberikan kontribusi hasil pengelolaan porlak kepada PIHAK KEDUA dalam 
bentuk 20 ( dua puluh) lembar dana pengelolaan dan kepada sivitas akademika 
Universitas HKBP Nommensen Medan berupa dana pengelolaan dengan nilai dan 
jumlah lembar dana pengelolaan yang akan disepakati tersendiri PARA PIHAK; 

c. Menjaga dan merawat aset dan fasilitas yang ada di Porlak. 

2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA : 
a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini 

kepada kalangan mahasiswa/sarjana yang ada di lingkungan Universitas HKBP 
Nommensen Medan. 

b. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan, magang ataupun penelitian bagi dosen 
dan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di lahan yang dikelola PIHAK 
PERTAMA. 

c. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan/penyuluhan bagi 
kelompok tani maupun peternak. 

Pasal 7 
Jangka Waktu 

masyarakat 

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua 
belah PIHAK. 

2) Selama berlakunya Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk 
mematuhi segala kewajiban sesuai isi Nota Kesepahaman ini. 

3) Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
sebelum berakhimya masa berlaku Nota Kesepahaman ini melalui kesepakatan PARA 
PIHAK. 

4) Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif, PARA 
PIHAK tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang 
Lingkup Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir, dan PARA 
PIHAK sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau 
ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian 
Kerja Sama. 

Pasal8 
Berakhirnya Nota Kesepahaman 

I. Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari 
PARA PIHAK untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini. 

2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan PARA 
PIHAK bilamana terjadi pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini. 
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3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini "karena terjadi 
pelanggaran dan atau sebelum berakhimya jangka waktu Nota Kesepahaman", pihak 
tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 1 (satu) 
bulan sebelumnya. Bilamana PIHAK lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan 
tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 ( empat belas) hari 
kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka PIHAK ini berakhir 
dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan 
terse but. 

Pasal 9 
Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan 
mufakat. 

Pasal 10 
Penutup 

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam 
addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, 
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA 
Yayasan Budaya Hijau Indonesia 

Yusuf Surya, S.E, M.S. 
Ketua 

PIHAKKEDUA 
Universitas HKBP Nommensen Medan 

Rektor 
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Antara 
YAYASAN BUDAYA HIJAU INDONESIA 

Dengan 
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 

NOTAKESEPAHAMAN 
(Memorandum of Understanding) 

Tentang 
Kerja Sama di Bidang Tri Darma Perguruan Tinggi 

(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya) 

Nomor : 0261/SK-A/YBIIl/05/2020 
Nomor : 120/R/MOUN /2020 

d 

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini : 

1. Yusuf Surya, S.E, M.S. Ketua Umum Yayasan Budaya Hijau Indonesia 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Yayasan Budaya Hijau Indonesia berkedudukan 
di Jalan Pulo Brayan Darat Il Kecamatan Medan 
Timur, kode pos 20237 Medan Sumatera Utara, 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK 
PERT AMA; 

2. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. Rektor Universitas HK.BP Nommensen Medan 
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 
Pengangkatan Rektor Nomor: 066/SK/Pn­ 
UHKBPN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 
2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama Universitas HKBP Nommensen Medan, 
berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, 
yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini 
disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIBAK KEDUA disebut PARA PIHAK sepakat membuat Nota 
Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Tri Danna Perguruan Tinggi (Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Kegiatan Pengembangan Lainnya) 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 
Kedudukan PARA PIHAK 

1) Y ayasan Budaya Hijau Indonesia adalah yayasan nirlaba yang bergerak dalam pelestarian 
bumi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pertanian, lingkungan hidup melalui 
penanaman pohon, penataan dan penghijauan hutan, penghijauan lahan kosong di kota, 
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pengembangan pertanian, penyiapan bibit-bibit komoditi pertanian, palawija, penyiapan 
pupuk Eco Enzym cair (ramah lingkungan), pelaksanaan program-program pelatihan dan 
penguatan untuk pembibitan, pengelolaan lahan pertanian dan peternakan secara 
profesional. 

2) Universitas HK.BP Nomensen Medan adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menjunjung 
tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghasilkan 
lulusan-lulusan Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2) yang berkompetensi dan 
berdaya saing. 

Pasal 2 
Tujuan 

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan 
skill dosen dan mahasiswa Pertanian dan Petemakan Universitas HKBP Nommensen Medan, 
sekaligus sebagai implementasi tugas Tri Dhanna Perguruan Tinggi Universitas HK.BP 
Nomensen Medan melalui pemberdayaan dan pemanfaatkan Porlak milik Yayasan 
Universitas HKBP Nommensen, yang terletak di Simalingkar B Kecamatan Medan 
Tuntungan. 

Pasal3 
Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: 
1. Pemanfaatan/pengelolaan lahan Porlak di Simalingkar B milik Yayasan Universitas 

HKBP Nommensen seluas 4,5 Ha menjadi lahan petemakan dan pertanian organik 
berbasis Eco Enzym; 

2. Lahan Porlak akan menjadi tempat magang, tempat praktek dan menjadi tempat 
penelitian para dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Petemakan 
Universitas HKBP Nommensen Medan. 

Pasal 4 
Pembiayaan 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan disusun sesuai program kerja yang disepakati 
bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. 

Pasal 5 
Pelaksanaan 

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan 
disusun dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of 
Agreement) masing-masing dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakultas 
Petemakan Universitas HKBP Nommensen Medan yang disetujui oleh PARA PIHAK 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding) ini. 

2) PARA PIHAK menunjuk Person In Charge (PIC) dari masing-masing PIHAK untuk 
teknis pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian Kerja Sama sebagai 
tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini. 
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Pasal 6 
Bak dan Kewajiban 

1) Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, hak dan kewajiban PIHAK 
PERTAMA adalah : 
a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengelola lahan porlak secara profesional 

dan menyediakan bibit jagung unggul untuk ditanam dan pengembangan pola 
petemakan secara profesional; 

b. Memberikan kontribusi hasil pengelolaan porlak kepada PIHAK KEDUA dalam 
bentuk 20 ( dua puluh) lembar dana pengelolaan dan kepada sivitas akademika 
Universitas HKBP Nommensen Medan berupa dana pengelolaan dengan nilai dan 
jumlah lembar dana pengelolaan yang akan disepakati tersendiri PARA PIHAK; 

c. Menjaga dan merawat aset dan fasilitas yang ada di Porlak. 

2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA : 
a. Berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini 

kepada kalangan mahasiswa/sarjana yang ada di lingkungan Universitas HKBP 
Nommensen Medan. 

b. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan, magang ataupun penelitian bagi dosen 
dan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan di lahan yang dikelola PIHAK 
PERTAMA. 

c. Berkewajiban mengatur pelaksanaan pelatihan/penyuluhan bagi 
kelompok tani maupun peternak. 

Pasal 7 
Jangka Waktu 

masyarakat 

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan kedua 
belah PIHAK. 

2) Selama berlakunya Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk 
mematuhi segala kewajiban sesuai isi Nota Kesepahaman ini. 

3) Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
sebelum berakhimya masa berlaku Nota Kesepahaman ini melalui kesepakatan PARA 
PIHAK. 

4) Apabila hingga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal efektif, PARA 
PIHAK tidak menandatangani satupun Perjanjian Kerja Sama sehubungan dengan Ruang 
Lingkup Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir, dan PARA 
PIHAK sepakat untuk tidak melakukan penuntutan pembayaran kompensasi dan/atau 
ganti rugi apapun karena tidak tercapainya dan/atau ditandatanganinya suatu Perjanjian 
Kerja Sama. 

Pasal8 
Berakhirnya Nota Kesepahaman 

I. Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis bilamana tidak ada kesepakatan dari 
PARA PIHAK untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini. 

2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir setiap saat berdasarkan kesepakatan PARA 
PIHAK bilamana terjadi pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini. 
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3. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini "karena terjadi 
pelanggaran dan atau sebelum berakhimya jangka waktu Nota Kesepahaman", pihak 
tersebut wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 1 (satu) 
bulan sebelumnya. Bilamana PIHAK lain yang dimaksud tersebut tidak memberikan 
tanggapan secara tertulis atau memenuhi permintaan dalam waktu 14 ( empat belas) hari 
kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka PIHAK ini berakhir 
dengan sendirinya terhitung sejak jangka waktu penerimaan surat pemberitahuan 
terse but. 

Pasal 9 
Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota 
Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan 
mufakat. 

Pasal 10 
Penutup 

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam 
addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; 

2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan 
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. 

3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, 
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. 

PIHAK PERTAMA 
Yayasan Budaya Hijau Indonesia 

Yusuf Surya, S.E, M.S. 
Ketua 

PIHAKKEDUA 
Universitas HKBP Nommensen Medan 

Rektor 

41Memorandum of Understanding 
YBHI - UHN Medan 

I 
I � Medan 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

